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Kata 
Pengantar

Konstitusi Indonesia telah menjamin 
kebebasan berekpresi dan berpendapat 
sebagaimana termaktub di dalam Pasal 28 
E ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945 (yang 
selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945) 
bahwa negara menjunjung kebebasan 
berserikat, berkumpul, dan mengeluar-
kan pendapat bagi setiap orang. Kebe-
basan tersebut tidak terbatas pada ruang 
offline namun juga online. Pasal tersebut 
kemudian menjadi salah satu landasan 
adanya Undang-Undang  Nomor 19 Tahun 
2016 Perubahan atas Undang-Undang 
Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi 
dan Transaksi Elektronik (yang selanjut-
nya disebut UU-ITE) yang bertujuan untuk 
menjamin pengakuan serta penghormatan 
atas hak dan kebebasan orang lain dan 
untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai 
dengan keamanan dan ketertiban umum 
dalam suatu masyarakat yang demokratis. 

Dalam praktiknya, penegakan UU-ITE 
sering kali dicap sebagai pasal karet 
karena banyak menimbulkan multitaf-
sir di masyarakat. Pasal-pasal seperti 
pasal pencemaran nama baik dan ujaran 
kebencian sering menjadi landasan 

untuk melakukan kriminalisasi kebebasan 
berpendapat bahkan kebebasan pers. 
Selain dari penegakannya yang dianggap 
multitafsir, dalam penegakan kasus-ka-
sus ITE juga mengalami beberapa tanta-
ngan seperti istilah atau terminologi 
teknologi yang sering kali membuat para 
pembela terhambat dalam memahami 
kasusnya. Hambatan ini berdampak pada 
kemampuan pembela dalam menghadapi 
kasus-kasus ITE.  Oleh karena itu, dibutuh-
kan suatu pedoman untuk mempermudah 
memahami istilah-istilah ilmu pengeta-
huan yang ditemui dalam UU-ITE, sebagai 
pedoman penulisan dan memperkaya 
perbendaharaan pustaka kebahasaan. 
Berdasarkan urgensi tersebut LBH Pers 
didukung oleh internews melakukan pene-
litian dan pembuatan glosarium UU-ITE, 
khususnya Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 28 
ayat (2) UU-ITE.

Penelitian ini menggunakan metode 
doctrinal dengan menggunakan putusan 
pengadilan sebagai bukti empiris untuk 
memperkuat argumentasi atas suatu 
norma hukum. Di dalam penelitian ini 
terdapat sebanyak lima puluh putusan 
pengadilan terkait pasal 27 ayat (3) dan 
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pasal 28 ayat (2) UU-ITE  dalam periode 
2010-2020 akan diteliti penggunaan termi-
nologi dan putusannya.

Buku ini merupakan bentuk kontribusi LBH 
Pers dalam penegakan hak asasi manu-
sia khususnya kebebasan berekspresi dan 
berpendapat di Indonesia. Buku ini juga 
diharapkan dapat menjadi referensi bagi 
para pembela dalam melakukan pembe-
laan kasus ITE.

Akhir kata saya atas nama Lembaga 
Bantuan Hukum Pers mengucapkan teri-
makasih yang sebesar-besarnya kepada 
internews dan tim peneliti yaitu Dr. 
Bambang Pratama, SH MH, Mona Ervita, 
SH, MH, Mustafa SH dan tim LBH Pers 
yang telah mendukung baik secara moril 
maupun materi. Semoga buku ini berman-
faat untuk kemajuan dan perlindungan 
pembela hak asasi manusia di Indonesia. 
Terima kasih

Jakarta, 31 Desember 2020

Ade Wahyudin
Direktur Eksekutif LBH Pers
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Abstrak

	 Ketentuan norma tentang pencemaran nama baik (defamation) dan 
berita bohong (hoax) di dalam UU-ITE sering kali dicap sebagai pasal karet di 
masyarakat. Beberapa alasan yang terlihat dari stigma negatif di masyarakat 
antara lain: mengkriminalisasi kebebasan berekspresi, sifatnya multitafsir, dan 
banyak orang yang dipidana atas pencemaran nama baik dan berita bohong. 
Untuk menguji stigma negatif dari ketentuan norma pencemaran nama baik 
dan berita bohong maka penelitian ini berusaha meneliti tentang bagaimana 
putusan hakim yang dihasilkan? Serta apa saja terminologi di dalam UU-ITE? 
Pertanyaan penelitian ini diajukan agar dapat memberikan pengetahun 
tentang UU-ITE secara lebih baik. Putusan pencemaran nama baik dan berita 
bohong yang diteliti adalah putusan tahun 2010-2020 dengan menggunakan 
metode penelitian doctrinal dan memfokuskan pada bagian terminologi dan 
konsep tentang pencemaran nama baik dan berita bohong sebanyak lima 
puluh putusan pengadilan. 
	 Penelitian ini menemukan bahwa terdapat lebih dari 150 terminologi 
terkait teknologi informasi dan komunikasi di dalam UU-ITE. Dalam konsep 
secara historis ditemukan bahwa pencemaran nama baik dan berita bohong 
adalah satu rumpun yang dikembangkan oleh negara penganut sistem hukum 
civil law sejak tahun 1275 hingga kemudian pada abad ke-18 barulah dikem-
bangkan di negara penganut sistem hukum civil law hingga masuk ke Indone-
sia melalui Belanda. Dalam hal putusan ditemukan bahwa hakim lebih didom-
inasi dengan putusan yang ringan, yaitu kurungan di bawah enam bulan dan 
di bawah satu tahun. Namun terdapat tiga putusan dengan sanksi tiga tahun 
ke atas terkait penodaan agama dengan beberapa alasan, di antaranya adalah 
untuk menjaga ketertiban umum. 

Kata kunci: defamation, berita bohong dan transaksi elektronik
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BAB I
Pendahuluan

A.	 Latar Belakang 

Kebebasan berpendapat merupakan hak 
asasi manusia untuk mengembangkan diri, 
meningkatkan kualitas kehidupan dalam 
berbagai aspek kehidupannya. Di era digital 
salah satu isu dari kebebasan berpendapat 
adalah tentang penyampaiannya di ruang 
siber atau di Internet melalui perang-
kat elektronik atau secara umum dike-
nal dengan berinformasi di media sosial. 
Dalam pelaksanaannya penyampaian 
pendapat di media Internet sering kali diar-
tikan bahwa kebebasan berpendapat di 
ruang siber adalah kebebasan yang sebe-
bas-bebasnya (totally freedom), sehingga 
sering kali dijumpai penyampaian pendapat 
disampaikan dengan menggunakan diksi 
atau gambar yang bermuatan negatif. 
Padahal apabila dikaitkan dengan konsep 
hukum, tidak ada konsep kebebasan yang 
sebebas-bebasnya tanpa batasan apa pun, 
karena hak individu pasti akan berhadap- 
hadapan dengan hak individu lainnya. 
Ketika dua hak individu berhadap-hadapan 
maka masalah hukum yang timbul adalah 
suatu keniscayaan.  

Dalam konteks penyampaian pendapat 
di Internet, beberapa masalah yang 
sering muncul adalah masalah tentang 
pencemaran nama baik dan berita bohong 

yang diakibatkan oleh perasaan sensitif 
orang yang melaporkan. Akibatnya norma 
pada pasal 27 ayat (3) Undang-Undang 
No 19 Tahun 2016 tentang Perubahan 
atas Undang-Undang No. 11 Tahun 
2008 tentang Informasi dan Transaksi 
Elektronik (selanjutnya disingkat dengan 
UU-ITE) tentang pencemaran nama baik 
dan norma pada pasal 28 ayat (2) UU-ITE 
tentang berita bohong atau informasi 
yang membuat rasa permusuhan dan 
kebencian terhadap suku, agama ras dan 
antargolongan sering kali di cap sebagai 
pasal yang negatif atau pasal karet karena 
dianggap multitafsir dalam penerapannya. 
Hal ini tentunya memunculkan pertanyaan 
tentang bagaimana menafsir norma 
tentang pencemaran nama baik dan berita 
bohong pada UU-ITE. 

Membandingkan dengan rumusan norma 
yang tercantum di dalam UU-ITE maka 
secara umum cakupannya adalah sejalan 
dengan dengan cyber crime convention yang 
diselenggarakan di Budapest pada tahun 
2001,1 sehingga secara umum pengaturan 
di dalam UU-ITE tidaklah dengan nilai-nilai 
universal yang disepakati di dalam Budapest 
Convention.  Namun demikian, dalam 

1Kementerian Komunikasi dan Informatika Repubik Indonesia, 
“Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang 
Informasi Dan Transaksi Elektronik,” Arsip PDGI, 2013. hlm: 27
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Padahal apabila dikaitkan 
dengan konsep hukum, tidak 
ada konsep kebebasan yang 
sebebas-bebasnya tanpa 
batasan apa pun, karena 
hak individu pasti akan 
berhadap-hadapan dengan 
hak individu lainnya. 

praktik penegakan hukum, UU-ITE sering 
kali mendapat stigma negatif di masyarakat 
karena dianggap mengkriminalisasi 
kebebasan berekspresi. Preseden 
buruk dari masyarakat terhadap norma 
pencemaran nama baik dan berita bohong 
boleh jadi disebabkan karena asimetrik 
informasi atas pemahaman UU-ITE itu 
sendiri sehingga memunculkan penilaian 
yang sifatnya subjektif. 

50/PUU-VI/2008 dan Putusan MK No. 2/
PUU-VII/2009. Sedangkan dalam kaitan-
nya norma pada pasal 28 ayat (2) UU-ITE 
terdapat putusan MK No. 76/PUU-XV/2017. 
Dengan adanya putusan MK tersebut di 
atas, maka terdapat beberapa konsekuensi 
hukum terhadap pasal 27 ayat (3) dan 
pasal 28 ayat (2) UU-ITE, yaitu:

-	 Pertama, pada prinsipnya norma yang 
ada di dalam UU-ITE bukanlah norma 
yang benar-benar baru, karena secara 
umum sudah diatur di dalam KUH 
Pidana sebagai aturan hukum yang  
sifatnya umum (lex generalis). Oleh sebab 
itu, penafsiran norma pada UU-ITE 
harus dikaitkan dengan ketentuan 
hukum positif yang terkait, di antaranya 
yang dirujuk adalah pasal 310-311 KUH 
Pidana dalam kualifikasi pencemaran 
nama baik;

-	 Kedua, penafsiran pasal 27 ayat (3) 
UU-ITE rujukannya adalah kepada pasal 
310-311 KUH Pidana. Ada pun ruju-
kan kepada pasal 310-311 KUH Pidana 
adalah tentang terkait parameter atau 
kategorisasi tindakan yang digolongkan 
sebagai pencemaran nama baik.2 Unsur 
kunci yang harus dirujuk ke dalam pasal 
310-311 KUH Pidana antara lain: (1) 
tindakan tuduhan yang dikategorikan 

Sejalan dengan common knowledge di 
masyarakat terhadap norma pencemaran 
nama baik dan berita bohong, dalam prak-
tik hukum telah beberapa kali dimohonkan 
uji materi oleh masyarakat ke Mahkamah 
Konstitusi pada tahun 2008-2009. Terkait 
permohonan uji materi yang dilakukan 
maka memunculkan dua putusan MK yang 
menjadi rujukan sehingga dicantumkan 
di bagian penjelasan pada amandemen 
UU-ITE tahun 2016, yaitu Putusan MK No. 
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sebagai 
pencema-

ran nama 
baik, (2) tinda-

kan menyerang 
kehormatan adalah 

juga termasuk ke dalam 
kategori pencemaran nama baik, 

(3) dipublikasikan dan/atau disampaikan 
di muka umum atau dengan maksud 
diketahui oleh umum, dan (4) dilakukan 
secara sengaja;

-	 Ketiga, delik yang ada pasal 27 ayat (3) 
UU-ITE bukanlah delik umum, melainkan 
delik aduan yang harus diadukan oleh 
pihak yang bersangkutan3 (klacht-delict)4  
atau delik aduan absolut;5 

-	 Keempat, subjek hukum yang ada di 
dalam definisi pasal 1 angka 21 UU-ITE 
adalah orang perseorangan (naturlijke 
persoon) dan badan hukum (recht 
persoon). Dengan tidak dimohonkannya 
subjek hukum untuk ditafsirkan secara 
terbatas, maka subjek hukum di dalam 
UU-ITE tetap berlaku sehingga subjek 
hukum yang dilindungi oleh norma 
pencemaran nama baik tidak terbatas 
pada orang perseorangan saja, tetapi 
termasuk badan hukum, yang mana hal 
ini adalah mengalami perluasan makna 
dari norma pada pasal 310-311 KUH 
Pidana;

-	 Kelima: frasa “antargolongan” di dalam 
norma pada pasal 28 ayat (2) UU-ITE 
diartikan secara luas, karena hingga saat 
ini belum ada suatu “frasa” yang dapat 
mencakup objek dari semua golongan, 
sehingga makna antargolongan 
ditafsirkan secara luas.6

Dari sekian banyak permohonan uji materi 
yang dilakukan di Mahkamah Konstitusi, 
hanya terdapat beberapa putusan MK 
yang dimasukkan ke dalam amandemen 
UU-ITE tahun 2016. Hal ini secara eksplisit 
menunjukkan bahwa pembuat undang-
undang juga menyepakati pandangan 
hakim MK, khususnya dalam ruang lingkup 
pencemaran nama baik. Dengan demikian 
maka hakim MK dan pembuat undang-
undang telah memberikan petunjuk bahwa 
penerapan norma pada pasal 27 ayat (3) 
UU-ITE harus ditafsirkan secara sistematis 
atau dikaitkan dengan ketentuan hukum 
positif yang ada. 

Dalam kaitannya jenis delik, ketentuan 
norma yang ada di dalam UU-ITE secara 
eksplisit diatur jenisnya formil dan materil. 
Dikatakan demikian karena terdapat 
ketentuan norma pada pasal 36 UU-ITE 
yang secara tegas menunjukkan delik 
materil. Adapun cakupan norma yang 
bisa diterapkan delik formil (tanpa adanya 
akibat) dan materil (dengan adanya akibat) 
adalah pada pasal 27 sampai dengan 
pasal 34 UU-ITE. Dengan demikian maka 
dalam menerapkan norma larangan pada 
pelanggaran pencemaran nama baik dan 

2Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Mahkamah 
Konstitusi No. 50/PUU-VI/2008 (2008).
3Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Mahkamah 
KonstiNomor 2/PUU-VII/2009 (2009).
4Koesparmono Irsan & Armansyah, Panduan Memahami Hukum 
Pembuktian (Bekasi: Gramata Publishing, 2019). hlm: 145
5Ajeng Gandini Kamilah Anggara, Asep Komaruddin, Supriyadi 
Widodo Eddyono, Erasmus A.T. Napitupulu, Bintang Wicaksono 
Ajie, Menimbang Ulang Pasal 27 Ayat (3) UU-ITE Dalam Putusan 
Pengadilan (Jakarta: Institute for Ciminal Justice Reform, 2016). 
hlm: 26.

6Lihat: bagian pertimbangan hukum putusan Mahkamah 
Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Nomor 76/PUU-
XV/2017 (2017).
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berita bohong bisa diterapkan secara 
formil dan/atau secara materil karena 
normanya termasuk ke dalam cakupan 
pasal 36 UU-ITE.  Sebagai catatan bahwa 
apabila menerapkan norma pada pasal 
36 UU-ITE, atas pelanggaran pencemaran 
nama baik dan/atau berita bohong 
maka ancaman hukumannya lebih berat 
dibandingkan dengan tanpa menerapkan 
norma pada pasal 36 UU-ITE atau tanpa 
adanya akibat kerugian. 

Ketentuan selanjutnya di dalam UU-ITE 
yang memiliki stigma negatif di masyarakat 
adalah ketentuan norma pada pasal 28 
ayat (2) UU-ITE, yaitu tentang informasi 
yang menyebabkan kebencian dan/atau 
permusuhan terhadap suku, agama, ras, 
dan antargolongan (SARA). Ketentuan 
norma pada pasal 28 UU-ITE pada 
prinsipnya adalah norma larangan atas 
penyebaran informasi bohong, sehingga 

dalam membaca rumusan norma pada 
pasal 28 ayat (2) UU-ITE adalah termasuk 
ke dalam keluarga berita bohong. 
Perbedaannya terletak pada subjek yang 
ditujunya, jika pada pasal 28 ayat (1) UU-ITE 
subjek yang ditujukannya adalah individu, 
sedangkan pada pasal 28 ayat (2) UU-ITE 
subjek yang ditujukannya adalah kelompok 
masyarakat, yaitu suku, agama ras, dan 
antargolongan.  
Dalam hal penerapan norma pasal 28 
ayat (2) UU-ITE pada prinsipnya juga sama 
dengan pasal 27 ayat (3) UU-ITE, yaitu 
bisa dijalankan dengan adanya akibat 
(materil), dan/atau tanpa adanya akibat 
(formil) sebagaimana diatur pada pasal 
36 UU-ITE. Dengan adanya ketentuan 
penerapan akan dua kondisi inilah yang 
kemudian pasal 28 ayat (2) UU-ITE juga 
sering kali dipersepsikan membelenggu 
kebebasan berpendapat karena dianggap 
kedudukannya sama dengan norma 
pencemaran nama baik. 

Untuk dapat lebih objektif melihat norma 
pada pencemaran nama baik maka selain 
mencermati rumusan normanya, hal 
lain yang harus diketahui adalah tentang 
pemahaman konsep dan terminologi 
terkait teknologi, informasi dan komuni-
kasi (TIK). Secara konseptual maka di dalam 
TIK terdapat tiga konsep yang berkon-
vergen sehingga membentuk bangunan 
sistem hukum siber atau yang secara 
umum dikenal dengan sebutan UU-ITE. 
Memahami tiga konsep besar di 
bidang TIK bukanlah hal yang 
mudah bagi kalangan 
hukum, sehingga sering 
kali memunculkan 
perbedaan sudut 
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pandang dalam memberikan preskripsi 
dan argumentasi hukum atas suatu peris-
tiwa kongkret terkait UU-ITE khususnya 
tentang pencemaran nama baik dan berita 
bohong. Dengan demikian penjelasan 
akan konsep di bidang TIK menjadi pent-
ing untuk dikuasai bagi para pengemban 
hukum terkait informasi dan transaksi elek-
tronik. Dikatakan demikian karena pembuat 
undang-undang tidak mendefinisikan 
secara rinci terminologi terkait Teknologi 
Informasi dan Komunikasi (TIK). Selain itu, 
untuk dapat melihat secara lebih objektif 
penerapan norma pencemaran nama baik 
dan berita bohong

 di dalam UU-ITE, maka diperlukan juga 
suatu tinjauan empiris melalui putusan 
hakim yang direfleksikan di dalam
putusannya. 

B.	 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah 
disampaikan di bagian sebelumnya, maka 
disusunlah rumusan masalah sebagai 
berikut:

1.	 Terminologi apa saja terkait teknologi 
informasi dan komunikasi yang 
digunakan di dalam penerapan norma 
pada pasal 27 ayat (3) dan norma pada 
pasal 28 ayat (2) UU-ITE?

2.	 Seperti apa pola putusan hakim dalam 
penerapan pasal 27 ayat (3) dan pasal 
28 ayat (2) UU-ITE dalam periode tahun 
2010-2020?

C.	 Metode Penelitian

Upaya menjawab pertanyaan hukum 
tentang bagaimana penerapan terminologi 
di dalam UU-ITE dan terminologi teknologi 
informasi dan komunikasi maka metode 
penelitian doctrinal7 yang digunakan di 
dalam penelitian ini. Putusan pengadilan 
sebagai bukti empiris juga diperlukan 
untuk memperkuat argumentasi atas 
suatu norma hukum. Di dalam penelitian 
ini terdapat sebanyak lima pulih putusan 
pengadilan terkait pasal 27 ayat (3) dan 
pasal 28 ayat (2) UU-ITE  dalam periode 
2010-2020 akan diteliti penggunaan 
terminologinya dan putusannya. 

Dengan menggunakan data empiris berupa 
putusan pengadilan digunakan agar dapat 
memperkuat argumentasi doctrinal yang 
memiliki keterbatasan pada penjelasan 
normatif pada suatu peristiwa hukum.8 
Oleh sebab itu pendekatan yang dilakukan 
di dalam penelitian ini adalah meneliti 
data empiris yang merefleksikan objek dari 
penelitian ini, yaitu terminologi teknologi 
informasi dan komunikasi pada perkara 
pencemarna nama baik dan berita bohong. 

Dalam kaitannya pengumpulan data yang 
dilakukan adalah dengan mengambil 
sample putusan pencemaran nama baik 
dan berita bohong dalam periode tahun 
2010 sampai dengan tahun 2020. Teknik 
pengumpulan data yang dilakukan dalam 
penelitian ini adalah dengan menggunakan 
media internet, yaitu dengan mencari putu-

7Adilah Abd Razak, “Understanding Legal Research,” 
Integration & Dissemination 4, no. March (2009): 19–24. hlm: 
19-20.

8Paul Chynoweth, “Legal Research,” in Advance Research 
Methods in the Build Environment, ed. Andrew Knight & Les 
Ruddock, vol. 4 (West Sissex: Wiley-Blackwell, 2008), 28–37. 
hlm: 28-30.
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san pengadilan yang tersedia di website 
Mahkamah Agung Republik Indonesia, dan 
diperkuat dengan literatur terkait konsep 
pencemaran nama baik dan berita bohong 
terhadap suku, agama, ras, dan antar-
golongan. Data putusan yang telah didapat 
kemudian akan diklasifikasikan berdasar-
kan postur dan struktur putusan sehingga 
dapat disistematisis komponennya untuk 
selanjutnya dianalisis, yaitu: (1) tentang 
terminologi TIK, (2) dakwaan yang digu-
nakan , (3) bukti elektronik yang digunakan, 
(4) ahli yang dihadirkan, (5) tafsir atas 
terminologi terkait informasi dan transaksi 
elektronik serta vonis yang dijatuhkan oleh 
hakim. 

Teknik analisis data yang dilakukan dalam 
penelitian ini adalah dengan bertolak 
dari konsep kunci yang terdapat di dalam 
putusan pasal 27 ayat (3) dan pasal 28 

Teknik 
Pengumpulan

Sumber 
Hukum Rujukan

Daring (internet) dan 
studi kepustakaan

Primer

Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan 
atas Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang 
Informasi dan Transaksi Elektronik

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia:
Putusan Mahkamah Konstitusi No. 50/PUU-VI//2008
Putusan Mahkamah Konstitusi No. 2/PUU-VII/2009
Putusan Mahkamah Konstitusi No. 20/PUU-XIV/2016
Putusan Mahkamah Konstitusi No. 76/PUU-XV/2017

Putusan pengadilan yang tersedia di website Mahkamah 
Agung RI

Sekunder
Literatur hukum, teknologi informasi dan komunikasi 
terkait pencemaran nama baik dan berita bohong di 
ruang siber

Tersier
	- Kamus Hukum
	- Kamus Teknologi Informasi
	- Kamus Telekomunikasi

Tabel 1. 1. Sumber Data Penelitian

ayat (2) UU-ITE yang dikorespondensikan 
dengan hukum dan konsep teknologi 
informasi dan komunikasi. Keterbatasan 
dari penelitian ini adalah tidak mampu 
melihat alasan penjatuhan putusan 
pengadilan pada pasal 27 ayat (3) dan 
pasal 28 ayat (2) UU-ITE dan tidak 
melakukan analisis pada putusan yang 
tidak diunggah di website Mahkamah 
Agung Republik Indonesia. Selain itu 
keterbatasan penelitian ini adalah tidak 
mengetahui secara mendalam alasan dari 
pertimbangan hukum hakim yang menjadi 
dasar penjatuhan vonis, karena fokus 
penelitian yang dilakukan adalah mengkaji 
konsep, terminologi dan melihat pola 
putusan. Hal ini dilakukan untuk menjaga 
objektivitas dan fokus pada objek yang 
diteliti.
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D.	 Tahapan Penelitian

Tahapan penelitian yang dilakukan bisa 
dijelaskan pada ragaan berikut ini.

Ragaan 1. 1. Tahapan Penelitian

Secara umum penelitian yang dilakukan terbagi atas tiga 
bagian besar, yaitu tahap eksplorasi, tahap analisis dan 
tahap korespondensi data. Pendalaman dari penelitian 
ini terdapat pada tahapan ketiga, yaitu pada bagian 
korespondensi data yang didapat dari putusan pengadilan 
yang dijadikan acuan untuk dibandingkan dengan konsep 
yang ada di dalam undang-undang dan literatur terkait. 
Untuk mempertajam konsep, maka akan dijelaskan 
juga konsep dan terminologi teknologi informasi dan 
komunikasi lainnya yang berkaitan erat dengan objek yang 
diteliti. Dengan demikian maka terminologi yang disajikan 
dan pola putusan yang dijelaskan di dalam penelitian ini 
adalah memang benar-benar menggambarkan apa yang 
direfleksikan dari putusan yang diteliti.

Pengumpulan putusan 
periode tahun 2010-

2020 dari website 
Mahkamah Agung RI

8
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BAB II
Kebebasan Berekspresi 
Dan Batasannya

A.	 Kebebasan Berekspresi

Penggunaannya internet di seluruh dunia 
secara umum terus meningkat. Menurut 
International Telecomunication Union, jumlah 
pengguna internet di seluruh dunia saat 
ini jumlahnya lebih dari 24 miliar.9 Dengan 
terus meningkatnya pengguna internet 
di seluruh dunia maka fasilitas dan fitur 
Internet juga terus dikembangkan sehingga 
penggunaannya dapat membantu segala 
aspek kehidupan manusia, tidak terbatas 
pada komunikasi semata.

Data menunjukkan bahwa dari seluruh 
pengguna internet di dunia, kawasan 
dengan pengguna internetnya paling tinggi 
adalah di Kawasan Asia, yaitu sebesar 51,8 
% yang kemudian diikuti oleh Eropa sebe-
sar 14,8 %. Tingginya pengguna internet di 
Asia boleh jadi disebabkan karena faktor 
populasi. Namun demikian, seiring dengan 
tingginya penggunana Internet, maka peng-
gunaannya juga digunakan untuk mening-

Grafik 2. 1. Data Pengguna Internet 
di Dunia Tahun 202010

9 “World Internet Users Statistics and 2020 World Population 
Stats,” accessed December 18, 2020, https://www.
internetworldstats.com/stats.htm.
10“World Internet Users Statistics and 2020 World Population 
Stats.”

katkan  perekonomian digital dan ekonomi 
kreatif seperti yang dilakukan oleh
Indonesia.

Penggunaan internet di Indonesia, apabila 
mengacu pada data Kementerian Komu-
nikasi dan Informasi (Kemenkominfo) 
menunjukkan bahwa jumlah penggunanya 
sudah mencapai 65 juta orang, dengan 
jumlah 95% penggunaannya untuk jejar-
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ing sosial.12 Membandingkan dengan data 
Asosiasi Penyeleggara Jasa Internet Indo-
nesia (APJII) bulan November 2020, jumlah 
pengguna internet di Indonesia hingga 
kuartal II tahun 2019-2020, naik hingga 
73,7 persen dari populasi atau setara 196,7 
juta pengguna. Jika melihat data statistik 
dari Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah 
populasi masyarakat di Indonesia sebesar 
266,9 juta, maka ada sekitar 25% jumlah 
penduduk Indonesia yang belum menggu-
nakan intenet.13 APJII menjelaskan faktor 
terjadinya peningkatan dalam penggunaan 
internet di Indonesia salah satunya dipicu 
oleh kondisi pandemi Covid-19. Adapun 

penggunaan dari internet itu sendiri lebih 
di dominiasi dengan penggunaan media 
sosial seperti, Facebook, Instagram, Twitter, 
dan Whatsapp.14

Penggunaan media sosial sering kali 
dikaitkan dengan kebebasan berekspresi, 
khususnya kebebasan berinformasi. 
Hak berinformasi diatur dalam Pasal 19 
Undang-Undang No. 12 Tahun 2005 
tentang Pengesahan International 
Convenant on Civil and Political Rights 
(Konvenan Internasional tentang Hak Sipil 
dan Politik) yang mengatur bahwa, setiap 
orang berhak untuk berpendapat tanpa 

11“10 Media Sosial Yang Paling Sering Digunakan Di Indonesia 
| Databoks,” accessed December 18, 2020, https://databoks.
katadata.co.id/datapublish/2020/02/26/10-media-sosial-yang-
paling-sering-digunakan-di-indonesia.
12“Kementerian Komunikasi Dan Informatika,” accessed 
December 18, 2020, https://kominfo.go.id/index.php/content/
detail/3415/Kominfo+:+Pengguna+Internet+di+Indonesia+63
+Juta+Orang/0/berita_satker.

Grafik 2. 2. Pengguna Media sosial di Indonesia 11

13Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, “Buletin 
APJII” (Jakarta, November 2020).
14Desy Setyowati, “Pengguna Internet Indonesia Naik 
Jadi 196,7 Juta, Peluang Bagi Startup - Startup Katadata.
Co.Id,” 2020, https://katadata.co.id/desysetyowati/
digital/5fa911794f3e6/pengguna-internet-indonesia-naik-jadi-
196-7-juta-peluang-bagi-startup.
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campur tangan 
orang lain dan 

setiap orang berhak 
atas kebebasan untuk 

menyampaikan pendapat. 
Kebebasan berinformasi 

termasuk juga di dalamnya 
kebebasan untuk mencari, menerima, dan 
memberikan informasi dan pemikiran 
apapun, terlepas dari pembatasan-
pembatasan secara lisan, tertulis, atau 
dalam bentuk cetakan, karya seni atau 
melalui media lain dengan pilihannya.15

Tentunya hak untuk menggunakan 
ruang kebebasan berekspresi di internet 
bukanlah hak yang absolut, sehingga 
dalam penggunaannya melekat tugas 
dan tanggung jawab serta batasannya. 
Pengaturan tentang pembatasan 
kebebasan pada prinsipnya mengatur agar 
hak individu tidak berbenturan dengan hak 
individu lainnya. Pada kondisi demikian 
aturan hukum dihadirkan oleh negara 
untuk mengontrol ruang kebebasan 
melalui UU-ITE. Dalam konteks kebebasan 
berekspresi di ruang siber, Freedom on the 
net memberikan pandangannya terhadap 
peran pemerintah dan aktor non-negara 
di seluruh dunia dalam hal pembatasan 
kebebasan bereskspresi di ranah internet, 
yaitu:

a.	 Hambatan untuk mengakses;
b.	Batasan pada konten, menganalisis 

peraturan hukum tentang konten; 
penyaringan (filter) teknis dan 
pemblokiran situs web; bentuk 
penyensoran dan penyensoran mandiri 
lainnya; semangat dan keragaman 
lingkungan online; dan penggunaan alat 
digital untuk mobilisasi sipil;

c.	 Pelanggaran hak pengguna, menangani 
perlindungan hukum dan pembatasan 
kebebasan berekpresi; pengawasan 
dan privasi; serta dampak hukum dan 
ekstralegal untuk pidato dan aktivitas 
online, seperti pemenjaraan, pelecehan 
di luar hukum dan serangan fisik, atau 
serangan lainnya.16

Frank La Reu, Pelapor Khusus PBB untuk 
Kebebasan Berpendapat dan Berek-
spresi, berpendapat bahwa internet telah 
menjadi alat yang sangat diperlukan untuk 
mewujudkan berbagai hak asasi manusia, 
memberantas ketidakadilan, dan memper-
cepat pembangunan untuk kemajuan umat 
manusia. Negara harus memastikan bahwa 
akses internet dapat dimiliki oleh siapa 
pun.17 Internet menjadi unik karena sifat 
dari internet itu sendiri, yaitu kecepatan, 
prinsip keterbukaan, dan keterjangkauan-
nya hingga seluruh dunia, dan anonimitas 
relatif. Oleh sebab itu, kompleksitas pener-
apan kebebasan berinformasi muncul 
ketika terdapat ancaman atas informasi 
yang bersinggungan dengan keamanan 
negara dan ketika bersinggungan juga 
dengan hak pribadi orang lain. 

Singgungan antara hak individu dan hak 
negara dalam kebebasan berinformasi 
dikhawatirkan oleh Frank La Reu 
disalahgunakan. sebagaimana terlihat 
dalam laporannya pada Januari 2001 

15kementerian hukum dan HAM, “Undang-Undang Republik 
Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan” 
(2005).
16“Freedom on the Net | Freedom House,” n.d.
17 “G1214710 @ Documents-Dds-Ny.Un.Org,” n.d.
18“G0110501 @ Documents-Dds-Ny.Un.Org,” n.d. 
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yang dikeluarkan melalui Komisi Hak 
Asasi Manusia tentang Hak Sipil dan 
Poltik.18 Akibatnya, sejumlah negara mulai 
menerapkan kebijakan hukum pidana 
bagi warganya atas unggahannya melalui 
internet, salah satunya adalah dengan 
tindak pidana subversi, pemblokiran akun 
internet hingga kriminalisasi. Pada kondisi 
demikian maka memunculkan pertanyaan 
tentang seperti apa batasan yang jelas 
dalam menjaga keseimbangan antara 
kepentingan negara dengan kepentingan 
individu di ruang siber. 

Pengaturan di dalam Pasal 19 Konvenan 
Internasional Hak-hak Sipil dan Politik 
1966 menyebutkan tiga elemen pokok di 
dalam hak berinformasi, yaitu: pertama, 
kebebasan untuk menyatakan pendapat 
tanpa adanya gangguan dari siapa 
pun; kedua, kebebasan untuk mencari 
dan memperoleh informasi; dan ketiga, 
kebebasan untuk meneruskan informasi.19

1.	 Setiap orang berhak untuk berpendapat 
tanpa campur tangan;

2.	 Setiap orang berhak atas kebebasan 
untuk mengungkapkan pendapat; hak 
ini termasuk kebebasan untuk mencari, 
menerima dan memberikan informasi 
dan ide apa pun, tanpa memperhatikan 
medianya, baik secara lisan, tertulis atau 
dalam bentuk cetakan, dalam bentuk 
seni, atau melalui media lainnya, sesuai 
dengan pilihannya. 

3.	Pelaksanaan hak yang diatur dalam 
pasal ini menimbulkan kewajiban dan 
tanggung jawab khusus. Oleh karena itu 
hak tersebut dapat dikenai pembatasan 
tertentu, namun perbatasan tersebut 
hanya diperbolehkan apabila diatur 
menurut hukum dan dibutuhkan untuk 
menghormati hak atau nama baik orang 
lain dan/atau melindungi keamanan 
nasional atau ketertiban umum atau 
kesehatan atau moral masyarakat. 

19Ketentuan Pasal 19 Konvenan Hak Sipil dan Politik ICCPR merumuskan sebagai berikut :
1.	 Setiap orang berhak atas kebebasan untuk mengungkapkan pendapat; hak ini termasuk kebebasan 

untuk mencari, menerima dan memberikan informasi dan ide apapun, tanpa memperhatikan 
medianya, baik secara lisan, tertulis atau dalam bentuk cetakan, dalam bentuk seni, atau melalui 
lainnya, sesuai dengan pilihannya.

2.	 Pelaksanaan hak yang diatur dalam ayat (2) Pasal ini menimbulkan kewajiban dan tanggung jawab 
khusus. Oleh karena itu hak tersebut dapat dikenai pembatasan tertentu, namun pembatasan 
tersebut hanya diperbolehkan apabila diatur menurut hukum dan dibutuhkan untuk : 

(a) Menghormati hak atau nama baik orang lain;
(b) Melindungi keamanan nasional atau ketertiban umum atau Kesehatan atau moral masyarakat. 
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Dalam komentar umum ICCPR juga 
menegaskan bahwa penggunaan internet 
merupakan bagian yang tak terpisahkan 
dari cakupan hak atas kebebasan 
berekspresi20 termasuk bagian di dalamnya 
penyebaran informasi dalam bentuk 
konvensional seperti surat kabar, pamflet, 
poster dan sebagainya.21 Termasuk juga di 
dalamnya bentuk perlindungan pendapat 
yang bersifat opini di bidang politik, sejarah 
moral atau agama.22 Kebebasan dalam 
tataran regional lainnya pengaturan 
tentang kebebasan berekspresi adalah 
Piagam Afrika atau Afrcia Charter on 
Human and People’s Rights. Piagam 
Afrika menunjukkan bahwa masyarakat 
berhak mendapatkan perhatian khusus 
pada pembangunan dan hak sipil dan 
politik. Selain kebebasan dan hak sipil 
juga kebebasan dalam memperjuangkan 
kemerdekaan dan berusaha untuk 
menghilangkan kolonialisme, 
neo-kolonialisme, apartheid, apartheid 
zionisme dan membongkar segala bentuk 
diskriminasi terutama pada ras, kelompok 
etnis, warna kulit, jenis kelamin, opini, 
bahasa, agama atau politik.23

Di negara-negara Eropa instrumen 
regional tentang HAM atau konvensi 
bagi perlindungan HAM dan kebebasan 
fundamental ditandatangani di Roma 
tanggal 14 November 1950 dan berlaku 
pada tanggal 3 September 1958. Standar 

perlindungannya kebebasan berekspresi 
diatur dalam Pasal 10 European 
Convention on Human Rights (ECHR), yaitu: 
pertama, setiap orang memiliki hak untuk 
kebebasan berekspresi. Hak ini termasuk 
kebebasan untuk memiliki pendapat, 
untuk menerima dan menyampaikan 
informasi tanpa campur tangan oleh 
otoritas publik. Kedua, pelaksanaan 
kebebasan berekspresi disertai dengan 
tugas dan tanggungjawabnya, dapat 
dikenakan formalitas, ketentuan, 
pembatasan atau hukuman seperti 
yang ditentukan oleh hukum, menjaga 
demokrasi dalam masyarakat, menjaga 
kepentingan keamanan nasional, termasuk 
di antaranya adalah untuk menjaga (1) 
keamanan teritorial, (2) integritas atau 
keselamatan publik, (3) tindak kejahatan, 
(4) perlindungan bagi kesehatan atau 
moral, (5) perlindungan reputasi atau hak 
orang lain, (6) mencegah pengungkapan 
informasi yang diterima (anonimitas), 
(7) mempertahankan otoritas dan 
ketidakberpihakan.24

Terkait kebebasan berekspresi di wilayah 
Amerika terdapat pengaturannya di dalam 
Declaration of Principle on Freedom of 
Expression, yaitu pada Pasal 1 dan 2 yang 
mengatur bahwa kebebasan berekspresi 
dan manifestasinya merupakan hak 
fundamental yang tidak dapat dicabut dari 
semua individu. Kebebasan berekspresi 

20Human Rights Committee, “General Comment No. 34 Article 
19: Freedom of Opinion and Expression,” vol. 216, 1982.
21nternational Telecommunication Union, Definitions of World 
Telecommunication / ICT Indicators (Geneva, Switzerland: 
ITU, 2010). 
22Political Rights, “International Covenant on Civil and Political 
Rights.,” Annual Review of Population Law, vol. 15, 1988, 
https://doi.org/10.32420/1996.2.45.

23Peoples Rights, “11. African [Banjul] Charter on Human 
and Peoples’ Rights,” Economic, Social, and Cultural 
Rights 58, no. October (2014): 713–19, https://doi.
org/10.9783/9780812205381.713.
24“Instrumen Regional Tentang Hak Asasi Manusia Regional 
Eropa” (1958).
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juga merupakan persyaratan untuk menjaga agar 
iklim demokrasi di masyarakat tetap terjaga dengan 
baik berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 
13 Konvensi Amerika tentang Hak Asasi Manusia 
(HAM).25 Dalam perkembangannya, pembatasan 
kebebasan berekspresi mulai dikembangkan dengan 
sejumlah prinsip hak asasi manusia yang diadopsi 
dari nilai-nilai internasional. Prinsip-prinsip tersebut 
adalah Prinsip Syracuse dan Prinsip Johhanesburg, 
yang memberikan pembatasan hak atas kebebasan 
berpendapat sebagai berikut.26

25Thomaz Rafael Gollop, “AMERICAN CONVENTION ON 
HUMAN RIGHTS ‘PACT OF SAN JOSE, COSTA RICA,’” 1967, 
1–21. 

1)  Setiap orang memiliki hak untuk kebebasan berpikir 
dan berekspresi. Hak ini termasuk untuk mencari, 
menerima, dan memberikan informasi dan ide-ide dari 
segala jenis, terlepas dari perbatasan, baik secara lisan, 
tertulis, cetak, dalam bentuk seni atau melalui media 
lain dari pilihan seseorang;

2)	 Pelaksanaan hak yang diatur dalam paragraf di atas 
tidak akan dikenakan penyensoran sebelumnya, tetapi 
akan dikenakan pembebanan kewajiban berikutnya, 
yang harus secara tegas ditetapkan oleh hukum sejauh 
yang diperlukan untuk memastikan : menghormati hak 
atau reputasi orang lain dan perlindungan keamanan 
nasional, ketertiban umum atau kesehatan masyarakat 
atau moral.

3)	 Hak berekspresi mungkin tidak dibatasi oleh metode 
atau cara tidak langsung, seperti penyalahgunaan 

kontrol pemerintah atau swasta dalam penyebaran 
informasi atau dengan cara lain apapun yang 
cenderung menghambat komunikasi dan sirkulasi 
gagasan dan pendapat;

4)	 Terlepas dari ketentuan-ketentuan ayat 2 diatas, 
hiburan publik dapat tunduk pada hukum untuk 
penyensoran sebelumnya dengan satu-satunya tujuan 
mengatur akses kepada mereka  untuk perlindungan 
moral masa kanak-kanak dan remaja;

Propaganda apa pun untuk peran dan advokasi kebencian 
nasional, ras, atau agama yang merupakan hasutan untuk 
melakukan kekerasan tanpa hukum atau tindakan serupa 
lainnya terhadap seseorang atau sekelompok orang dengan 
alasan apapun termasuk ras, warna kulit, agama, bahasa atau 
asal negara akan dianggap sebagai pelanggaran yang dapat 
dihukum.
26American Association for the International Commission of 
Jurists, “On the Limitation and Derogation Provisions in the 
International Covenant on Civil and Political Rights,” n.d.

Ragaan 2. 1. Batasan Kebebasan Berekspresi 
Berdasarkan Prinsip Sirakusa
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Kebebasan berekspresi di internet memang memiliki sifat yang unik27 
karena bentuk dari internet itu sendiri yang multifaset. Oleh sebab 
itu, untuk dapat melihat pengaturan atas pembatasan kebebasan 
berekspresi di ruang siber bisa merujuk pada beberapa doktrin 
yang dikembangkan oleh para ahli hukum dan HAM yang telah 
dikongkretkan ke dalam Pasal 19 ayat (3) ICCPR. Kemudian Indonesia 
mengadopsinya dengan meratifikasi melalui Undang-Undang No. 
12 Tahun 2005 tentang Hak-hak Sipil dan Politik.  Adapun beberapa 
doktrin HAM yang dikembangkan antara lain:

(1)	The Syracusa Principles on the Limitatition and Derogation Provisions in 
the International Convenant on Civil and Political Rights (1984);

(2)	Rule of law in a state of emergency : the Paris minimum standards 
of human rights norms in a state of emergency (International Law 
Association’s Committee, 1984)

(3)	Johannesburg Principles in National Secuirty, Freedom of Expression 
and Access to Information (November 1996);

(4)	The Camden Principles on Freedom of Expression and Equality (Prinsip-
Prinsip Camden tentang Kebebasan Berekspresi dan Kesetaraan, 2009)

Rincian Prinsip Siracusa terkait pembatasan dan ketentuan hukum 
dalam International Convenant on Civil and Political Rights, bisa dijelaskan 
sebagai berikut (Tabel 2.1).28

27Indriaswati D Saptaningrum and Wahyudi Djafar, “Tata 
Kelola Internet Yang Berbasis Hak : Tata Kelola Internet 
Berbasis Hak :,” 2013.
28Jurists, “On the Limitation and Derogation Provisions in the 
International Covenant on Civil and Political Rights.”
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Prinsip Penjelasan

Prescribe by law a.	 Batasan pelaksanaan hak asasi manusia dibuat dengan ditentukan oleh hukum nasional yang 
berlaku umum;

b.	 Peraturan perundang-undangan yang memberlakukan pembatasan pada pelaksanaan hak 
asasi manusia tidak boleh sewenang-wenang; 

c.	 Aturan hukum yang membatasi pelaksanaan hak asasi manusia harus jelas dan dapat diakses 
oleh semua orang;

d.	 Pengamanan yang memadai dan pemulihan yang efektif harus disediakan oleh hukum terha-
dap penyalahgunaan dalam penerapan pembatasan hak asasi manusia

In a democratic society a.	 Ungkapan dalam masyarakat yang demokratis harus diartikan sebagai memaksakan 
pembatasan lebih lanjut pada klausul pembatasan yang memenuhi syarat;

b.	 Pemberlakuan pembatasan yang sedemikian memenuhi syarat untuk menunjukkan bahwa 
pembatasan tersebut tidak menganggu fungsi demokratis masyarakat;

c.	 Masyarakat yang mengakui dan menghormati hak asasi manusia dalam DUHAM dapat 
memenuhi definisi ini. 

Public order (order public) a.	 Didefinisikan sebagai jumlah atau aturan yang memastikan berfungsinya masyarakat atau 
seperangkat prinsip dasar. Penghormatan terhadap hak asasi manusia adalah bagian dari 
ketertiban umum. 

b.	 Organ negara yang bertanggung jawab atas pemeliharaan ketertiban umum atas kontrol 
dalam menjalankan kekuasaan mereka melalui eksekutif, yudikatif, dan legislatif maupun 
lembaga independen yang kompenten. 

Public health Kesehatan masyarakat dapat digunakan sebagai dasar untuk membatasi hak-hak tertentu untuk 
memungkinkan suatu negara mengambil tindakan yang menangani ancaman serius terhadap 
kesehatan penduduk.

Public morals Negara yang menggunakan moralitas publik sebagai dasar untuk membatasi hak asasi manusia, 
harus menunjukkan bahwa pembatasan tersebut penting untuk menjaga rasa hormat terhadap 
nilai-nilai fundamental komunitas.

National security a.	 Keamanan nasional dapat digunakan untuk membenarkan tindakan yang membatasi hak-hak 
tertentu, jika hak tersebut diambil untuk melindungi keberadaan bangsa atau integritas terito-
rialnya dari kekuatan atau ancaman kekerasan;

b.	 Keamanan nasional tidak dapat digunakan sebagai alasan untuk memberlakukan pembatasan 
untuk mencegah ancaman terhadap keamanan yang bersifat lokal atau relatif. 

c.	 Keamanan nasional tidak dapat digunakan sebagai dalih untuk menerapkan batasan yang 
tidak jelas atau sewenang-wenang dan hanya dapat digunakan jika terdapat perlindungan 
yang memadai dan pemulihan yang efektif terhadap penyalahgunaan;

d.	 Negara dapat bertanggungjawab atas pelanggaran yang membahayakan keamanan nasional, 
dan konsep keamanan nasional tidak boleh dijadikan justifikasi atas tindakan yang ditujukan 
untuk menekan oposisi terhadap pelanggaran tersebut atau melakukan praktik represif terha-
dap penduduknya. 

Public safety Kebutuhan untuk melindungi keselamatan publik dapat membenarkan batasan yang diberikan 
oleh hukum. Hal ini tidak dapat dijadikan sebagai pemaksaan pembatasan yang tidak jelas atau 
sewenang-wenang dan hanya digunakan jika terdapat perlindungan yang memadai dan pemuli-
han yang efektif terhadap penyalahgunaan.

Rights and freedoms 
of others or rights and 
reputations of others

Pembatasan hak asasi manusia yang didasarkan pada reputasi orang lain, tidak boleh digunakan 
untuk melindungi negara dan pejabatnya dari opini atau kritik publik.

Restrictions on public trial. a.	 Kebebasan publik harus dikecualikan dari semua atau sebagian persidangan yang menunjuk-
kan bahwa kepentingan kehidupan pribadi para pihak. 

b.	 Pengecualian sangat diperlukan untuk menghindari kerugian bagi publik atau membahayakan 
moral publik, dan ketertiban umum.

Tabel 2. 1. Prinsip Sirakusa
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Pembatasan internet sangat terbuka 
kemungkinan untuk disalahgunakan. Oleh 
sebab itu untuk dapat menjaga objektivitas 
pembatasan internet maka terdapat 
beberapa doktrin yang bisa digunakan 
sebagai balanced test yaitu three past test 
atau uji kumulatif  melalui:

1.	 Harus adanya aturan hukum 
yang mengatur dengan prinsip 
prediktabilitas dan transparansi;

2.	 Melindungi hak atau reputasi orang 
lain dalam melindungi keamanan 
nasional atau ketertiban umum, 
kesehatan atau moral masyarakat 
(prinsip legitimasi); dan

3.	Harus dapat dibuktikan 
proposionalitas. 

Selain tiga uji kumulatif di atas, undang-
undang yang membatasi hak atas 
kebebasan berekspresi harus diterapkan 
oleh badan yang independen sehingga 
untuk dapat terhindar dari penyalahgunaan 
kekuasaan dalam penerapan hukum.

Dalam konteks Indonesia, pengaturan 
kebebasan berekpresi di ranah internet 
di Indonesia pengaturannya bertolak 
dari Undang-Undang Dasar 1945. Dalam 
amandemen kedua konstitusi diamanatkan 
jaminan perlindungan dalam hal 
kebebasan berekspresi di Indonesia, yaitu: 

Pasal 28 UUD 1945
“Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, 
mengeluarkan pikiran dengan lisan dan 
tulisan dan sebagaimana ditetapkan 
dengan undang-undang.”

Pasal 28 E ayat (3) UUD 1945
“Setiap orang berhak atas kebebasan 
berserikat, berkumpul dan mengeluarkan 
pendapat.”

Pasal 28F UUD 1945
“Setiap orang berhak untuk berkomunikasi 
dan memperoleh informasi untuk 
mengembangkan pribadi dan lingkungan 
sosialnya, serta berhak untuk mencari, 
memperoleh, memiliki, menyimpan, 
mengolah dan menyampaikan informasi 
dengan menggunakan segala jenis 
saluran yang tersedia.”

Pengaturan tentang perlindungan dan 
jaminan akan kebebasan berekspresi juga 
diatur secara lebih kongkret dalam pasal 
23 Undang-undang No. 39 Tahun 1999 
tentang Hak Asasi Manusia, yaitu: 

(1)	 “Setiap orang berhak untuk memilih 
dan mempunyai keyakinan politiknya”

(2)	 “Setiap orang berhak untuk 
mempunyai, mengeluarkan dan 
menyebarluaskan pendapat sesuai 
hati nuraninya, secara lisan dan atau 
tulisan melalui media cetak maupun 
elektronik dengan memperhatikan 
nilai-nilai agama, kesusilaan, 
ketertiban, kepentingan umum, dan 
keutuhan bangsa.29

29Presiden Republik Indonesia, “Undang-Undang No . 39 
Tahun 1999 Tentang : Hak Asasi Manusia,” Undang-Undang 
Republik Indonesia Nomor 39 Thn 1999 Tentang Hak Asasi 
Manusia, no. 39 (1999): 43.
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Berdasarkan ketentuan tentang jaminan 
kebebasan berekspresi dan perlindungan 
HAM yang telah dijelaskan di atas, dan juga 
telah diratifikasinya Konvenan Internasional 
Hak-hak Sipil dan Politik (The International 
Convennat on Civil an Political Rights/ ICCPR), 
maka untuk dapat membatasi kebebasan 
dalam berekspresi diperlukan pembatasan 
yang jelas sebagaimana telah ditentukan di 
dalam uji kumulatif, sehingga pembatasan 
yang dibuat oleh pemerintah tidak 
mencederai hak asasi manusia.

B.	 Peristilahan dan Bentuk 
Informasi Negatif

Terdapat banyak penyebutan atau 
peristilahan tentang informasi negatif yang 
bisa ditemukan, di antaranya adalah: hoax, 
berita bohong, berita satir, disinformasi, 
misinformasi, penistaan dan sebagainya. 
Terminologi atau peristilahan di atas 
apabila dikaitkan dengan peristilahan 
yang terdapat pada pencemaran nama 
baik (defamation) yang tidak terlalu 

30Claire Wardle and Hossein 
Derakhshan, “Information 
Disorder: Toward an 
Interdisciplinary Framework 
for Research and Policy 
Making,” Report to the Council 
of Europe (Strasbourg Cedex, 
2017). hlm: 4-5.
31Derakhshan. hlm: 5.

banyak variasi penyebutannya. Apabila 
dikelompokkan secara umum maka 
keseluruhan bentuk dari terminologi 
yang telah disebutkan adalah menunjuk 
pada informasi negatif. Berdasarkan hasil 
penelitian yang dilakukan oleh Wardle dan 
Derakhshan di Uni Eropa informasi negatif 
disebut dengan sebutan polusi informasi 
(information pollution), di dalamnya 
terdapat tiga klasifikasi yaitu misinformasi, 
disinformasi, dan malinformasi. Dari ketiga 
klasifikasi polusi informasi apabila tersebar 
di masyarakat maka akan menyebabkan 
kekacauan informasi (information disorder). 

1.	 Mis-information adalah informasi 
yang salah dan dibagikan (share) 
tetapi tidak ditujukan untuk melukai/
injuria (harm);

2.	 Dis-information adalah informasi 
yang salah dan dibagikan (share) 
yang ditujukan untuk melukai/injuria 
(harm);

3.	Mal-information adalah informasi 
asli yang dibagikan (share) sehingga 
melukai/injuria (harm).30

Ragaan 2. 2. Information Disorder31

19

LBH Pers



Argumentasi yang disampaikan oleh Wardle dan Derakhshan juga 
secara lengkap dirinci menjadi tujuh jenis kekacauan informasi.

Berdasarkan hasil penelitian Wardle dan 
Derakhshan (2017) akan terlihat secara 
lebih jelas bahwa adanya satu kelompok 
keluarga dari polusi informasi. Pembeda 
dari kekacauan informasi terletak pada 
tujuannya, yaitu untuk melukai (injuria) 
atau ditujukan bukan untuk melukai tetap 
semata-mata terjadi karena kesalahan 
atau ketidaktahuan honest mistake atau 
mistake of fact.32 Dengan adanya dua 
tujuan yang berbeda maka dalam konteks 
hukum, konsep yang harus diperdebatkan 
adalah tentang kesengajaan melakukan 
tindakan penyampaian informasi. Meski 
terkesan sulit untuk membedakan antara 
kesengajaan dengan ketidaktahuan 
secara jelas, akan tetapi hal ini adalah 
titik tumpu pertanggungjawaban hukum, 
sehingga terhindar dari unsur subjektivitas 
penerapan aturan hukum.

Dalam hal penyebaran informasi, selain 
unsur kesengajaan, hal lain yang perlu 
diperhitungkan adalah dampak dari 
tindakan yang dilakukan, yaitu misalnya 
yang menyebabkan viralnya suatu 
informasi sehingga menyebabkan 
dampak kerugian berupa rusaknya 
reputasi, terjadi diskriminasi, kerugian 
keuangan, dan sebagainya. Unsur akibat 
menjadi penting untuk diperhitungkan 
karena unsur akibat inilah yang membuat 
kualifikasi melukai (injuria) menjadi lebih 
terlihat secara kongkret. Dengan demikian 
maka secara konseptual penerapan 
pertanggungjawaban hukum atas 
kekacauan informasi bisa dilihat dari dua 
sudut pandang, yaitu dengan adanya akibat 
(materil) dan tanpa adanya akibat (formil).

Dalam kaitannya terminologi, menurut 
hasil penelitian High Level Group Uni Eropa 
tahun 2018 terminologi berita palsu (fake 
news) adalah terminologi yang kurang 
tepat untuk digunakan karena informasi 
tersebut memiliki dua karakter utama, 
yaitu: (1)  dirancang secara sengaja dan 

32Mistake of fact adalah kesalahan yang diakibatkan karena 
kesalahpahaman tanpa dimaksudkan untuk melakukan tindak 
pidana. Misalnya: Ketika seseorang salah mengambil barang 
yang dikira adalah miliknya, padahal barang tersebut barang 
milik orang lain yang kebetulan sama. Lihat: Bryan A. Garner, 
Black’s Law Dictionary, Ninth Edit (St. Paul. MN: Thomson 
Reuters, 2009). hlm: 1120.
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dipabrikasi untuk melukai publik, dan 
(2) untuk mendapatkan keuntungan 
baik ekonomi maupun politik,33 sehingga 
terminologi yang dianggap lebih 
tepat adalah terminologi disinformasi. 
Perkembangan selanjutnya yaitu dalam 
penelitian tahun 2019 di Uni Eropa 
terminologi kekacauan informasi dicoba 
untuk didekatkan dengan propaganda. 
Namun juga tidak sepenuhnya tepat 
karena penyampaian informasinya harus 
dianalisis dengan konteks, penerima berita 
(audiens), narasi dan format.34 Oleh sebab 
itu apabila mengacu pada hasil penelitian 
yang telah dilakukan di Uni Eropa dalam 
hal penyebutan terminologi memang 
bisa berbeda-beda akan tetapi bisa 
diklasifikasikan karakteristiknya, ditentukan 
maksud dan tujuannya,  dan dilihat secara 
kontekstual. 

Mengaitkan penjelasan di atas dengan 
rumusan norma secara tekstual yang 
ada di dalam hukum positif, maka tidak 
akan ditemukan frasa yang menuliskan 
misinformasi, disinformasi, dan 
malinformasi. Selain itu juga tidak akan 
ditemukan jenis-jenis atau klasifikasi 
kekacauan informasi secara tegas. 
Rumusan teks yang bisa ditemukan di 
dalam hukum positif terhadap informasi 
negatif hanyalah frasa berikut ini, yaitu: (1) 
penghinaan dan/atau pencemaran nama 
baik, dan (2) berita bohong. Oleh sebab itu, 

rumusan norma di dalam undang-undang 
harus dikaitkan dengan konsep yang 
didapat melalui penelitian untuk diketahui 
asal-usul dan rumpun dari konsepnya, 
sehingga pemaknaan frasa atau rumusan 
norma tidak dimaknai secara leterlijke atau 
secara kata per kata pada rumusan norma. 
Hal ini menjadi penting untuk dilakukan 
agar tidak terjebak dalam keterbatasan 
diksi yang tercantum di dalam rumusan 
norma.35

Keterbatasan diksi dalam konteks 
penyampaian informasi tidak hanya 
diingatkan oleh Hakim MK dalam 
putusannya No. 76/PUU-XV/2017. Hal ini 
juga bisa dibuktikan dengan munculnya 
fenomena bahasa baru dalam berinformasi 
di media sosial melalui gambar, yaitu 
pada fenomena emoticon atau emoji dan 
meme, yang keduanya  semiotika untuk 
merefleksikan konten dan konteks.36 
Marcel Danesi (2016) mengatakan bahwa 
fenomena meme adalah grafiti di ruang 
siber.37 Danesi menambahkan bahwa 
alasan kehadiran bahasa gambar karena 
tulisan atau kata-kata tidak sepenuhnya 
mampu menggambarkan perasaan, 
sehingga dalam konteks komunikasi 
muncul bentuk komunikasi berupa gambar. 

33European Comission, “A Multi-Dimensional Approach to 
Disinformation.,” TNS Political & Social European Comission, 
vol. 2 (Brussels, 2018), https://doi.org/10.2759/0156. hlm: 
10-11.
34Judit Bayer et al., “Disinformation and Propaganda – Impact 
on the Functioning of the Rule of Law in the EU and Its 
Member States,” SSRN Electronic Journal (Brussels, 2019). 
hlm: 29-30.

35Salah satu keterbatasan diksi adalah “antargolongan” 
yang dijelaskan di dalam pertimbangan putusan MK bahwa 
ketiadaan peristilahan yang tepat untuk menggambarkan 
kelompok. Lihat: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 
Putusan Nomor 76/PUU-XV/2017.
36Sara Cannizzaro, “Internet Memes as Internet Signs: A 
Semiotic View of Digital Culture,” Sign Systems Studies 
44, no. 4 (2016): 562–586, https://doi.org/10.12697/
SSS.2016.44.4.05. hlm: 567.
37“From Cave Drawings to Emojis: Communication Comes Full 
Circle | Marcel Danesi | TEDxToronto - YouTube,” accessed 
December 24, 2020, https://www.youtube.com/watch?v=0_
QylCztffk.
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Menilik secara lebih mendalam, sebe-
narnya gagasan tentang penyampaian 
perasaan melalui gambar dalam berko-
munikasi dengan menggunakan teknologi 
informasi pertama kali digagas oleh Vladmir 
Nabokov pada tahun 1969 dalam wawan-
caranya dengan New York Times. Namun 
dalam perkembangan secara teknologi 
emoji dikembangkan dan dipopulerkan 
di Jepang sekitar tahun 1990-an seiring 
dengan penggunaan komunikasi “pager” 
oleh perusahaan DoCoMo,38 hingga 
akhirnya emoji marak digunakan dalam 
komunikasi di media sosial secara global.

Meski terkesan sederhana, hal yang 
menjadi masalah dari penggunaan emoji 
dalam berkomuikasi adalah ketika maksud 
dari simbol atau gambar yang diterima 
memiliki arti yang berbeda dengan 
maksud si pengirim, karena sering kali 

Ragaan 2. 3. Emoji  DoCoMo

terjadi kekeliruan.39 Kekeliruan makna 
dari emoji memang tidak bisa dihindari 
karena emoji dan meme adalah bentuk 
komunikasi media sosial modern yang 
penggunaannya lebih banyak dilakukan 
oleh kaum milenial, sehingga tidak umum 
digunakan oleh generasi lainnya. Pada 
kondisi inilah pemahaman bahasa gambar 
terbuka kemungkinan terjadi kesalahan 
makna. Celakanya, berdasarkan data yang 
didapat dari mesin pencarian, emoji yang 
dikembangkan oleh Jeremy Burge (2013) 
hingga saat ini tercatat lebih dari 3.300 
karakter emoji yang terditeksi dari berbagai 
platform.40

38John Brownlee, “The Real Story of Who Invented Emoji (Hint: 
They’re Ancient) | by John Brownlee | Magenta,” 2018, https://
magenta.as/the-real-story-of-who-invented-emoji-hint-theyre-
ancient-136bed3c06d9.

39Luke Stark and Kate Crawford, “The Conservatism of Emoji: 
Work, Affect, and Communication,” Social Media and Society 
1, no. 2 (2015). hlm: 3.
40 “    Emojipedia FAQ,” accessed December 26, 2020, https://
emojipedia.org/faq/.
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Data di atas menunjukkan tingginya penggunaan 
emoji yang tidak diimbangi dengan pengetahuan 
yang sama dan arti yang sama dari emoji 
itu sendiri. Oleh sebab itu, menjadi penting 
memahami kamus emoji agar terhindar dari 
kesalahpahaman arti dari gambar emoji. 
Kesalahpahaman arti emoji atau meme secara 
yuridis tentunya berpotensi untuk terjadi 
masalah hukum terkait pencemaran nama baik 
dan/atau berita bohong. Oleh sebab itu, aspek 
bahasa gambar menjadi salah satu isu baru 
dalam mengatur hak berinformasi.

Ragaan 2. 4. Penggunaan Emoji 1995-202141

41Katharina Buchholz, “• Chart: In 2021, Global 
Emoji Count Will Grow to 3,353 | Statista,” 2020, 
https://www.statista.com/chart/17275/number-
of-emojis-from-1995-bis-2019/.
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C.	 Hak atas Reputasi sebagai 
Penghormatan atas Nama 
Baik

Secara tertulis pengaturan tentang 
pencemaran nama baik bisa ditemukan 
pertama kali pada tahun 1275 di Inggris 
dalam “De Scandalis Magnatum” yaitu 
larangan penyebaran informasi terkait 
pencemaran nama baik (defamation) yang 
ditujukan untuk melindungi kehormatan 
raja, pejabat kerajaan dan para hakim.42 
Bahkan larangan melakukan pencemaran 
nama baik terhadap raja juga berlaku 
bagi orang yang menyampaikan fakta 
kebenaran.43 Selain di Inggris tindakan 
pencemaran nama baik juga dikenal di 
Amerika Serikat pada tahun 1804 yang 
disebut dengan sebutan fitnah (libel) 
dan slender.44 Libel adalah tindakan 
pencemaran nama baik dalam bentuk 
tulisan (written) sedangkan slender adalah 
tindakan pencemaran nama baik dalam 
bentuk ucapan (oral).45 Setelah Inggris dan 
Amerika mengatur tentang pencemaran 
nama baik (defamation) kemudian berbagai 
negara mengaturnya dan memasukkannya 
ke dalam KUH Pidana-nya sejak abad ke-18 
termasuk negara-negara di Eropa sebagai 
penganut sistem hukum civil law.46

Terminologi defamation yang diadopsi oleh 
Eropa bertolak dari konsep libellus famosus 
yang diambil dari bahasa Latin dari kata 
libellus yang dipersamakan dengan Oratio 
Principis, yaitu cakupan dari pencemaran 
nama baik dengan cakupannya adalah 
pada macam bentuk tulisan dan yang 
dipertontonkan atau diperlihatkan kepada 
banyak orang.47 Di Indonesia sebagai 
penganut sistem hukum yang diadopsi dari 
hukum belanda penyebutan pencemaran 
nama baik adalah perlindungan atas 
kehormatan atau dalam bahasa Belanda 

“eer”. Kemudian dalam terjemahan Wetboek 
van Straafrecht WvS atau yang dikenal 
dengan Kitab Undang-Undang Hukum 
Pidana (KUH Pidana) disebut dengan istilah 

“pencemaran nama baik”. Dalam berbagai 
literatur, pencemaran nama baik tergolong 
ke dalam keluarga fitnah atau kebohongan 
yang ditujukannya dapat terbagi kepada 
tiga subjek hukum, yaitu terhadap subjek 
hukum orang perseorangan (naturlijke 
persoon), kelompok tertentu, dan badan 
hukum (rechtpersoon) termasuk pemerintah.

Leden Marpaung (2010) membagi 
tindakan yang termasuk ke dalam kategori 
pencemaran nama baik menjadi delapan 
tindakan, yaitu: (1) menista, (2) menista 
secara tertulis, (3) fitnah, (4) penghinaan 
ringan, (5) penghinaan penistaan, (6) 

42Kevin Martin, “Defamation Defined,” Chicago-Kent Law 
Review 43, no. 1 (1966). hlm:3.
43“In England ‘De Scandalis Magnatum’ Prohibits the 
Distribution of Negative Information about the Government : 
History of Information,” accessed December 13, 2020, https://
www.historyofinformation.com/detail.php?id=255.
44Radford University, “A Short History of Libel | 
Communication Law and Ethics,” accessed December 5, 
2020, https://revolutionsincommunication.com/law/libel/
libel3-history/.
45“What Are Types of Defamation? How Are Libel and Slander 
Different? | Nolo,” accessed December 13, 2020, https://www.

nolo.com/legal-encyclopedia/libel-vs-slander-different-types-
defamation.html.
46James L. Turk, “Making It Illegal Will Not Stop the Spread of 
Misinformation | Centre for Free Expression,” 2020, https://
cfe.ryerson.ca/blog/2020/05/making-it-illegal-will-not-stop-
spread-misinformation.
47“A Dictionary of Greek and Roman Antiquities (1890), 
LIBELLUS,” accessed December 13, 2020, https://www.
perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Perseus:text:1999.04.006
3:entry=libellus-cn.
48Leden Marpaung, Tindak Pidana Terhadap Kehormatan 
(Jakarta: Sinar Grafika, 2010). hlm: 8.
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pemberitahuan fitnah, (7) persangkaan 
palsu, dan (8) penistaan terhadap orang 
meninggal.48 Apabila melihat dalam 
perspektif sejarah maka pada prinsipnya 
konsep tentang pencemaran nama baik 
bisa dipersamakan dengan berita bohong 
atau disinformasi yang sudah dikenal 
sejak tahun 1798.49 Hanya saja pada 
disinformasi penyebarannya ditujukan 
kepada khalayak ramai atau kepentingan 
umum.  Secara historis juga menunjukkan 
bahwa penyebaran informasi negatif 
seperti kebohongan dan fitnah memiliki 
dampak tidak saja terhadap individu, tetapi 
dapat berdampak pada masyarakat luas, 
sehingga tidak mengherankan jika berita 
bohong bisa ditujukan kepada subjek 
hukum selain orang perseorangan. 

Untuk dapat mengkonstruksikan konsep 
pencemaran nama baik yang didapat 
dari berbagai literatur terdapat beberapa 
prinsip umum yang bisa dijelaskan, yaitu: 
(1) bentuk tulisan maupun ucapan bisa 
dilakukan dalam berbagai media elektronik 
maupun non-elektronik,50 (2) ketersebaran 
informasi yang disampaikan dilakukan 
di tempat yang dapat dilihat oleh publik 
atau orang banyak, (3) isi informasi yang 
disampaikan termasuk penghinaan 
termasuk penghinaan terhadap agama 
(blasphemy atau blasphemous libel).51 (4) 

berbicara 
secara 
vulgar,52 
(5) ditujukan 
kepada 
seseorang, 
termasuk orang yang 
sudah meninggal.53 (5) bisa 
juga ditujukan pada suatu profesi 
tertentu, bisa juga ditujukan kepemilikan 
(property)54 atau disparagement of 
property,55 (6) rusaknya reputasi pihak yang 
dicemarkan nama baiknya.56 Dari prinsip 
umum disebutkan di atas terlihat bahwa 
konsep dasarnya adalah kebohongan 
atau berita bohong, yang kemudian dalam 
perkembangannya defamation atau berita 
bohong terbagi menjadi tiga kelompok, 
yaitu: (1) kepada orang perseorangan 
(individu) dengan bentuk pencemaran 
nama baik, (2) kepada kelompok (non 
badan hukum) dengan bentuknya seperti 
ujaran kebencian dan penistaan agama, 
dan (3) terhadap badan hukum dengan 
bentuk pencemaran nama baik seperti 
pada orang perseorangan. 

Dalam kaitannya putusan kasus 
pencemaran nama baik memang kerap kali 
menuai perdebatan karena di dalamnya 
terdapat sifat subjektivitas dari pelapor. 
Sifat subjektivitas ini tidak hanya terjadi di 

49B Pratama, D Mutiara, and M Broto, “Legal Perspective 
of the Internet Hoax,” WOMELA-GG EAI, 2019, https://doi.
org/10.4108/eai.26-1-2019.2283207. hlm: 3.
50Brette Sember, “Differences Between Defamation, 
Slander, and Libel | Legalzoom.Com,” September 4, 2020, 
https://www.legalzoom.com/articles/differences-between-
defamation-slander-and-libel.
51Roy L. Moore and Michael D. Murray, Media Law and Ethics: 
Third Edition, Media Law and Ethics: Third Edition (New York, 
USA: Tayloy & Francis Group, 2007). hlm: 397.
52Rashmi Senthilkumar, “Defamation Law in India,” accessed 
December 13, 2020, http://www.legalserviceindia.com/legal/

article-2224-defamation-law-in-india.html.
53H. Gerald Chapin, Handbook of The Law of Torts (St. Paul. 
MN: West Publishing, 1917). hlm: 163.
54“Defamation of Property: Slander of Title under Ohio Law    | 
Strauss Troy Co., LPA,” accessed December 13, 2020, https://
www.strausstroy.com/articles/defamation-of-property-
slander-of-title-under-ohio-law/.
55Harry Hibschman, “Defamation or Disparagement,” 
Minnesota Law Review 1438 (1940). hlm: 628.
56Jeremiah Smith, “Disparagement of Property,” Columbia Law 
Review 13, no. 1 (1913). hlm: 15.
57Murray, Media Law and Ethics: Third Edition. hlm: 391.
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Indonesia, tetapi juga terjadi di Amerika 
Serikat, karena yang dianggap banyaknya 
opini hakim dalam memaknai pencemaran 
nama baik.57 Kondisi yang dialami di 
Indonesia tentang norma pencemaran 
nama baik yang menuai banyak 
perdebatan adalah hal yang juga terjadi di 
negara maju seperti Amerika Serikat. Untuk 
dapat menghindari sifat subjektivitas dari 
penerapan norma pencemaran nama baik, 
maka tentunya diperlukan suatu parameter 
yang bisa diukur, di antaranya: (1) ditujukan 
pada subjek hukum, (2) menyerang 
kehormatan, (3) berisikan kebohongan atau 
fitnah, (4) dilakukan di muka umum atau 
dipublikasikan dalam bentuk apa pun lisan 
maupun tulisan, (5) sarana yang dilakukan 
bisa elektronik maupun non-elektronik). 

Mengaitkan penjelasan di atas dengan 
ketentuan normatif di pasal 27 ayat (3) 
UU-ITE, maka subjek hukum selain orang 
perseorangan secara konseptual dapat 
dijadikan sebagai pihak yang menjadi 
korban pencemaran nama baik. Hal ini 
juga terlihat dari adanya penetapan subjek 
hukum yang tercantum di dalam pasal 1 
ayat (27) UU-ITE, yaitu orang perseorangan 
(naturlijke persoon) dan/atau badan hukum 
(rechtpersoon).58 Dengan adanya ketentuan 
tentang subjek hukum di dalam UU-ITE, 
maka secara eksplisit memiliki konsekuensi 
hukum yang menunjukkan bahwa 
pengaturan dari pencemaran nama baik 
sebagaimana diatur di dalam pasal 310-311 
KUH Pidana telah mengalami perluasan 
makna terhadap subjek hukum. 
Selanjutnya di dalam pengaturan 

defamation yang ditujukan terhadap 
kelompok, apabila dikorespondensikan 
dengan ketentuan normatif, maka 
ketentuannya bisa ditemukan pada 
rumusan norma pasal 28 ayat (2) UU-ITE. 
Rumusan norma yang diatur di dalam pasal 
28 ayat (2) UU-ITE secara jelas mengacu 
pada kelompok yang ditunjuk, yaitu: suku, 
agama, ras, dan antargolongan. Hanya 
saja dalam frasa “berita bohong” atau 
menyerang kehormatan (pencemaran 
nama baik) tidak tertulis secara tekstual 
di dalam undang-undang, sehingga 
dalam memaknai pasal 28 ayat (2) adalah 
mengartikan penyebaran informasi 
yang menyebabkan kebencian dan/atau 
permusuhan adalah bentuk yang lebih 
kongkret dari berita bohong.  Alasannya 
karena tidak mungkin ada informasi yang 
benar atau informasi positif yang dapat 
menyebabkan rasa kebencian dan/atau 
permusuhan.

Selanjutnya adalah dalam memaknai 
“antargolongan” di dalam rumusan norma 
pasal 28 ayat (2) UU-ITE yang  telah 
diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi 
bahwa istilah “antargolongan” tidak hanya 
meliputi suku, agama, dan ras, melainkan 
meliputi lebih jauh dari itu, yaitu: entitas 
yang tidak terwakili atau terwadahi oleh 
istilah suku, agama dan ras.59 Hakim 
MK juga berpendapat bahwa frasa 

“antargolongan” adalah masalah ketiadaan 
kosakata yang dapat mewakili, sehingga 
meski terkesan tumpang-tindih, akan tetapi 
tidak mengurangi maksud dan makna dari 
antargolongan. Hal ini menunjukkan bahwa 
dalam diksi bahasa Indonesia terdapat 
keterbatasan untuk dapat menggolongkan 58Bandingkan dengan pasal 1 angka 21 UU-ITE.

59Lihat: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan 
Nomor 76/PUU-XV/2017.

26



kelompok tertentu menjadi satu kata, 
sehingga makna antargolongan yang 
diperluas oleh hakim MK menjadi lebih 
beralasan.

Apabila melihat secara lebih seksama 
tentang konsep pencemaran nama baik 
secara umum di dalamnya terdapat dua 
konsep yang saling bertegangan atau 
yang berhadap-hadapan. Konsep yang 
berhadap-hadapan adalah kebebasan 
berpendapat dengan konsep perlindungan 
atas reputasi dan privasi seseorang. Pada 
saat kedua konsep tersebut berbenturan, 
maka benturan antar dua konsep inilah 
yang secara umum dikenal dengan sebutan 
pencemaran nama baik.

Dalam ragaan di atas terlihat bahwa 
benturan konsep atas suatu pencemaran 
nama baik tidak hanya dilakukan oleh 
orang perseorangan tetapi dimungkinkan 
juga dilakukan oleh profesi pers sebagai 
pihak yang memberitakan informasi 
kepada masyarakat. Hanya saja dalam 
menjalankan profesinya pihak pers 

Ragaan 2.5. Benturan Konsep dalam Pencemaran Nama Baik

mendapat beberapa hak privilege yang 
dijamin di dalam undang-undang pers. 
Apabila secara historis ketentuan 
tentang pencemaran nama baik di 
Indonesia dibandikan konsepnya 
dengan pencemaran nama baik yang 
terjadi di Amerika Serikat dan Inggris 
akan terlihat bahwa kasus pencemaran 
nama baik sudah ditemukan sejak abad 
ke-12. Sedangkan di Indonesia, kasus 
pencemaran nama baik yang tertua 
berdasarkan penelusuran literatur 
kepustakaan yang pertama kali terjadi 
adalah pada tahun 1957, yaitu pada 
kasus Nadi melawan Mohamad Sjukur 
sebagaimana tercantum di dalam putusan 
Mahkamah Agung No. 37 K/Kr/1957. 
Dengan demikian secara logis tergambar 
bahwa putusan dan yurisprudensi tentang 
pencemaran nama baik di Amerika dan 
Inggris  sudah sangat matang, sehingga 
prinsip-prinsip umumnya dapat dijadikan 
rujukan dalam melihat konsep pencemaran 
nama baik di Indonesia. 
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Ashley Packard (2010) menggambarkan 
bahwa penerapan aturan tentang 
pencemaran nama baik di Amerika Serikat 
terdapat beberapa pengecualian yang 
seharusnya bisa dirujuk untuk dijadikan 
batasan dalam menerapkan norma 
pencemaran nama baik. Kemudian secara 
lebih lanjut dikatakan oleh Sallie Spilsbury 
(2000) untuk dapat melihat secara lebih 
mendalam tentang apa yang dicemarkan 
dari suatu tindakan pencemaran nama 
baik adalah (1) akibat yang mempengaruhi 
kredit keuangan (creditworthiness), dan (2) 
reputasi profesional yang mempengaruhi 
karakter personal selain dari rusaknya 
reputasi personal pada umumnya.61 
Mengacu pada pandangan Spilsbury, 
maka untuk dapat membebankan 
pertanggungjawaban hukum secara materil 
dari pelanggaran pencemaran nama baik 
harus dapat terlihat secara common sense 

akibatnya sehingga tidak hanya menjadi 
klaim subjektif dari pihak yang melaporkan 
perkara pencemaran nama baik. Apabila 
klaim kerugian dapat dibuktikan, maka 
secara otomatis akan lebih objektif. 
Dalam kaitannya penyebaran informasi, 
Josua Sitompul berpandangan bahwa 
ketersebaran menjadi salah satu hal yang 
esensial dari perbuatan pencemaran nama 
baik,62 sehingga pengiriman informasi yang 
tidak dapat dilihat oleh orang banyak maka 
tidaklah memenuhi kualifikasi pencemaran 
nama baik. Apabila ketersebaran informasi 
dikaitkan dengan norma pada pasal 310 
KUH Pidana maka padanannya adalah “di 
muka umum”. Oleh sebab itu untuk dapat 
membuktikan unsur ketersebaran atau 
pendistribusian maka ruang, tempat dan 
waktu harus dibuktikan secara cermat63 
sebagai salah satu beban pembuktian yang 
harus dipenuhi. 

Ragaan 2. 6. Pencemaran Nama Baik: 
Elemen, Larangan dan Pengecualian60

60Lihat: Ashley Packard, Digital Media Law, Wiley-Blackwell 
(Sussex, United Kingdom, 2010).
61Sallie Spilsbury, Media Law, Media Law (London, United 
Kingdom: Cavendish Publishing Limited, 2000), https://doi.
org/10.4135/9781446212592. hlm: 62-63.
62Josua Sitompul, Cyberspace Cybercrimes Cyber Law 

(Tangerang Selatan: Tatanusa, 2012). hlm: 182-184.
63Dudu Duswara Machmudin and Bambang Pratama, “Some 
of Indonesian Cyber Law Problems,” J. Phys.: Conf. Ser 801 
(2017), http://iopscience.iop.org/1742-6596/801/1/012089. 
hlm: 3-4.
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64Eugene Volokh, “Opinion | Fake News and the Law, 
from 1798 to Now - The Washington Post,” 2016, https://
www.washingtonpost.com/news/volokh-conspiracy/
wp/2016/12/09/fake-news-and-the-law-from-1798-to-now/.
65Lihat: Justin Pollard, Secret Britain: The Hidden Bits of Our 
History (London, United Kingdom: John Murray Publisher, 
2009).

66HB Dunn and CA Allen, “Rumors, Urban Legends and 
Internet Hoaxes,” Proceedings of the Annual Meeting of The 
Association of Collegiate Marketing Educators, 2005, 85–91, 
http://pascalfroissart.online.fr/3-cache/2005-dunn-allen.pdf. 
hlm: 88.
67“Number of Internet Users (2016) - Internet Live Stats,” 
accessed December 18, 2020, https://www.internetlivestats.
com/internet-users/.

D.	 Berita Bohong terkait SARA

Dalam perspektif yuridis historis penga-
turan hoax pertama kali bisa ditemu-
kan di Amerika Serikat pada tahun 1798 
dalam Sedition Act, yang mana lahir pasca 
Amandemen pertama konstitusi Amerika 
Serikat. Secara umum pengaturan yang 
ada di dalam Sedition Act adalah untuk 
melindungi kepentingan pemerintah agar 
tidak dapat dituntut oleh warga nega-
ranya jika mengeluarkan berita bohong 
(fake news). Alasan dibuatnya hak imunitas 
bagi pemerintah adalah demi melindungi 
kepentingan umum, sehingga pada kondisi 
tertentu pemerintah dimungkinkan untuk 
mengeluarkan berita bohong.64 Sedang-
kan untuk melihat kasus hoax pertama 
kali adalah terjadi di Inggris pada kasus 
penipuan di bursa saham pada tahun 
1814. Munculnya hoax pada waktu itu di 
Inggris ditenggarai oleh peperangan antara 
Inggris dengan Perancis yang dipimpin 
oleh Napoleon Bonaparte. Pada waktu 
terjadinya peperangan beredar hoax yang 
mengabarkan bahwa Napoleon Bonaparte 
terbunuh dan kemudian berita itu bere-
dar secara luas di Inggris sehingga seolah-
olah Inggris memenangkan perang mela-
wan Perancis. Akibatnya terjadi lonjakan 
kenaikan harga saham milik pemerintah 
Inggris di bursa saham Inggris keesokan 
harinya. Tetapi di sore harinya diketahui 
bahwa berita tentang kematian Napoleon 

adalah berita bohong. Dengan terjadinya 
berita bohong tentang kematian Napoleon 
diketahui bahwa Andrew Cochrane-John-
stone bersama dengan spekulan saham 
Lord Cochrane mendapat keuntungan 
yang besar dari kenaikan harga saham 
pemerintah Inggris sebesar 1 juta Ponster-
ling.65 Hal yang menarik dari berita bohong 
yang terjadi di Inggris ini memunculkan 
suatu pandangan bahwa dengan terjad-
inya Stock Exchange Fraud 1814 di Inggris, 
adalah munculnya unsur baru yang bisa 
digunakan dalam hasus hoax, yaitu adanya 
pihak yang mendapat keuntungan dari 
hoax. Dengan adanya keuntungan yang 
didapat oleh pihak tertentu, maka salah 
satu bentuk akibat dari berita bohong tidak 
melulu kebencian dan/atau permusuhan, 
tetapi juga keuntungan yang didapat bagi 
pihak yang menyebarkan hoax. 

Dalam kaitannya hoax terkait penggu-
naan teknologi informasi dan komunikasi, 
pertama kali terjadi adalah pada tahun 
1988 dengan munculnya virus komputer.66  
Namun dalam perkembangannya hoax 
yang beredar saat ini bukanlah hoax 
berbentuk virus komputer tetapi informasi 
yang menyesatkan. Dengan perkemban-
gan penggunaan internet yang lebih dari 
4.7 milyar pengguna saat ini67 maka seba-
ran hoax jumlahnya juga ikut meningkat. 
Secara umum, metode sirkulasi informasi 
hoax yang beredar di internet dilakukan 
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dengan dua model, yaitu dengan menerus-
kan email kepada orang lain dengan topik 
tertentu, dan buletin elektronik.68 

Apabila ditinjau secara konseptual tentang 
jenis dari hoax, maka akan dapat dibagi 
menjadi beberapa jenis, yaitu: 1) kesalahan 
yang tidak disengaja (honest mistake), 
2) kabar burung, 3) konspirasi teori, 4) 
berita satir, 5) kesalahan pernyataan dari 
politisi, dan 6) laporan yang salah atau 
menyesatkan.69 Dengan adanya pembagian 
jenis hoax maka secara prinsip umum hoax 
termasuk ke dalam keluarga berita bohong 
seperti defamation. 

Dalam hal dampak dari sebaran hoax yang 
sifatnya merugikan hingga menghilangkan 
nyawa telah diantisipasi di dalam KUH 
Pidana Amerika Serikat dengan ancaman 

hukuman kurungan dan/atau ganti rugi.70 
Hal menarik dari pengaturan Hoax di 
Amerika Serikat adalah diatur secara 
lebih rinci tentang kerugian dari berita 
bohong, sehingga apabila suatu hoax 
menyebabkan orang lain kehilangan nyawa, 
maka hukumannya menjadi lebih berat. Hal 
yang menarik lainnya dari undang-undang 
di Amerika serikat terkait penyebaran 
informasi secara elektronik pertama kali 
diatur di dalam Undang-undang Atomic 
Energy Act of 1954, yang mana undang-
undang tersebut adalah umbrella law dari 
hukum siber di Amerika Serikat yang sudah 
sejak lama mengatur penyebaran berita 
bohong dalam bentuk elektronik.

Salah satu ahli hukum di Amerika Serikat, 
Hakim Agung Oliver Wendell Holmes 
berpendapat bahwa free speech dalam 
bentuk elektronik pertama kali muncul 
pada tahun 1919 terhadap arus informasi 
di radio dan media massa. Menurut 
Levine, observasi yang dilakukan oleh 
Holmes merupakan cikal bakal dari 
sebaran informasi kepada masyarakat, 
yang kemudian aturan tentang informasi 
negatif (misleading information) diatur 
pertama kali pada tahun 1912 di Amerika 
Serikat dengan dikeluarkannya undang-
undang tentang radio untuk mengatur 
sebaran informasi melalui radio.71 Akan 
tetapi secara konten informasi yang 
disampaikan, hukum Amerika Serikat telah 
menentukan jenis informasinya, yang 
mana sebagai bentuk dari perlindungan 

68“Internet Hoaxes: Public Regulation and Private Remedies,” 
accessed December 18, 2020, https://dash.harvard.edu/
bitstream/handle/1/8965617/Daly,_Karen.html?sequence=2.
69Hunt Allcott and Matthew Gentzkow, “Social Media and Fake 
News in the 2016 Election,” Journal of Economic Perspectives 
31, no. 2 (May 1, 2017): 211–36, https://doi.org/10.1257/
jep.31.2.211.

70Lihat: “18 U.S. Code § 1038 - False Information and Hoaxes 
| U.S. Code | US Law | LII / Legal Information Institute,” 
accessed December 18, 2020, https://www.law.cornell.edu/
uscode/text/18/1038.
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atas amandemen konstitusi pertama 
Amerika Serikat pada tahun 1791 tentang 
free speech. Amandemen pertama 
konstitusi Amerika Serikat bertujuan untuk 
melindungi hak berekspresi, hak berpolitik 
dan hak-hak pers sebagai salah satu pilar 
demokrasi. Selain dari aspek fundamental 
hak asasi manusia aspek informasi yang 
bersifat komersial (commercial speech) 
juga diatur oleh hukum Amerika.72 Artinya, 
pengaturan tentang hak-hak berpendapat 
di dalam hukum Amerika Serikat tidak 
hanya menyangkut aspek politik, sosial, 
dan budaya semata, tetapi juga aspek 
ekonomi. Oleh sebab itu, pengaturan 
tentang penyebaran informasi harus 
dilihat sebagai bagian integral dari hak 
berinformasi. Dalam konteks Indonesia, 
kebebasan berpendapat diatur dalam 
pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 yang 
rumusannya sebagai berikut: 

”Kemerdekaan berserikat dan 
berkumpul, mengeluarkan pikiran 
dengan lisan dan tulisan dan 
sebagainya ditetapkan dengan 
undang-undang”.

Mengacu pada ketentuan di dalam 
konstitusi, maka hak untuk berpendapat 
yang diatur di Indonesia merupakan 
hak yang ditetapkan oleh undang-
undang. Ini berarti tanpa adanya aturan 
yang menetapkannya maka negara bisa 
melarang suatu bentuk hak berpendapat, 

kecuali dilakukan dengan cara-cara 
yang telah lebih dahulu ditetapkan 
undang-undang. Selanjutnya tentang 
hak berinformasi diatur pada pasal 28F 
Undang-Undang Dasar 1945 dengan 
rumusannya sebagai berikut:

”setiap orang berhak untuk 
berkomunikasi dan memperoleh 
informasi untuk mengembangkan 
pribadi dan lingkungan sosialnya, 
serta berhak untuk mencari, 
memperoleh, memiliki, menyimpan, 
mengolah dan menyampaikan 
informasi dengan menggunakan 
segala jenis saluran yang tersedia.”

Berdasarkan rumusan pasal di atas, 
maka terlihat bahwa hak berkomunikasi 
merupakan bagian dari hak individu 
setiap warga negara Indonesia untuk 
memanfaatkan saran informasi dalam 
rangka mengembangkan diri. Tetapi 
sekali lagi disampaikan bahwa cara-cara 
berinformasi tetap mengacu pada pasal 
28 yaitu dengan cara-cara yang ditetapkan 
oleh undang-undang. 

Bagian yang paling fundamental di dalam 
hak berinformasi adalah isi dari informasi 
yang digunakan untuk berinformasi, 
sehingga kajian tentang isi dari informasi 
haruslah dikaitkan dengan bidang 
ilmu kekhususannya, yaitu bidang ilmu 
komunikasi yang di dalamnya di antaranya 
mempelajari tentang sebaran dan 

72Jacqueline K. Hall, “UNITED STATES V. SCHIFF: COMMERCIAL 
SPEECH REGULATION OR FREE SPEECH INFRINGEMENT? 
Jacqueline,” Seton Hall Law Review 36, no. 551 (2019). hlm: 
557.

71Justin Levine, “A History and Analysis of the Federal 
Communications Commission’s Response to Radio Broadcast 
Hoaxes,” Federal Communications Law Journal 52, no. 2 
(2000): 273–320. hlm: 274-276
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efektivitas penyebaran informasi.73 Dengan 
munculnya media baru dengan nama 
internet maka cara-cara berkomunikasi 
telah berubah. Bentuk komunikasi 
elektronik di ruang siber dalam perspektif 
komunikasi bisa dikaitkan dengan konsep 
hukum, yaitu dengan diketahuinya ruang 
publik dan ruang privat dalam suatu 
komunikasi.74 Dengan adanya pembagian 
ruang dalam komunikasi, khususnya ruang 
publik maka dalam perspektif hukum 
bisa dikaitkan dengan terminologi ’di 
muka umum’,75  yang mana bentuknya 
adalah publik. Penajaman konsep menjadi 
penting untuk diketahui karena dapat 
berimplikasi pada pertanggungjawaban 
hukum. Salah satu contoh komunikasi 
privat adalah ketika seseorang pengiriman 
pesan melalui surat elektronik (surel) atau 
email. Pengiriman email adalah bentuk 
komunikasi privat, sehingga dalam hal 
pengiriman email tidak tetap apabila 

dimintakan pertanggungjawaban hukum 
pencemaran nama baik, karena tidak 
terlihat adanya sebaran informasi kecuali 
yang diterima dari pihak pengirim.  

Dalam kaitannya informasi yang disam-
paikan oleh insan pers sebagai subjek 
hukum penyedia informasi dan berita, 
pengaturannya memiliki perbedaan 
dengan subjek hukum orang perseoran-
gan. Pihak pers memiliki sebagian imunitas 
karena kewenangannya dan/atau jabatan-
nya. Masalahnya yang muncul adalah di 
bidang pers mengalami perluasan konsep, 
yaitu pihak penyebar informasi selain pers, 
seperti bloger dan youtuber atau citizen 
journalism yang belum ada pengaturannya 
secara tertulis. Akibatnya dengan mengacu 
ketentuan normatif yang ada di dalam 
undang-undang maka pada citizen jour-
nalism pertanggungjawaban hukumnya 
sama seperti orang perseorangan pada 

73Bandingkan: Marwan M. Kraidy, “The Internet as a 
Mass Communication Medium,” Journalism and Mass 
Communication 2 (2002): 1–10.
74David Holmes, “Communication Theory, Media, Technology 
and Society” (New York, USA: Sage Publication, 2005). hlm: 45.

Hasil/output Berita Info

Kerja Tim redaksi, ada standardisasi Individual

Tanggungjawab Pertanggungjawaban ’air terjun’ Tak ada

Batasan Kode Etik Jurnalistik Tak ada

Pengelola Badan hukum Bebas, memanfaatkan kemudahan 
teknologi

Identitas Ada penanggungjawab dan alamat Bisa dipalsukan

Cara penyampaian pesan Media cetak, media online, TV dan radio Media sosial (Twitter, Facebook, Whatsapp, 
Line, Path, Instagram)

Sumber yang digunakan Sumber resmi Bisa resmi, bisa tidak jelas sumbernya, 
bisa hasil rekayasa.

Tabel 2. 2. Perbedaan Produk Pers dan Produk Media Sosial

Sumber: Yosef Adi Prasetyo, 2017.

75Lihat: Dudu Duswara Machmudin and Bambang Pratama, 
“Some of Indonesian Cyber Law Problems.”
76Lihat: B Pratama, D Mutiara, and M Broto, “Legal Perspective 
of the Internet Hoax,” in WOMELA-GG EAI (WOMELA-GG 
EAI, 2019), https://doi.org/10.4108/eai.26-1-2019.2283207. 
WOMELA-GG EAI. (2019).
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Jenis Informasi Undang-undang Penjelasan Umum

Publik Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 
tentang Keterbukaan Informasi Publik

Bentuk informasi

Undang-Undang No. 43 Tahun 2009 
tentang Kearsipan

Bentuk dan jenis informasi

Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 
tentang Pers

Bentuk dan pihak yang berhak menyebar-
kan informasi

Privat Undang-Undang No. 8 Tahun 1997 
tentang Dokumen Perusahaan

Bentuk informasi

Undang-Undang No. 30 Tahun 2000 
tentang Rahasia Dagang

Isi informasi dan kualifikasi kerahasiaan

Rahasia Negara Undang-Undang No. 17 Tahun 2011 
tentang Intelijen

Segala jenis informasi terkait rahasia 
negara

Tabel 2. 3. Klasifikasi Informasi Menurut Hukum Positif80

Sumber: Bambang Pratama, 2016

umumnya, yaitu tanpa adanya jabatan yang 
diembannya, Ketua Dewan Pers, Yosef Adi 
Prasetyo membedakan dua jenis informasi, 
yaitu: (1) info media, yang berarti poton-
gan pesan atau kumpulan pesan awal yang 
disampaikan seseorang dan diterima oleh 
sebuah institusi media, (2) berita, kumpu-
lan info media yang telah dicek kebenaran-
nya dan diverifikasi sebelum disampaikan 
kepada publik/masyarakat luas.76

Berdasarkan tabel di atas (tabel 2.2), 
terlihat bahwa proses dan bentuk 
pertanggungjawaban antara insan 
pers dengan orang biasa (non pers) 
berbeda. Hal ini terlihat jelas dari bentuk 
pertanggungjawaban jenis air terjun. 
Jenis pertanggungjawaban air terjun 
(The waterfall system) ini dikenal dengan 
sistem Belgia yang membebankan 
pertanggungjawaban kepada penulis, atau 
penerbit, atau pencetak, jika tidak bisa 

diajukan ke pengadilan salah satu pihak 
secara bertingkat jika berhalangan.77

Berangkat dari sistem pertanggung-
jawaban pers yang menerapkan sistem 
pertanggungjawaban bertingkat, maka 
tentunya hal ini bisa diterapkan dalam 
sistem pertanggungjawaban di internet, 
khususnya penyelenggara sistem 
elektronik yang menyediakan sarana 
komunikasi penggunanya. Misalnya 
beban pertanggungjawaban kepada 
Facebook atau Twitter sebagai penyedia 
layanan komunikasi sebagaimana 
dilakukan di Jerman.78 Selain pembebanan 
sanksi pidana kepada penyelenggara 
layanan komunikasi, Malaysia dan India 
justru membebankan sanksi pidana 
kepada admin group Whatsapp yang 
membiarkan anggotanya menyebar berita 
hoax.79 Namun demikian secara prinsip 
pengaturan tujuannya adalah sama, yaitu 

77Asnawi Murani, “Aspek Hukum Dan Tanggung Jawab Pers,” 
Jurnal Ilmu Komunikasi 1, no. 2 (2005). hlm: 34-35.
78Muhammad Alif Goenawan, “Begini Cara Jerman Perangi 
Hoax Dan Hate Speech,” 2017, https://inet.detik.com/law-
and-policy/d-3447048/begini-cara-jerman-perangi-hoax-dan-
hate-speech.

79“Now, Offensive WhatsApp Posts Can Land Group Admin in 
Jail | India News,The Indian Express,” accessed December 18, 
2020, https://indianexpress.com/article/india/now-offensive-
whatsapp-posts-can-land-group-admin-in-jail-4621252/.
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memberikan pertanggungjawaban hukum 
bagi penyelenggara, selain pengirim. 
Bagian selanjutnya dari informasi adalah 
pembidangannya yang harus jelas. Hal ini 
menjadi penting untuk diketahui, karena 
selain kepentingan publik, terdapat beber-
apa aturan terkait informasi yang sudah 
diatur dalam undang-undang. 

Pemetaan informasi yang didapat dari 
hukum positif akan sangat berguna untuk 
dapat menentukan bidangnya dalam suatu 
sengketa atau perkara informasi secara 
tepat dan bisa ditentukan aturan hukum 
umumnya  (lex generalis) dan aturan hukum 
khususnya (lex specialis).

Berdasarkan yang telah disampaikan maka 
bisa disimpulkan bahwa pengaturan pence-
maran nama baik, dan ujaran kebencian 
atau informasi negatif adalah satu rumpun 
yang kemudian terpecah menjadi dua 
norma hukum sebagaimana bisa digambar-
kan berikut ini (Ragaan 2.7).

Terpecahnya pembagian informasi 
negatif karena subjek yang dituju dari 
penyebaran informasi berbeda-beda. 
Secara umum, pembagian informasi 
bisa dibagi ke dalam tiga kelompok, yaitu 
kepada:  (1) orang perseorangan, (2) 
badan hukum, dan (3) terkait kelompok 
tertentu (non-badan hukum). Dalam hal 
kedudukan kelompok tertentu atau di 
dalam norma pada pasal 28 ayat (2) UU-ITE 
yaitu frasa ‘antargolongan’ pernah diajukan 
uji materi dan diputuskan oleh Mahkamah 
Konstitusi dalam putusannya No 76/
PUU-XV/2017 yang menyatakan bahwa: 
istilah ‘antargolongan’ tidak hanya meliputi 
suku, agama, dan ras, melainkan meliputi 
lebih dari itu, yaitu semua entitas yang tidak 
terwakili atau terwadahi oleh suku, agama, 
dan ras.81 Dengan perluasan tafsir dari MK 
maka terlihat bahwa kelompok non-badan 
hukum yang tidak terwakili merupakan 
subjek yang juga dilindungi oleh norma 
pada pasal 28 ayat (2) UU-ITE. 

Ragaan 2. 7. Gambaran Informasi Negatif

80Bambang Pratama, “Karakteristik Hak Cipta Dalam Sistem 
Hukum Siber Indonesia Sebagai Penunjang Sistem Ekonomi 
Nasional Berbasis Pengetahuan” (Universitas Katolik 
Parahyangan, 2016).

81Lihat: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan 
Nomor 76/PUU-XV/2017.
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Dalam hal penafsiran Mahkamah Konstitusi 
terkait pasal 27 ayat (3) dan pasal 28 ayat 
(2) UU-ITE terdapat setidaknya tiga putusan, 
yang mana dua di antaranya dimasukkan 
ke dalam amandemen UU-ITE tahun 2016. 
Adapun rinciannya adalah sebagai berikut:

1.	 Putusan No. 50/PUU-VI/2008 tentang 
tafsir pasal 27 ayat (3) UU-ITE yang 
rujukannya adalah pada pasal 
310-311 KUH Pidana dalam hal 
kualifikasi yang termasuk ke dalam 
kategori pencemaran nama baik;

2.	 Putusan No. 2/PUU-VII/2009 tentang 
delik aduan dari pasal 27 ayat (3) 
UU-ITE,; dan 

3.	Putusan No. 76/PUU-XV/2017 
tentang perluasan tafsir frasa 
antargolongan. Dengan adanya 
putusan MK maka menjadi jelas 
bahwa dalam menerapkan ketentuan 
norma pencemaran nama baik dan 
berita bohong di dalam UU-ITE telah 
dibuatkan batasan dan cakupannya 
secara lebih jelas sehingga 
seharusnya dapat meminimalisir 
multitafsir dalam hal penerapannya. 

Berdasarkan penjelasan di atas terli-
hat secara jelas bahwa tafsir norma 
pada pencemaran nama baik dan berita 
bohong sudah terlihat cakupan dan 
pembatasannya.. Namun demikian, multi-
tafsir terhadap pencemaran nama baik dan 
berita bohong tetap masih terjadi. Perbe-
daan tafsir yang terjadi bisa saja disebab-
kan pada sikap subjektif pihak pelapor atas 
suatu informasi elektronik dan/atau doku-
men elektronik yang terdapat di media 
internet. Dalam konteks sikap subjektif 
maka negara kesulitan untuk maju dan 
menengahi. Apabila negara mengaturnya 
sampai ke dalam sikap subjektif si pelapor, 
maka campur tangan pemerintah menjadi 
terlalu banyak dalam membatasi kebe-
basan berekspresi. Akan tetapi di lain 
pihak, sikap subjektif subjek hukum (baca: 
orang, badan hukum dan kelompok/golon-
gan) dalam menggunakan hak hukumnya 
melaporkan atas pencemaran nama baik 
adalah hal yang tidak bisa dihindari. Oleh 
sebab itu, secara umum bisa dikatakan 
bahwa inti masalah dari norma pence-
maran nama baik dan berita bohong 
terletak pada sikap subjektif dari pihak 
yang melaporkannya, bukan pada masalah 
keberadaan norma. 
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BAB III
Terminologi Dalam 
Penerapan UU-ITE

Apabila mengacu pada ketentuan definisi 
yang dibuat oleh pembuat undang-undang, 
maka secara umum gambaran dari UU-ITE 
cakupan pengaturannya adalah menga-
tur segala macam bentuk aktivitas data 
elektronik yang di dalamnya meliputi aspek 
hukum pidana, perdata, dan administrasi 
negara. Oleh sebab itu, dalam memak-
nai ketentuan di dalam UU-ITE unsur 
utamanya adalah transaksi elektronik 
(perbuatan hukum) atas segala bentuk akti-
vitas data elektronik. Transaksi elektronik 
pasti dilakukan dengan menggunakan 
perangkat elektronik, sehingga dalam hal 
transaksi elektronik beberapa unsur kunci, 
yaitu: (1) perangkat keras (hardware), dan 
(2) penggunana perangkat lunak (software), 
(3) konten yang ditransaksikan adalah 
konten negatif (pencemaran nama baik 
atau berita bohong), (4) dilakukan oleh 
subjek hukum, (5) ditujukan kepada subjek 
hukum (orang perseorangan dan/atau 
badan hukum) dan/atau kelompok tertentu. 

Untuk dapat melihat secara lebih menda-
lam terkait ketentuan UU-ITE, maka 
perlu dijelaskan beberapa terminologi 
yang berkaitan langsung dan/atau tidak 
langsung atas pelanggaran hukum yang 
terjadi. Adapun beberapa konsep yang 
telah didefinisikan pada pasal 1 UU-ITE, 
adalah sebanyak 24 dengan rincian sebagai 
berikut:

1.	 Informasi Elektronik;
2.	 Dokumen Elektronik;
3.	 Sistem Elektronik;
4.	 Penyelenggara Sistem 

Elektronik
5.	 Sistem Elektronik;
6.	 Penyelenggaraan Sistem 

Elektronik;
7.	 Penyelenggara Sistem 

Elektronik
8.	 Jaringan Sistem Elektronik;
9.	 Agen Elektronik;
10.	 Sertifikat Elektronik;
11.	 Penyelenggara Sertifikasi 

Elektronik;

Definisi dalam pasal 1 UU-ITE
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12.	 Lembaga Sertifikasi Keandalan
13.	 Tanda tangan elektronik;
14.	 Penanda tangan;
15.	 Komputer;
16.	 Akses
17.	 Kode akses
18.	 Kontrak elektronik;
19.	 Pengirim;
20.	 Penerima;
21.	 Nama domain;
22.	 Orang;
23.	 Badan usaha;
24.	 Pemerintah. 

Berdasarkan konsep yang didefinisikan 
oleh pembuat undang-undang, terlihat 
secara jelas bahwa beberapa definisi dari 
perbuatan yang dilarang tidak dicantumkan 
di dalam UU-ITE. Namun seiring adanya 
amandemen UU-ITE pada tahun 2016, 
kemudian pihak terminologi membuat 
dapat diaksesnya, mentransmisikan, dan 
mendistribusikan dimasukan ke dalam 

penjelasan pasal 27 UU-ITE.  Dengan 
adanya konsep yang tercantum di dalam 
norma larangan UU-ITE terlihat pembuat 
undang-undang telah melakukan upaya 
untuk meminimalisir multitafsir dalam 
penerapan norma larangan di dalam 
UU-ITE.

Terkait terminologi atau peristilahan di 
bidang hukum informasi dan transaksi 
elektronik juga menjadi salah satu faktor 
kunci untuk memahami ketentuan norma 
dari UU-ITE. Beberapa terminologi yang 
akan di jelaskan pada bagian ini antara 
lain tentang terminologi bukti digital, 
terminologi media sosial, terminologi 
dalam perangkat keras, terminologi dalam 
perangkat lunak, dan terminologi dalam 
UU-ITE yang ditafsirkan sebagaimana 
tercantum di dalam putusan kasus 
pencemaran nama baik dan berita 
bohong. Adapun beberapa istilah dalam 
pemeriksaan digital (digital forensic) bisa 
dijelaskan sebagai berikut:
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Terminologi Penjelasan

Antiforensic Adalah perlawanan (counter) dari forensik, yaitu gerakan yang dilakukan untuk menghilangkan data 
elektronik yang bisa dijadikan sebagai bukti dalam komputer forensik. Tindakan yang dilakukan di 
antaranya menghilangkan beberapa atau semua data yang diperlukan dalam proses digital forensik, 
contohnya menggunakan Wipe Data pada barang digital (flashdisk) yang sedang dilakukan proses 
digital forensik pada barang digital tersebut atau pun penghancuran hardware dengan cara dibanting 
mau pun dialiri arus listrik pendek.82

Assessment Penilaian atas hasil forensik komputer oleh para ahli, baik dari penegak hukum maupun dari pihak 
teknis yang melakukan komputer forensik.83 Bagi para ahli di bidang forensik apabila mengacu pada 
pengadilan di Amerika Serikat maka harus dijelaskan oleh ahli tentang metode yang dilakukan dalam 
pemeriksaan komputer forensik.84 

Authorization Adalah berupa hak yang diberikan kepada pengguna oleh sistem administrator dengan bentuk 
persetujuan, previleges, atau permission.85

Cache Memory Sub-sistem dari memori yang menyimpan data atau menduplikasi data yang paling sering digunakan 
oleh pengguna (user) sehingga ketika pengguna (user) mengakses data maka komputer dapat 
membukanya secara cepat.86

Chain of Custody 
(CoC)

CoC adalah sebuah proses yang menunjukkan bahwa segala bukti terjamin keasliannya (otentik) 
termasuk juga yang telah ditangani dengan benar dalam proses pengumpulan untuk membuktikan 
suatu tindak pidana.87

Computer Forensic Merupakan cabang dari forensik digital yang berkaitan dengan bukti pada komputer serta media 
penyimpanan digital yang ditujukan untuk pembuktian dalam hukum pidana.88

Data Acquisition Adalah segala macam proses pengumpulan bukti digital dari berbagai perangkat elektronik yang 
menyimpan data, termasuk diantaranya CD ROM, hard drive, smartphone, peladen (server), dan 
sebagainya.89

Digital Forensic Aktivitas penyelidikan yang dilakukan dengan tujuan untuk menemukan bukti digital yang tersimpan 
dalam perangkat elektronik untuk membuktikan tindak pidana terkait komputer. 

Documenting and 
Reporting

Tindakan dan observasi harus didokumentasikan selama proses forensik berlangsung. Hal ini 
termasuk juga persiapan laporan tertulis dari temuan yang didapat.90

Documenting the 
Scene 

Membuat catatan permanen dari peristiwa dengan fotografi dan mencatat kondisi dokumen dan 
lokasi serta komponen komputer yang terkait, dan mengumpulkannya sebagai bukti untuk dianalisa.91

Evidence Collection Adalah pengumpulan barang bukti termasuk bukti elektronik yang ada di dalam perangkat elektronik 
untuk membuktikan suatu tindak pidana.

Examination Tujuan dari proses ini adalah untuk mengekstrak dan menganalisis bukti digital. Ekstraksi yang 
dilakukan adalah mengacu pada proses pemulihan data (recovery data) dari sebuah media. Analisisnya 
mengacu pada penafsiran dari data dan menempatkannya dalam format logis dan berguna.

Tabel 3. 1. Terminologi dalam Komputer Forensik

82“6 Anti-Forensic Techniques That Every Cyber Investigator 
Dreads | EC-Council Official Blog,” accessed December 22, 
2020, https://blog.eccouncil.org/6-anti-forensic-techniques-
that-every-cyber-investigator-dreads/.
83Mohamed Elyas et al., “Digital Forensic Readiness: Expert 
Perspectives on a Theoretical Framework,” Computers and 
Security 52 (2015): 70–89. hlm: 71.
84Lihat: Reza Montasari, “Review and Assessment of the 
Existing Digital Forensic Investigation Process Models,” 
International Journal of Computer Applications 147, no. 7 
(2016): 41–49. hlm: 2.
85Microsoft Corporation, Microsoft Computer Dictionary, ed. 
Sandra Haynes, vol. 7 (Microsoft Press, 2002). hlm: 43.

86Microsoft, Microsoft Computer Dictionary (Washington: 
Microsoft Press, 2002). hlm: 81.
87“Chain of Custody - StatPearls - NCBI Bookshelf,” accessed 
December 22, 2020, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/
NBK551677/.
88Angus M. Marshall, Digital Evidence in Criminal Law 
(Chichester, West Sussex, UK.: Willey-Blackwell, 2008). hlm: 
1-5.
89“How to Handle Data Acquisition in Digital Forensics | 
EC-Council Blog,” accessed December 22, 2020, https://
blog.eccouncil.org/how-to-handle-data-acquisition-in-digital-
forensics/.
90Montasari, “Review and Assessment of the Existing Digital 
Forensic Investigation Process Models.”
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Forensic Examination 
and Analysis

Melakukan pemeriksaan forensik dan analisis dengan menggunakan teknik forensik untuk 
menganalisis dan mengolah bukti termasuk di dalamnya pembuatan nilai hash cryptograpy dan 
penyaringan dengan hash libraries, menampilkan file, mengekspor dan menyebarkan file misalnya 
melalui email, ekstraksi metadata, pencarian dan indeksasi.92

Forensic Imaging and 
Copying

Imaging bertujuan untuk mengetahui keadaan data baik yang tersembunyi (hidden) mau pun yang 
tidak tersembunyi, terhapus untuk selanjutnya diperiksa dan dianalisis.93

Identification Merupakan proses indentifikasi untuk mengenali peristiwa yang terjadi, mengetahui hal yang 
dibutuhkan dan melakukan penyelidikan.

Initial Inspection Adalah tahap pemeriksaan awal terhadap perangkat elektronik baik internal maupun eksternal yang 
tersedia. Pemeriksaan awal adalah pemeriksaan yang penting untuk pengambilan data karena ada 
kemungkinan terdapat di dalamnya data yang rapuh (volatile) sehingga apabila tidak segera dilakukan 
tindakan pengambilan dan/atau pengamanan maka data tersebut bisa hilang.94

Logs Adalah catatan transaksi atau aktivitas dalam sistem komputer atau sistem elektronik.95

Mobile Device 
Forensic

Adalah cabang forensik yang menggunakan metode untuk pemeriksaan gawai cerdas (smartphone) 
dan/atau telepon selular.

Network Forensic Adalah bagian dari forensik digital yang digunakan untuk menemukan bukti digital seperti sumber 
serangan keamanan pada suatu jaringan.96

Network Traffic Dalam jaringan komputer dan/atau jaringan internet network traffic adalah aktivitas jaringan, di 
antaranya adalah jumlah data atau pesan yang dikirimkan di dalam jaringan tersebut.97

Packaging, 
Transportation and 
Storage

Bukti digital atau bukti elektronik adalah bukti yang sensitif dan rapuh karena suhu, kelembaban, 
guncangan fisik, arus listrik dan medan magnet. Oleh sebab itu proses packaging, transportation and 
storage adalah tindakan pencegahan agar bukti elektronik tidak berubah, rusak atau pun hancur.98

Record Time Offset Adalah pencatatan waktu (time stamp) yang tercatat pada komputer. Pencatatan waktu pada sistem 
elektronik (operating system) komputer boleh jadi memiliki perbedaan setelan dengan waktu yang 
sebenarnya di tempat komputer itu berada. Misalnya, pada saat dilakukannya transaksi elektronik 
waktu yang tercatat adalah setting waktu New York pada komputer, padahal setting waktu tempat 
dilakukannya transaksi elektronik adalah di Indonesia yang tentunya memiliki perbedaan waktu. 
Oleh sebab itu pencatatan waktu ini menjadi penting untuk diketahui secara tepat dan cermat dalam 
perspektif digital forensik dalam menentukan tempus.99

Recovery of Data Adalah seni dan teknik pemulihan bagian dari informasi atau data yang hilang atau terhapus secara 
sengaja dan/atau karena kerusakan pada media penyimpanan.100 Dalam proses forensic dimungkinkan 
untuk melakukan pemulihan data yang telah disengaja atau tidak sengaja terhapus.

Securing and 
Evaluating the Scene 

Tindakan pengamanan bukti elektronik pada tempat kejadian. Adapun beberapa langkah yang harus 
dilakukan antara lain: (1) mengikuti ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan, (2) mematikan seluruh 
perangkat elektronik yang diambil dari tempat kejadian, (3) memastikan tidak ada orang yang tidak 
berkepentingan (unauthorize person) mengakses perangkat elektronik, 

91Besim Arifi, “Documentation of the Crime Scene,” European 
Journal of Interdisciplinary Studies 2, no. 1 (2015): 32. hlm: 32
92Lihat: Elyas et al., “Digital Forensic Readiness: Expert 
Perspectives on a Theoretical Framework.”
93“Digital Forensic Imaging: Types & Examples | Study.Com,” 
accessed December 22, 2020, https://study.com/academy/
lesson/digital-forensic-imaging-types-examples.html.
94Eoghan Casey, Monique Ferraro, and Lam Nguyen, 
“Investigation Delayed Is Justice Denied: Proposals for 
Expediting Forensic Examinations of Digital Evidence,” Journal 
of Forensic Sciences 54, no. 6 (2009): 1353–64. hlm: 1354.
95Microsoft, Microsoft Computer Dictionary. hlm: 316.
96Andrew Martin, “Mobile Device Forensic” (Maryland, US., 
2009). hlm: 4.

97Peter Dyson, Dictionary of Networking, Third Edit (Almeda, 
CA: Sybex, 2000). hlm: 1034.
98David W. Hagy Michael B. Mukasey, Jeffrey L. Sedgwick, 
“Electronic Crime Scene Investigation Guide: A Guide For First 
Responders,” United States Department of Justice Office of 
Justice (Washington D.C., 2001). hlm: 31
99“Recording Time Offsets - CompTIA Security+ SY0-401: 2.4 - 
Professor Messer IT Certification Training Courses,” accessed 
December 22, 2020, https://www.professormesser.com/
security-plus/sy0-401/recording-time-offsets/.
100Douglas Downing et al., Dictionary of Computer and 
Internet Terms, Tenth Edit (New York: Barrin’s Educational 
Series, 2009). hlm: 126.

39

LBH Pers



Berdasarkan putusan yang diteliti sebanyak lima puluh putusan terkait 
penerapan pasal 27 ayat (3) dan pasal 28 ayat (2) UU-ITE, maka didapat 
beberapa terminologi yang bisa disusun secara alfabetis. Adapun 
terminologi yang dijelaskan selanjutnya adalah tentang media sosial 
dan terminologi yang lazim digunakan dalam melakukan aktivitas di 
media sosial.

(4) menolak bantuan dari pihak siapa pun yang tidak berkepentingan (unauthorize person), (5) 
mengeluarkan pihak yang tidak berkepentingan (unauthorize person) di tempat kejadian, (6) 
memastikan kondisi perangkat elektronik tidak rusak, (7) tetap mematikan perangkat elektronik mati 
yang dijadikan sebagai bukti digital atau bukti elektronik.101

Swap file/paging file 
pada system disk 
drive

Berkas (file) yang tersembunyi di dalam sistem operasi (operating system) atau sistem elektronik yang 
memuat sebagian dari data atau program yang tidak tersimpan di dalam memory komputer.102

Tools Digital Forensic Adalah perangkat lunak yang digunakan untuk melakukan digital forensik baik yang berbayar 
(proprietary) mau pun yang tidak berbayar (open sources).

101Michael B. Mukasey, Jeffrey L. Sedgwick, “Electronic Crime 
Scene Investigation Guide: A Guide For First Responders.” 
hlm: 15-16.
102Microsoft, Microsoft Computer Dictionary. hlm: 388.
103“BlogTalkRadio - About,” accessed December 12, 2020, 
https://www.blogtalkradio.com/page/aboutus.
104 “About Canva,” accessed December 12, 2020, https://
about.canva.com/.
105 “Apostle - English,” accessed December 12, 
2020, https://www.apostlesocial.com/?utm_
source=google&utm_medium=search&utm_
content=employee_advocacy&gclid=Cj0KCQiA8dH-

Layanan Media 
sosial

Penjelasan

Blog Talk Radio Adalah fasilitas untuk mendengarkan musik, radio dan/atau percakapan dengan menggunakan 
website www.blogtalkradio.com.103 Blog radio pada prinsipnya memiliki kemiripan dengan blog, hanya 
saja terdapat perbedaan pada bentuknya, yaitu suara dibandingkan dengan blog yang umumnya 
berbentuk berupa tulisan.

Canva Adalah media sosial untuk mendesain gambar dan digunakan untuk berbagi gambar dengan 
pengguna media sosial lainnya.104

Disqus Employee 
Advocacy

Adalah sistem elektronik media sosial yang disediakan oleh Apostle105 untuk menghubungkan para 
karyawan dalam melakukan tugas, di antaranya untuk marketing, untuk meningkatkan penjualan, 
komunikasi, dan berbagai aktivitas bisnis lainnya. 

Facebook Adalah sistem elektronik (aplikasi) media sosial untuk melakukan komunikasi baik berupa tulisan, 
suara, gambar, video dan/atau kombinasinya.106 Media sosial Facebook tidak hanya bisa digunakan 
untuk berinteraksi antar sesama penggunanya tetapi juga bisa digunakan untuk komunikasi bisnis 
dalam bentuk promosi atau pencitraan (branding).107

Fans:
Adalah suatu halaman pada media sosial Facebook yang berisikan orang-orang (pengguna Facebook) 
yang menyukai halaman tersebut. Umumnya Facebook fans digunakan oleh public figure untuk 
berinteraksi dengan para fansnya.108

Tabel 3. 2. Media Sosial dan Terminologinya

BRD_ARIsAC24umauiPTwXqSYNzyArsWhdDNGMCLyZ8_
tnNYc008awU2jeMS-JORyClgaAo8vEALw_wcB.
106 Bandingkan: Jeffrey F. Rayport, “What Is Facebook, Really?,” 
accessed December 12, 2020, https://hbr.org/2011/02/what-
is-facebook-is-becoming.
107 “Ketentuan Layanan,” accessed December 11, 2020, 
https://www.facebook.com/legal/terms.
108 “Pusat Bantuan Facebook Business: Bantuan, Dukungan, 
Dan Pemecahan Masalah | Pusat Bantuan Facebook 
Business,” accessed December 12, 2020, https://id-id.
facebook.com/business/help.
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Friends:
Adalah istilah hubungan antar pengguna Facebook yang digunakan untuk mengetahui hubungan 
suatu akun para pengguna Facebook lainnya.

News Feed:
Adalah salah satu fitur di media sosial Facebook yang menampilkan informasi dari pengguna Facebook 
lainnya atas aktivitasnya. News feed akan menampilkan suatu informasi atau posting kepada pengguna 
Facebook berdasarkan relevansi dari perilaku pengguna media sosial Facebook.109 Misalnya terhadap 
penyuka musik maka news feed yang akan muncul di media sosialnya adalah terkait dengan informasi 
atau posting tentang musik.

Finsta Adalah sistem elektronik berbentuk website yang menyerupai Instagram atau Instagram palsu.110 
Finsta umumnya digunakan untuk melakukan posting foto agar terhindar atau tidak diketahui oleh 
keluarga atau teman dekat yang ada pada akun Instagram. Finsta populer di kalangan remaja yang 
dalam praktiknya digunakan sebagai media sosial anonim untuk menyembunyikan perilaku seksual, 
skandal dan perundungan atau cyberbullying.111

Flickr Adalah media sosial yang digunakan untuk membagi (sharing) foto dan berfungsi sebagai pengaturan 
foto (photo management) agar penggunanya bisa mengatur foto yang dimiliknya.112 Umumnya 
foto di dalam media sosial Flickr memiliki lisensi creative commons yaitu lisensi hak cipta yang bisa 
dikenali dengan simbol dalam penggunaan lisensinya. Dengan adanya fitur berbagi (sharing) foto, 
maka penggunaan foto yang didapat di media sosial Flickr telah diatur penggunaan hak ciptanya 
berdasarkan creative common license. 

Google Adalah perusahaan yang dikelola oleh Alphabet sebagai induk perusahaan yang bergerak di bidang 
teknologi informasi dan komunikasi. Google memiliki banyak layanan teknologi informasi, salah 
satunya yang paling banyak digunakan adalah mesin pencarian Google dan sistem operasi (sistem 
elektronik) android yang banyak digunakan sebagai sistem operasi pada gawai cerdas (smartphone).

Geotagging/Geotag:
Adalah cara umntuk menandai suatu tempat yang umumnya digunakan pada aplikasi (sistem 
elektronik) Google Maps. Penandaan di sini adalah ditandai dengan adanya tempat secara geospasial 
yang terdiri dari kordinat latitude dan longitude.

Gmail:
Adalah layanan kotak surat elektronik/surel (email) yang disediakan oleh perusahaan Google tanpa 
biaya (gratis).113 Beberapa hal yang bisa dilakukan dengan layanan email dari perusahaan Google 
yang bernama Gmail adalah membuat surat elektronik, menerima surat elektronik, membalas surat 
elektronik, menerima lampiran (attachment) surat elektronik/surel, mencetak dan layanan elektronik 
lainnya.114

Hangout:
Adalah aplikasi (sistem elektronik) berupa layanan pesan yang dari Google agar para pengguna 
layanan Google dapat mengirim pesan kepada sesama pengguna Google lainnya.

GaggleAMP Adalah media sosial berbayar yang digunakan oleh perusahaan yang sifatnya partikular atau khusus 
digunakan oleh perusahaan agar dapat terhubung dengan para karyawannya.115

Houseparty Adalah media sosial yang digunakan untuk melakukan video chat dalam waktu yang bersamaan. 
Jumlah anggota atau member yang dapat melakukan video chat pada Houseparty sampai dengan 
delapan orang.116

109 “News Feed,” accessed December 12, 2020, https://www.
facebook.com/formedia/solutions/news-feed.
110 Caroline Forsey, “What’s a Finsta? We Explain This 
Confusing Instagram Trend,” accessed December 12, 2020, 
https://blog.hubspot.com/marketing/finsta.
111 Fiza Pirani, “What Is a Finsta: Teens and Secret Instagram 
Accounts,” 2019, https://www.ajc.com/news/national/what-
finsta-teens-and-their-secret-instagram-accounts/2l2ZJwcVj0
rLfxPzkApkTK/.
112 “About Flickr,” accessed December 12, 2020, https://www.
flickr.com/about.

113 “What Is Gmail? - Definition from WhatIs.Com,” accessed 
December 11, 2020, https://whatis.techtarget.com/definition/
Gmail.
114 “What Can You Do with Gmail? - Google Workspace 
Learning Center,” accessed December 11, 2020, https://
support.google.com/a/users/answer/9297685?hl=en.
115 “Employee Advocacy & Employee Engagement | About 
GaggleAMP,” accessed December 12, 2020, https://www.
gaggleamp.com/about-us.
116 “FAQ | Houseparty,” accessed December 12, 2020, https://
houseparty.com/faq/.
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Instagram Adalah sistem elektronik (aplikasi) media sosial yang digunakan untuk membagi (share) foto, video, 
tulisan, dan/atau kombinasinya117 kepada teman atau keluarga. Selain itu Instagram bisa juga 
digunakan untuk kepentingan bisnis, khususnya untuk kepentingan marketing.118

IGTV:
Adalah fitur video yang dimiliki oleh media sosial Instagram. IGTV dapat digunakan oleh para 
pengguna Instagram untuk menonton video yang dikirimkan oleh pengguna Instagram ke dalam akun 
media sosial Instagram miliknya.119

Instagram Live:
Adalah salah satu fitur dalam media sosial Instagram yang digunakan untuk menayangkan tayangan 
video secara langsung. Tayangan video secara langsung akan dapat dilihat dan direspon secara 
langsung juga oleh para pengguna Instagram yang melihat tayangan video tersebut.120

LinkedIn Adalah media sosial yang digunakan oleh penggunanya untuk menunjukkan profesionalisme atas 
profesi yang dilakukannya.  Media sosial LinkedIn umumnya digunakan oleh penggunanya untuk 
membangun reputasi profesionalisme atas pekerjaan atau profesinya. Media sosial LinkedIn pada 
prinsipnya digunakan untuk menghubungkan para profesional dalam suatu media sosial khusus. 
Sejatinya suatu media sosial pada umumnya, fasilitas yang ada di dalam LinkedIn adalah sama seperti 
media sosial lainnya, yaitu melakukan posting, mengirim pesan dan berbagai aktivitas lainnya.121

LinkedIn SlideShare:
Adalah salah satu fitur di media sosial LinkedIn yang bisa digunakan untuk berbagi presentasi dari 
penggunanya.122 Selain presentasi yang dapat dibagikan (share) antara lain dokumen dan video 
sehingga dapat dilihat oleh para pengguna LinkedIn lainnya.

Mash-up Adalah aplikasi (sistem elektronik) yang digunakan untuk membuat dan/atau melakukan aransemen 
musik.123

Pinterest Adalah media sosial yang digunakan untuk menelusuri gambar yang dibagi (share) oleh penggunanya 
melalui sitem elektronik Pinterest.124

Reddit Adalah media sosial agregasi berita yang bisa digunakan untuk mencari berita di internet dan 
berdiskusi. Pengguna media sosial Reddit dapat mengunggah berita, memberikan cerita, memberikan 
tautan (link) gambar, berkomentar seperti pada media sosial lainnya.125

Skype Adalah aplikasi komunikasi dalam bentuk panggilan telepon video yang digunakan untuk melakukan 
komunikasi berupa tampilan video antar para pengguna Skype.

TikTok Adalah aplikasi media sosial yang digunakan untuk membagi-bagikan (share) video pendek selama 
15 detik yang dibuat oleh penggunanya. Seperti media sosial pada umumnya, media sosial TikTok 
memberikan fitur kepada para penggunanya untuk dapat merespon dan berkomentar atas posting 
video di dalam media sosial TikTok. 

Tumblr Adalah media sosial yang mirip dengan Twitter. Hanya saja pada Tumblr tidak memiliki batas karakter 
dari posting tulisan seperti Twitter. Namun pada prinsipnya media sosial Tumblr sama seperti media 
sosial Twitter yaitu tempat membagi-bagikan informasi oleh para penggunanya yang dilakukan dengan 
cara melakukan posting tulisan (text), gambar, video, dan/atau kombinasinya.

Twitch Adalah media sosial untuk video live streaming dengan fokus menampilkan tayangan permainan video 
(video game) dalam bentuk kompetisi atau dikenal dengan olahraga elektronik (e-sport).

117 “What Is Instagram? - Definition from WhatIs.Com,” 
accessed December 11, 2020, https://searchcio.techtarget.
com/definition/Instagram.
118 Instagram, “About Instagram | Explore Features, News, 
Resources & More,” 2020, https://about.instagram.com/
about-us.
119 “Welcome to IGTV, Our New Video App | Instagram Blog,” 
accessed December 12, 2020, https://about.instagram.com/
blog/announcements/welcome-to-igtv.
120 “Bagaimana Cara Melihat Video Siaran Langsung 
Seseorang Di Instagram? | Pusat Bantuan Instagram,” 
accessed December 12, 2020, https://help.instagram.
com/699289326902954.

121 “About LinkedIn,” accessed December 12, 2020, https://
about.linkedin.com/?trk=homepage-basic_directory_aboutUrl.
122 “SlideShare App | SlideShare Help,” accessed December 
12, 2020, https://www.linkedin.com/help/slideshare/
topics/7001/7002.
123 “Mash-up | Definition of Mash-up by Merriam-Webster,” 
accessed December 12, 2020, https://www.merriam-webster.
com/dictionary/mash-up.
124 Alexis C. Madrigal, “What Is Pinterest? A Database of 
Intentions - The Atlantic,” accessed December 12, 2020, 
https://www.theatlantic.com/technology/archive/2014/07/
what-is-pinterest-a-database-of-intentions/375365/.
125 “Homepage - Reddit,” accessed December 12, 2020, 
https://www.redditinc.com/.
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Twitter Adalah sistem elektronik (aplikasi) media sosial yang digunakan untuk menulis tulisan pendek (micro 
bloging) dalam bentuk 140 karakter huruf.126  Pada mulanya sistem elektronik Twitter adalah bentuk 
komunikasi penyampaian pesan seperti layanan short message services (SMS)127 yang kemudian 
berkembang menjadi sarana diskusi secara online untuk mengetahui isu apa yang sedang dibicarakan 
oleh banyak orang, baik di tingkat internasional maupun di tingkat negara.128 Bentuk komunikasi yang 
bisa dilakukan dengan menggunakan sistem elektronik Twitter antara lain pengiriman tulisan (text), 
gambar, suara, video, dan/atau kombinasinya.

Hashtag:
Adalah simbol hash atau tanda “#” yang digunakan oleh media sosial Twitter dan Instagram untuk 
menunjuk suatu topik yang sedang hangat dibicarakan di media sosial dan/atau menunjuk hal yang 
lainnya.

Retweet:
Adalah melakukan posting ulang (repost) atas posting yang dilakukan oleh orang lain (pengguna Twitter 
lainnya). Retweet adalah istilah untuk melakukan posting ulang di media sosial Twitter atas tweet atau 
posting yang dilakukan oleh pengguna Twitter.129

Twitter Topics:
Adalah bahan diskusi berupa topik yang dipilih oleh pengguna Twitter yang dikostumisasi oleh sistem 
Twitter kepada para penggunanya. Beberapa topik yang akan diberikan oleh sistem Twitter kepada 
penggunanya antara lain tweet (posting) yang relevan dengan topik, kegiatan, iklan, dan sebagainya.130

Trending Topics:
Adalah topik yang sedang menjadi pembicaraan di internet oleh para penguna media sosial. Trending 
topic umumnya adalah isu-isu aktual baik isu global maupun isu nasional yang direspon atau 
didiskusikan oleh para pengguna media sosial.

Follower Adalah para pengguna media sosial yang mengikuti (follow) pengguna media sosial lainnya. Salah satu 
kegunaan dari mengikuti (follow) pengguna media sosial adalah dapat mengetahui secara langsung 
aktivitas yang dilakukan oleh akun yang diikutinya. Hal ini disebabkan karena bagi pengguna akun 
yang diikuti setiap kali dilakukan posting di media sosial, maka akan langsung terinformasikan melalui 
notifikasi secara otomatis kepada para follower-nya.

Whatsapp Messenger Adalah layanan pengiriman pesan berbentuk aplikasi (sistem elektronik) pada gawai cerdas 
(smartphone) dan berbasiskan website. Layanan yang bisa digunakan untuk sistem elektronik 
Whatsapp antara lain: pengiriman pesan dalam bentuk tulisan (text), gambar, suara, video, dan/atau 
kombinasinya.131

Grup Whatsapp:
Adalah salah satu fitur dari layanan media sosial Whatsapp untuk berkomunikasi dan/atau diskusi 
secara berkelompok dalam suatu grup132 dengan jumlah maksimum anggota grup adalah 256.133 Di 
dalam grup Whatsapp terdapat beberapa fitur tambahan antara lain dengan melakukan kombinasi 
komunikasi tidak hanya dalam bentuk tulisan (text), tetapi suara, gambar, video.

Youtube Adalah sistem elektronik (aplikasi) untuk berbagi (video) secara daring (online) 134 agar dapat dilihat oleh 
para pengguna internet yang mengakses website www.youtube.com. Beberapa layanan yang tersedia 
pada aplikasi Youtube antara lain: penelusuran video, rekomendasi video, berita dan informasi, 
monetisasi bagi para creator, dan tayangan video secara langsung (live).135 Interaksi komunikasi yang 
bisa dilakukan dalam sistem elektronik Youtube antara lain merespon video dalam bentuk simbol 
suka (like) atau tidak suka (dislike), komentar, dan membagi (share) video yang dilihat oleh pengguna 
internet. Namun untuk dapat melakukan fitur tersebut, umumnya disyaratkan untuk terdaftar pada 
sistem elektronik Youtube.

126 “What Is Twitter and Why Should You Use It? - Economic 
and Social Research Council,” accessed December 11, 2020, 
https://esrc.ukri.org/research/impact-toolkit/social-media/
twitter/what-is-twitter/.
127 “What Is Twitter and How Does It Work?,” accessed 
December 11, 2020, https://blog.hubspot.com/marketing/
what-is-twitter.
128 “About,” accessed December 11, 2020, https://about.
twitter.com/.
129 “Retweet FAQs,” accessed December 12, 2020, https://help.
twitter.com/en/using-twitter/retweet-faqs.
130 “About Topics on Twitter,” accessed December 13, 2020, 
https://help.twitter.com/en/using-twitter/follow-and-unfollow-
topics.

131 “WhatsApp,” accessed December 12, 2020, https://www.
whatsapp.com/?lang=en.
132 Jaro, “WhatsApp Group vs WhatsApp Broadcast for 
Business,” accessed December 12, 2020, https://respond.io/
blog/whatsapp-business-broadcast-vs-whatsapp-business-
group/#23set.
 133 “WhatsApp FAQ - How to Add and Remove Group 
Participants,” accessed December 12, 2020, https://faq.
whatsapp.com/android/chats/how-to-add-and-remove-
group-participants.
134 “YouTube: What Is YouTube?,” accessed December 
11, 2020, https://edu.gcfglobal.org/en/youtube/what-is-
youtube/1/.
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135 “About YouTube - YouTube,” accessed December 11, 2020, 
https://www.youtube.com/about/.
136 John C. Rigdon, Dictionary of Computer and Internet 
Terms, ed. John C. Rigdon, vol. 53 (Cartersville, GA: Eastern 
Digital Resources, 2016). hlm: 46
137 OpCit. hlm: 18.
138 Dyson, Dictionary of Networking. hlm: 9.
139 Marcel Danesi, Dictionary of Media and Communication 
(New York, USA: M.E. Sharpe, 2009). hlm: 59.
140 “Stories | Instagram Help Centre,” accessed 
December 11, 2020, https://en-gb.facebook.com/help/

instagram/1660923094227526.
141 Ash Read, “Instagram Stories: The Complete Guide to 
Creating Standout Stories,” 2019, https://buffer.com/library/
instagram-stories.
142 Garner, Black’s Law Dictionary. hlm. 427-428.
143 Dudu Duswara Machmudin and Bambang Pratama, “Some 
of Indonesian Cyber Law Problems.”. hlm: 2-3.
144 Garner, Black’s Law Dictionary. hlm: 443-444.
145 U.S Department of Justice, “CYBER CRIMES | 
Enhanced Reader,” accessed December 11, 2020, moz-
extension://35619dd2-0b3e-8740-8984-bdafe92b9cf3/

Terminologi selanjutnya yang akan dijelaskan adalah terminologi 
dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Penggunaan 
terminologi TIK menjadi penting untuk dijelaskan karena terdapat 
banyak terminologi yang berhubungan langsung dengan tindakan 
pelanggaran UU-ITE, termasuk juga pelanggaran terhadap pencemaran 
nama baik dan/atau berita bohong. Adapun penjelasan terminologinya 
adalah sebagai berikut.

Terminologi Penjelasan

Admin Adalah orang yang mengatur akun dan menentukan hak pada akun yang diaturnya.136

Akses Adalah tindakan memasuki suatu sistem elektronik (aplikasi) dan/atau memori baik secara fisik 
maupun secara online yang ditujukan untuk: melihat dan/atau membaca dan/atau menulis data 
elektronik.137 Tindakan mengubah dalam sistem elektronik disebut dengan menulis atau edit, dalam 
terminologi UU-ITE disebut dengan terminologi rekayasa atau manipulasi.

Akun Adalah catatan elektronik multi-pengguna yang tercatat pada suatu sistem elektronik dan menunjuk 
pada seorang pengguna (akun).138

Browser Adalah aplikasi atau program komputer (sistem elektronik) yang digunakan untuk menjelajah atau 
membuka halaman World Wide Web. Umumnya browser yang digunakan adalah Google Chrome, 
Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Opera, Safari, dan sebagainya.

Channel Terhubungnya suatu perangkat elektronik baik dalam bentuk perangkat keras (hardware) dan 
perangkat lunak (software) dalam suatu jaringan sistem elektronik untuk melakukan komunikasi dua 
arah

Chatting Berasal dari kata chat yang digunakan oleh para pengguna komputer atau pengguna internet untuk 
berkomunikasi dalam bentuk tulisan (text) secara langsung atau realtime.139 Umumnya chat dilakukan 
oleh para pengguna komputer pada sebuah room untuk berkomunikasi. Sedangkan istilah chatting 
adalah istilah chat (dalam bahasa Inggris) yang digunakan dalam bahasa sehari-hari untuk menjelaskan 
aktivitas berkomunikasi antar para pengguna komputer (internet). Sejalan perkembangan teknologi 
informasi dan komunikasi aktivitas chat saat ini tidak hanya terbatas pada bentuk komunikasi tulisan 
(text) saja, tetapi juga bisa dilakukan dalam bentuk kombinasi antara tulisan (text), suara, gambar, dan 
video.

Create Story Adalah terminologi yang dikenal di dalam media sosial Instagram. Create story pada prinsipnya adalah 
tindakan memposting foto dan video yang dilakukan oleh pengguna media sosial Instagram.140 Story 
pada media sosial Instagram akan hilang secara otomatis dalam waktu 24 jam.141

Cybercrimes Adalah tindakan pelanggaran hukum dengan menggunakan komputer,142 di antaranya adalah 
melakukan pencurian data elektronik, perubahan, rekayasa, dan/atau tindakan pelanggaran hukum 
lainnya.

Tabel 3. 3. Terminologi dalam Kaitannya TIK
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Cyberspace Adalah bagian atau tempat ruang di dalam jaringan komputer. Secara peristilahan cyberspace adalah 
tempat diberlakukannya aturan hukum (cyber law).  Sedangkan ruang lingkup dari hukum siber (cyber 
law) antara lain masalah tentang kebebasan berpendapat secara daring (online), masalah bisnis secara 
online, hak kekayaan intelektual, privasi, yurisdiksi dan sebagainya.144

Data interference Adalah tindakan kesengajaan secara tanpa hak untuk merusak dan/atau menghapus dan/atau 
merekayasa data elektronik termasuk tindakan memasukkan kode program yang membahayakan 
si pemilik data elektronik.145 Interferensi tidak terbatas pada data elektronik tetapi juga bisa dalam 
dilakukan kepada perangkat lunak (software) dan/atau perangkat keras (hardware).146

Domain Domain bisa diartikan sebagai variable independent yang memiliki fungsi sebagai atribut pangkalan 
data atau bisa juga diartikan dengan alamat komputer pada jaringan internet yang menunjuk pada 
situs (website) tertentu.147

Editing Adalah tindakan untuk mengubah suatu file atau dokumen elektronik. Umumnya editing adalah 
tindakan untuk memperbanyak (copy), menyalin (paste), dan/atau tindakan rekayasa lainnya.148 

Fitur Adalah serangkaian logika sistem elektronik yang menampilkan fungsi dan/atau kemampuan tertentu 
kepada penggunanya untuk melakukan suatu tindakan.149 

Gigabyte Adalah perhitungan informasi bit dalam istilah komputer dengan unit terkecil adalah bit.150 Satuan 
data dari yang terkecil adalah bit, byte, kilobyte, megabyte gigabyte, terabyte, petabyte, exabyte, zettabyte 
dan yottabyte. 

Kata kunci Adalah kata kunci dalam bentuk kata, yang umumnya dikenal dalam bahasa pemrograman yang bisa 
digunakan untuk memerintahkan sistem operasi.152

Kata sandi/ 
password

Adalah metode keamanan untuk mengidentifikasikan pengguna yang terdaftar ke dalam jaringan 
sistem elektronik. Umumnya kata sandi/password dibuat dengan kombinasi huruf, angka dan/atau 
simbol karakter yang ada pada keyboard.153

Kode akses Adalah karakter yang dimasukkan pengguna komputer (internet) yang digunakan untuk memverifikasi 
suatu identitas ke jaringan sistem elektronik dan perangkat elektronik untuk dapat masuk dan/atau 
terhubung ke dalam jaringan sistem elektronik.154

Konten Adalah isi dari informasi elektronik yang menampilkan suatu muatan baik dalam bentuk tulisan (text), 
gambar, suara, video dan/atau kombinasinya.

Link Adalah suatu program yang dapat menghubungkan satu objek dengan objek lainnya dalam sistem 
elektronik.155 Umumnya digunakan untuk menghubungkan elemen dokumen dalam bentuk teks. 
Namun bisa juga dalam bentuk lainnya seperti kata, simbol, gambar, dan sebagainya. 

Link URL Adalah akronim dari Uniform Resource Locator, yaitu alamat pada internet yang digunakan oleh sistem 
elektronik berupa browser untuk membuka halaman internet (internet pages) di antaranya adalah http: 
untuk mengakses dan/atau membuka World Wide Web (WWW).156

Login Adalah menghubungkan ke dalam jaringan komputer atau jaringan sistem elektronik di dalam 
terminologi di UU-ITE. Peristilahan selain login adalah log on yang sama-sama berarti menghubungkan 
ke dalam jaringan sistem komputer.157

Media Online Adalah tayangnya suatu data elektronik berupa foto, musik, video di dalam jaringan internet.158 
Terminologi media online biasanya digunakan untuk menunjuk suatu website tertentu, misalnya 
website: berita, media sosial, atau media lainnya di internet.

enhanced-reader.html?openApp&pdf=https%3A%2F%2Fwww.
oas.org%2Fjuridico%2Fspanish%2Fcyber%2Fcyb10_slide.pdf.
146 Bandingkan dengan pasal 4-7 Konvensi Budapest. 
Budapest, “Budapest Convention on Cybercrime” (2001).
147 Rigdon, Dictionary of Computer and Internet Terms. hlm: 
413.
148 Rigdon. hlm: 441-442.
149 Rigdon. hlm: 498-499
150 Downing et al., Dictionary of Computer and Internet Terms. 
hlm: 152.
151 Alison Eldridge, “What Comes After Terabyte? | Britannica,” 

accessed December 12, 2020, https://www.britannica.com/
story/what-comes-after-terabyte.
152 Dyson, Dictionary of Networking. Hlm: 209.
153 Dyson. hlm: 293.
154 Danesi, Dictionary of Media and Communication. Hlm: 18.
155 Microsoft, Microsoft Computer Dictionary. hlm: 312.
156 Microsoft. hlm: 542
157 Werner Fiebel, Encyclopedia of Networking, Second Edi 
(Almeda, CA: Sybex, 1996). hlm: 221.
158 “Screenshot | Definition of Screenshot at Dictionary.Com,” 
accessed December 12, 2020, https://www.dictionary.com/
browse/screenshot.
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Online (daring) Adalah berkaitan dengan kondisi pengguna komputer (Internet) terhubung dengan server atau 
menunjukkan status bahwa pengguna komputer sedang terhubung pada jaringan internet.159

Platform Secara teknis platform adalah basis teknologi yang digunakan dalam sistem elektronik.160 Namun 
dalam bahasa sehari-hari terkadang terminologi platform sering kali digunakan untuk menunjuk 
suatu aplikasi (sistem elektronik) yang tersedia di Internet seperti misalnya: toko online, forum, dan 
sebagainya.

Publish Membuat suatu data elektronik berupa tulisan (text), gambar, suara, video, dan/atau kombinasinya 
dapat dilihat oleh pengguna internet lainnya di dalam jaringan sistem elektronik internet.161

Screenshot Adalah hasil tangkapan layar (screen capture)162 yang ditampilkan dalam bentuk gambar163  dan dapat 
disimpan dan dibagikan (share). Terminologi screenshot di dalam UU-ITE bisa diartikan dengan hasil 
cetakan dokumen elektronik,164 baik dalam bentuk tangkapan layar maupun dalam bentuknya yang 
tercetak secara fisik.

Start-up Secara teknis start-up proses adalah suatu perangkat komputer atau gawai cerdas (smartphone) 
pertama kali dihidupkan dari keadaan mati.165 Namun dalam penggunaan dalam percakapan sehari-
hari terminologi start-up juga sering kali digunakan untuk menunjuk suatu perusahaan baru atau 
wirausaha baru yang sedang membangun atau menjalankan usaha.166 

Status Adalah kondisi pada saat waktu tertentu di mana perangkat keras (hardware) dan/atau perangkat 
lunak (software) dan/atau pengguna komputer (internet) dalam keadaan tertentu, misalnya dalam 
keadaan tersambung dengan jaringan internet, dalam keadaan aktif, dan/atau dalam keadaan 
tertentu.  Status juga bisa digunakan sebagai istilah di media sosial yang menunjuk si pengguna media 
sosial sedang melakukan suatu aktivitas tertentu.167

System interference Adalah suatu tindakan tanpa hak dalam merusak dan/atau merekayasa sistem elektronik168 yang 
dilakukan dengan berbagai cara (cara apa pun).169

Upload (unggah) Adalah salah satu bentuk komunikasi yang dilakukan dengan cara mengirimkan suatu file atau data 
elektronik dari satu komputer ke komputer lainnya melalui jaringan sistem elektronik.170

User Publisher Adalah produk informasi yang dikeluarkan oleh pengguna media sosial dalam mempublikasikan 
suatu informasi.171  User publisher adalah perubahan dari layanan informasi yang diberikan oleh media 
sosial kepada penggunanya dengan bentuk user-centris dari yang sebelumnya saluran berita hanya 
dikirimkan oleh pihak pers. Dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, setiap orang 
(khususnya pengguna media sosial) yang memiliki informasi yang dapat publikasikan informasinya ke 
dalam berbagai bentuk saluran informasi, khususnya saluran informasi melalui jaringan internet.172

Video Adalah menunjuk pada hasil rekaman, manipulasi dan tayangan yang menunjukkan gambar.173  
Umumnya video berisikan tayangan film, program acara televisi dan tayangan media telekomunikasi 
pada umumnya.174 Namun dalam perkembangannya video bisa saja dibuat oleh orang perseorangan 
untuk ditampilkan di media sosial atau di internet dengan rekayasa atau manipulasi (editing) ataupun 
tanpa adanya rekayasa (editing). 

159 Danesi, Dictionary of Media and Communication. hlm: 857.
160 Danesi. hlm: 930
161 Danesi. hlm: 990.
162 “Screenshot | Definition of Screenshot at Dictionary.Com.”
163 “What Is a Screenshot? | TechSmith,” accessed December 
12, 2020, https://www.techsmith.com/blog/screenshot/.
164 Lihat: Republik Indonesia) Mahkamah Konstitusi, “Salinan 
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 20/PUU-XIV/2016,” no. 
6 (2016): 1–105.
165 Danesi, Dictionary of Media and Communication. hlm: 
1221.
166 Bandingkan: Amy Fontinelle, “Startup Definition,” accessed 
December 12, 2020, https://www.investopedia.com/ask/
answers/12/what-is-a-startup.asp.
167 Danesi, Dictionary of Media and Communication. hlm: 
1226.

168 Bandingkan dengan pasal 5 Konvensi Budapest Tahun 
2001.
169 Bandingkan dengan pasal 30 dan pasal 32 UU-ITE. 
Republik Indonesia, “Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 
Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik” (2008).
170 Dyson, Dictionary of Networking. hlm: 398-399.
171 “The News Publishers’ Guide to Engaging Audiences 
on Social Media | What’s New in Publishing | Digital 
Publishing News,” accessed December 12, 2020, https://
whatsnewinpublishing.com/the-news-publishers-guide-to-
engaging-audiences-on-social-media/.
172 Paul Bullock, “How Social Media Platforms Became 
Publishers & Why That Matters | by Paul Bullock | Medium,” 
accessed December 12, 2020, https://medium.com/@
pbullockuk/how-social-media-platforms-became-publishers-
why-that-matters-2906f34e4aae.
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173 “What Is Video? Webopedia Definition,” accessed 
December 12, 2020, https://www.webopedia.com/TERM/V/
video.html.
174 “Video | Definition of Video at Dictionary.Com,” accessed 
December 12, 2020, https://www.dictionary.com/browse/
video.
175 Michael Cohn, “Defining Your Social Media Avatar,” 
accessed December 12, 2020, https://www.compukol.com/
defining-your-social-media-avatar/.
176 “What Is Bitly? – Bitly Support,” accessed December 12, 
2020, https://support.bitly.com/hc/en-us/articles/230895688-
What-is-Bitly-.
177 “Bitmoji | Meaning in the Cambridge English Dictionary,” 
accessed December 12, 2020, https://dictionary.cambridge.
org/dictionary/english/bitmoji.
178 Tyler Lacoma and Paula Beaton, “What Is Bitmoji? | 

Digital Trends,” accessed December 12, 2020, https://www.
digitaltrends.com/mobile/what-is-bitmoji/.
179 Varinder Taprial & Priya Kanwar, Understanding Social 
Media, Understanding Social Media (California, USA: Varinder 
Taprial & Priya Kanwar & Ventus Publishing ApS, 2012). hlm: 
22.
180 “Boardreader - Social Media Marketing For Dummies, 
2nd Edition [Book],” accessed December 12, 2020, 
https://www.oreilly.com/library/view/social-media-
marketing/9781118236307/a10_33_9781118236307-ch25.
html.
181 “Clickbait | Definition of Clickbait by Merriam-Webster,” 
accessed December 12, 2020, https://www.merriam-webster.
com/dictionary/clickbait.
182  Mellissa Mackey, “What Is Click-Through Rate & Why CTR 
Is Important,” 2019, https://www.searchenginejournal.com/
ppc-guide/click-through-rate-ctr/.

Selain terminologi yang telah dijelaskan di bagian sebelumnya, untuk 
dapat memberikan gambaran yang lebih baik dalam memahami media 
sosial di internet yang digunakan maka berikut ini adalah penjelasan 
tentang terminologi yang umum digunakan di dalam penggunaan 
media sosial.

Terminologi Penjelasan

Avatar Adalah manifestasi tampilan pengguna media sosial yang diwakili dengan gambar tertentu175 sehingga 
pengguna media sosial lainnya dapat mengenali pengguna sosial yang dihubunginya, salah satunya 
dengan mengenali avatar yang digunakannya.

Bitly Adalah manajemen tautan (link) yang digunakan untuk mengkostumisasi alamat tautan (link)176 yang 
panjang menjadi lebih singkat dan/atau agar dapat diingat secara lebih mudah.

Bitmoji Adalah representasi dari pengguna media sosial yang diwakili dengan gambar kartun.177  Bitmoji 
pertama kali muncul pada tahun 2007178 yang pada prinsipnya dalam penggunaannya memiliki 
kemiripan dengan avatar sebagai representasi pengguna media sosial. Bitmoji dapat digunakan di 
berbagai media sosial yang mendukung fitur Bitmoji.

Blog Adalah catatan peristiwa atau pesan yang tersusun secara kronologis pada website.179 Umumnya blog 
digunakan oleh orang seperti layaknya buku diari berbentuk digital untuk menuliskan segala hal yang 
ingin ditulisnya.

Blogger Adalah orang yang melakukan aktivitas menulis blog 

Boardreader Adalah sistem elektronik yang digunakan untuk melakukan analisis diskusi berbagai subjek.180 

Clickbait Adalah suatu judul yang memancing pembaca untuk membuka judul tersebut.181 Umumnya yang 
muncul dari suatu informasi clickbait antara lain artikel, gambar, video, dan/atau kombinasinya. 
Clickbait umumnya dilakukan untuk memancing agar orang yang melihatnya membuka atau 
melakukan (click). Dengan judul yang memancing maka diharapkan akan ada banyak orang melakukan 
klik.

Clickthrough Rate Adalah persentasi dari jumlah banyaknya orang yang membuka suatu halaman website,182 sehingga 
secara kuantitatif menunjukkan popularitas suatu website. Dengan tingginya jumlah klik (click) atau 
orang yang membuka suatu alamat website dan/atau media sosial maka ia akan mendapat peluang 
untuk dibayar dengan cara dipasangkan iklan oleh perusahaan. Dengan adanya pemasangan iklan, 
maka secara langsung akan dapat memberikan manfaat finansial bagi pemilik website dan/atau media 
sosial. 

Tabel 3. 4. Terminologi yang Digunakan di Media Sosial
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Comment Adalah suatu respon dari pengguna media sosial atas posting yang dikirimkan oleh penguna media 
sosial lainnya. Suatu komentar atau comment umumnya dilakukan untuk merespon suatu posting, 
sehingga terjadi diskusi dari posting yang disampaikan dari pengguna media sosial yang melakukan 
posting pertama kali. 

Direct Message (DM) Adalah pesan baik berupa tulisan, gambar, suara, video dan/atau kombinasinya yang hanya dikirimkan 
oleh pengirim kepada satu orang penerima pesan.

Emoji Adalah simbol berupa gambar atau ikon dalam komunikasi data elektronik yang digunakan di media 
sosial untuk mengekspresikan kondisi dan/atau situasi orang dalam suatu komunikasi.183

Endorsement Adalah tindakan mendukung sesuatu produk atau gagasan atau dukungan lainnya yang digunakan 
dengan menggunakan media sosial.184 Umumnya endorsement digunakan di media sosial untuk 
mempopulerkan suatu barang atau jasa oleh pengguna media sosial yang memiliki banyak pengikut 
(follower) agar barang atau jasa yang didukungnya itu menjadi lebih populer.

Engagement Rate Adalah keterlibatan para pengguna media sosial dalam suatu informasi tertentu. Parameter 
pengukuran engagement rate antara lain: lama kunjungan di suatu halaman website, jumlah respon, 
jumlah komentar, jumlah share di media sosial. Semakin tinggi angka kuantitatifnya maka tingkat 
engagement rate-nya dianggap baik.185

Instant Messaging Adalah aplikasi (sistem elektronik) yang terhubung dengan suatu jaringan untuk digunakan sebagai 
sarana pengiriman pesan dalam bentuk data elektronik, baik berupa tulisan (text), suara, gambar, 
video, dan/atau kombinasinya.

Like Adalah respon dari pengguna media sosial atas suatu posting yang dikirimkan oleh pengguna media 
sosial lainnya. Like adalah symbol yang ditunjukkan dengan jempol ke atas. Lawan dari like adalah 
dislike atau rasa tidak suka yang juga digunakan sebagai respon atas suatu posting di media sosial yang 
disimbolkan dengan gambar telunjuk mengarah ke bawah.

Live streaming Adalah tayangan video secara langsung yang dimainkan oleh pengguna media sosial untuk dapat 
dilihat oleh pengguna media sosial lainnya. Pada tayangan live streaming umumnya si penayang video 
dapat mengatur siapa saja pihak yang dapat melihat tayangan video yang ditayangkannya. Pada 
tayangan live streaming tidak bisa melintas media sosial. Artinya pada tayangan live streaming di media 
sosial Instagram, maka hanya akan dapat dilihat oleh pengguna media sosial Instagram saja.

Lurker Adalah orang yang melihat suatu percakapan di dalam ruang chat tanpa merespon186 atau orang 
yang berada di dalam percakapan di media sosial tetapi tidak melakukan aktivitas apapun dalam 
percakapan yang terjadi atau hanya diam saja.

Meme Adalah perilaku atau ide yang diekspresikan dalam bentuk gambar untuk meniru orang lain.187  
Umumnya meme digunakan untuk bahan lelucon pada suatu foto yang diberikan tulisan tertentu dan 
dikirimkan oleh seseorang dalam suatu percakapan (chat room) di dalam grup.

Mention Adalah alat untuk memonitor penyebutan yang tertulis di internet. Bagi bisnis tingginya jumlah 
mention akan dapat mengukur seberapa populer barang atau jasa yang dimilikinya.188 Umumnya 
mention digunakan di media sosial untuk menyebut dan/atau menunjuk sesuatu atau juga digunakan 
untuk menunjuk pengguna media sosial lainnya.

183 “Emoji | Definition of Emoji by Merriam-Webster,” accessed 
December 12, 2020, https://www.merriam-webster.com/
dictionary/emoji.
184 “Endorsement | Definition of Endorsement by Merriam-
Webster,” accessed December 12, 2020, https://www.
merriam-webster.com/dictionary/endorsement.
185 “What Is Engagement Rate? | Sprout Social,” accessed 
December 12, 2020, https://sproutsocial.com/glossary/
engagement-rate/.
186 “LURKER | Meaning in the Cambridge English Dictionary,” 
accessed December 12, 2020, https://dictionary.cambridge.
org/dictionary/english/lurker.

187 “Meme | Definition of Meme by Merriam-Webster,” 
accessed December 12, 2020, https://www.merriam-webster.
com/dictionary/meme.
188 “What Are Mentions — and Why They Matter for 
Ecommerce | BigCommerce,” accessed December 12, 2020, 
https://www.bigcommerce.com/ecommerce-answers/what-
are-mentions/.
189 “What Is Native Advertising - How It Works | Outbrain.
Com,” accessed December 12, 2020, https://www.outbrain.
com/native-advertising/.
190 “What Is Newsjacking? | Sprout Social,” accessed 
December 12, 2020, https://sproutsocial.com/glossary/
newsjacking/.
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Native Advertising Adalah iklan berbayar di media sosial189 yang digunakan oleh pemasang iklan untuk mempopulerkan 
barang atau jasa yang dimilikinya di kalangan pengguna media sosial.

Newsjacking Adalah terminologi yang diperkenalkan oleh David Meerman Scoot.190 Newsjacking adalah proses 
di mana seseorang memasukan ide atau gagasannya dari suatu trending topik berita yang sedang 
berlangsung dengan menggunakan kemampuan analisis dari trending berita. Newsjacking umumnya 
digunakan oleh marketing untuk menumpang popularitas dari suatu pemberitaan pada publik figure 
sehingga popularitasnya barang atau jasa yang dilakukan newsjacking menjadi ikut populer bersama 
dengan pemberitaan publik figur yang beritanya ditumpanginya.191 

Permalink Adalah tautan untuk menuju pada halaman website yang telah ditentukan. Permalink biasanya 
digunakan untuk menghubungkan suatu blog atau pada posting di media sosial.192

Podcast Adalah rekaman suara dari seseorang yang memaparkan tentang suatu ide, topik atau bahan diskusi 
yang dibagi-bagikan kepada orang lain melalui media sosial. Umumnya pada podcast terdiri dari satu 
atau dua orang yang sedang melakukan diskusi tentang isu-isu tertentu. Kemudian rekaman suara 
diskusi yang direkam dibagikan (share) atau diunggah (upload) ke suatu platform agar dapat didengar 
oleh orang lain. Selain itu, podcast juga bisa ditayangkan secara langsung (live). 

RSS Feed Adalah singkatan dari Really Simple Syndication yang digunakan oleh para pengguna Blog (blogger) atau 
podcasts berupa notifikasi atas posting blog terbaru yang dilakukan oleh pangguna blog lainnya.193

RSS Reader Adalah program untuk menarik pemutakhiran data yang tampil dari format RSS pada suatu website 
atau pesan, sehingga pengguna dapat melihat kumpulan informasi yang ditayangkan dari RSS 
reader.194  

User-Generated 
Content (UGC)

Adalah pengguna suatu platform yang membuat suatu content di dalamnya. Adapun ciri dari 
User-Generated Content (UGC) antara lain: (1) derajat kontribusi personalnya yang tinggi, yaitu dari 
mulai mempersiapkan bahan, melakukan posting, merespon serta membalas komentar, (2) UGC 
dipublikasikan agar dapat dilihat oleh orang lain, (3) UGC bisa dibuat di luar profesi dan bidang 
profesional si pembuatnya.195

Viral Adalah tersebarnya suatu informasi di internet secara masif. Viral berasal dari terminologi yang 
digunakan di dalam terminologi mikrobiologi, khususnya di bidang virulogi yang kemudian 
penggunaan terminologinya digunakan untuk menggambarkan suatu informasi yang sudah tersebar 
di internet atau tersebar di media sosial.

Vlog Adalah video blog yang dibuat oleh si pembuat video untuk menjelaskan atau menceritakan sesuatu 
dalam bentuk video dan dipublikasikan di media sosial. Dengan dipublikasikannya di media sosial 
maka video yang dibuat dapat dilihat, direspon, dan dikomentari oleh orang yang melihatnya. Aktivitas 
dari orang yang merekam video blog dalam bahasa sehari-hari disebut dengan sebutan vlogging.196

191 David Meerman Scott, “Real Time Selling (Newsjacking 
Examples) To GET ATTENTION! With David Meerman Scott 
- YouTube,” accessed December 12, 2020, https://www.
youtube.com/watch?v=rPL21ff_p0g.
192 “How To Get The Permalink Of A Social Media Post - Cori 
Ramos,” accessed December 12, 2020, https://corinaramos.
net/social-media-permalink/.
193 “How Do RSS Feeds Work? | RSS.Com Podcasting,” 
accessed December 13, 2020, https://rss.com/blog/how-do-
rss-feeds-work/.
194 Downing et al., Dictionary of Computer and Internet Terms. 
hlm: 1092-1093.

195 Teresa K. Naab and Annika Sehl, “Studies of User-
Generated Content: A Systematic Review,” Journalism 18, no. 
10 (2017): 1256–73. hlm: 6-7.
196 “What Is Vlogging? | The Arts Development 
Company,” accessed December 13, 2020, https://
theartsdevelopmentcompany.org.uk/resources/good-to-
know-1/what-is-vlogging-2/.
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Terminologi selanjutnya yang akan dijelaskan adalah terkait perangkat 
keras (hardware) yang menjadi perangkat elektronik dalam kaitannya 
informasi dan transaksi elektronik.

Hardware Penjelasan

DVD Adalah kepanjangan dari Digital Video Disk atau Digital Versatile Disk,197 yaitu keping cakram yang 
digunakan untuk menyimpan data. Umumnya menyimpan data dalam bentuk rekaman video atau 
program televisi atau rekaman data elektronik lainnya.

Flashdisk Adalah terminologi yang digunakan di dalam bahasa sehari-hari. Terminologi aslinya adalah Flash 
Drive, yaitu media penyimpanan data elektronik yang dihubungkan ke perangkat elektronik komputer 
dengan melalui slot USB.198

Handphone Adalah telepon selular yang memiliki fungsi untuk menerima panggilan telepon, melakukan panggilan 
telepon dan mengirimkan pesan singkat dalam bentuk tulisan (text), suara, gambar, video dan/atau 
kombinasinya. Terminologi handphone sering kali tidak hanya menunjuk pada perangkat telepon 
selular yang hanya memiliki fungsi telepon dan pengiriman pesan singkat saja, tetapi juga menunjuk 
pada perangkat smartphone atau gawai cerdas.199 Istilah handphone adalah istilah yang digunakan 
di dalam bahasa sehari-hari di Asia, termasuk Indonesia. Sedangkan di negara Eropa atau Amerika 
Serikat sebutannya antara lain mobile phone, cellphone atau smartphone.200

IMEI Adalah kepanjangan dari International Mobile Equipment Identity.201 IMEI memiliki kemiripan dengan 
serial number, akan tetapi memiliki perbedaan dalam hal pembuatnya. Serial number dibuat oleh 
pabrikan perangkat elektronik, sedangkan IMEI dibuat oleh GSMA (Groupe Spéciale Mobile Association). 
Pada prinsipnya IMEI adalah menunjuk pada suatu perangkat telepon yang menunjukkan identitas 
dari perangkat telepon.

Kartu Memori Adalah media penyimpanan yang disematkan ke dalam perangkat elektronik, umumnya ke dalam 
perangkat gawai cerdas (smartphone). Peristilahan kartu memori adalah istilah yang digunakan di 
dalam bahasa sehari-hari. Adapun terminologi aslinya adalah memory stick.202

Komputer Definisi komputer di dalam pasal 80 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda adalah 
geautomatiseerd werk atau automated work (bahasa Inggris), yaitu perangkat elektronik yang memiliki 
fungsi menyimpan, memproses dan mentransfer.203 Definisi komputer di dalam bahasa Belanda 
difokuskan untuk membedakan fungsi dari komputer yang hanya memproses data elektronik, 
sehingga menunjuk pada fungsi dari komputer yang dibuat terminologinya menjadi sederhana yaitu 
geautomatiseerd werk.204

Laptop Adalah komputer portable atau dikenal juga dengan sebutan notebook yaitu suatu komputer yang 
secara satu kesatuan terdiri atas layar, keyboard, dan trackpad atau mouse.205 Istilah lainnya yang 
digunakan untuk laptop antara lain adalah netbook, yaitu laptop yang umumnya memiliki  spesifikasi 
perangkat keras (hardware) yang lebih rendah dibandingkan dengan laptop pada umumnya.

MicroSD Adalah media penyimpanan dalam bentuk kecil yang umumnya digunakan dalam smartphone 
digunakan untuk menyimpan data elektronik.206

Nano Simcard Adalah generasi ketiga dari kartu SIM (SIM Card/Subscriber Identity Module) yang diperkenalkan pada 
tahun 2012207 dengan bentuk yang lebih kecil dari kartu SIM sebelumnya dan memiliki kemampuan 
penulisan data dan kecepatan data yang lebih baik dari kartu SIM generasi sebelumnya.208

Tabel 3. 5. Terminologi dalam Kaitannya Perangkat Keras

197 “DVD | Definition, Development, & Facts | Britannica,” 
accessed December 12, 2020, https://www.britannica.com/
technology/DVD.
198 “Flash Drive Definition,” accessed December 12, 2020, 
https://techterms.com/definition/flashdrive.
199 “What Is a Mobile Phone? - Definition from Techopedia,” 
accessed December 12, 2020, https://www.techopedia.com/
definition/2955/mobile-phone.
200 “Handphone Definition and Meaning | Collins English 
Dictionary,” accessed December 12, 2020, https://www.
collinsdictionary.com/dictionary/english/handphone.

201 “What Is IMEI (International Mobile Equipment Identity)? - 
Definition from WhatIs.Com,” accessed December 12, 2020, 
https://whatis.techtarget.com/definition/IMEI-International-
Mobile-Equipment-Identity.
202 “Memory Stick Definition,” accessed December 12, 2020, 
https://techterms.com/definition/memorystick.
203 Bert-Jaap Koops, “Cybercrime Legislation in the 
Netherlands,” 2010. hlm: 6.
204 Bandingkan dengan pasal 1 angka 14 UU-ITE.
205 “Laptop Definition,” accessed December 12, 2020, https://
techterms.com/definition/laptop.
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206 “Micro SD Card | Article about Micro SD Card by The 
Free Dictionary,” accessed December 12, 2020, https://
encyclopedia2.thefreedictionary.com/Micro+SD+Card.
207 “What Is a SIM Card and What Does It Do: The Simple 
History of SIM Cards,” accessed December 12, 2020, https://
kwikboost.com/blog/the-history-of-sim-cards/.
208 “What Is a SIM Card? A Definition from WhatIs.
Com,” accessed December 12, 2020, https://
searchmobilecomputing.techtarget.com/definition/SIM-card.
209 “The History of the SIM Card: Where It’s Going and Where 
It’s Been,” accessed December 12, 2020, https://www.aeris.

com/news/post/the-history-of-the-sim-card-where-its-going-
and-where-its-been/.
210 “Printer Definition,” accessed December 12, 2020, https://
techterms.com/definition/printer.
211 “Smartphone Definition,” accessed December 12, 2020, 
https://techterms.com/definition/smartphone.
212 “What Is a SIM Card? A Definition from WhatIs.Com.”
213 Union, Definitions of World Telecommunication / ICT 
Indicators.

Print Out Screenshot Adalah hasil cetakan dari hasil tangkapan layar (screenshot) atas suatu data elektronik yang ditangkap 
atau direkam.209

Printer Adalah mesin cetak untuk mencetak dokumen elektronik dari perangkat elektronik seperti komputer, 
laptop, smartphone, dan perangkat elektronik lainnya. Printer miliki tiga jenis, yaitu: (1) printer dot 
matrix, dengan pita hitam, (2) inkjet, dengan tinta, dan (3) laser printer, dengan bubuk tinta.210 Untuk 
mencetak suatu dokumen elektronik perintah pencetakan dikirimkan berupa data elektronik kepada 
printer dari komputer yang kemudian printer memprosesnya menjadi hasil cetakan pada suatu media 
yang bisa dicetak seperti pada kertas.

Smartphone (gawai 
cerdas)

Adalah telepon selular yang di dalamnya memiliki fungsi lebih banyak tidak terbatas pada fungsi 
telepon dan pengiriman pesan.211 Beberapa fungsi yang dimilikinya antara lain menampilkan foto, 
memainkan video, terhubung dengan jaringan internet dan menjelajah world wide web dan berbagai 
fungsi komunikasi dan fungsi komputasi.

Simcard Adalah kepanjangan dari Subscriber Identity Modul (SIM),212  yaitu suatu kartu yang digunakan dalam 
perangkat telekomunikasi berupa handphone dan/atau smartphone dengan layanan pra bayar atau 
paska bayar (iuran bulanan).213

USB Adalah kepanjangan dari Universal Serial Bus, yaitu standar slot yang berfungsi sebagia input/output 
untuk menghubungkan suatu perangkat pada komputer.

Terminologi selanjutnya yang akan dijelaskan adalah terminologi yang 
ada di dalam putusan kasus pasal 27 ayat (3) dan pasal 28 ayat (2) 
UU-ITE. Terminologi yang ditemukan di dalam putusan kemudian 
disandingkan dengan terminologi yang ada di dalam UU-ITE, sehingga 
dapat terlihat perluasan atau penyempitan makna dari terminologi di 
dalam UU-ITE dalam praktik hukum penerapan UU-ITE.

Term. UU-ITE Penjelasan

Akses Versi UU-ITE:
adalah kegiatan melakukan interaksi dengan sistem elektronik yang berdiri sendiri atau dalam 
jaringan.

Penafsiran Ahli:
Kegiatan melakukan interaksi dengan sistem elektronik yang berdiri sendiri atau dalam jaringan. 
(Keterangan Ahli ITE, Muhammad Salahuddien Manggalanny, Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2019/PN 
Tjp)

Kegiatan melakukan interaksi dengan sistem elektronik yang berdiri sendiri atau dalam jaringan. 
(Keterangan ahli ITE, Drs. Dianto, M.Si., bin Dasmin, Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2020/PN Pnj)

Kegiatan melakukan interaksi dengan sistem elektronik yang berdiri sendiri atau dalam jaringan. 
(Keterangan Ahli ITE, Deden Imanudin Soleh, S.H.,M.H.,C.L.A. Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2018/PN 
Rkb)

Tabel 3. 6. Terminologi UU-ITE dalam Putusan Pengadilan
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Dokumen Elektronik Versi UU-ITE:
Adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam 
bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/
atau didengar melalui Komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, 
suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau 
perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Penafsiran Ahli:
Setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima atau disimpan dalam bentuk 
analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan atau 
didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, 
suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau 
perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. 
(Keterangan Ahli ITE, Deden Imanudin Soleh, S.H.,M.H.,C.L.A. Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2018/PN 
Rkb)

Mencakup setiap dokumentasi atau rekaman dari informasi elektronik itu sendiri. (Keterangan Ahli ITE, 
Muhammad Salahuddien Manggalanny, Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2019/PN Tjp)

Informasi Elektronik Versi UU-ITE:
Adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, 
gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), 
telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang 
telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Penafsiran Ahli:
Satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, 
peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektornik (electonic mail), telegram, 
teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi atau 
sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti 
atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. (Keterangan Ahli ITE, Deden Imanudin 
Soleh, S.H.,M.H.,C.L.A. Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2018/PN Rkb)

Meliputi setiap karakter dari data/informasi yang direpresentasikan melalui sistem elektronik. 
(Keterangan Ahli ITE, Muhammad Salahuddien Manggalanny, Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2019/PN 
Tjp).

Membuat Dapat 
Diakses*

Versi UU-ITE:
Adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui sistem elektronik 
yang menyebabkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dapat diketahui pihak lain atau 
publik.*

Penafsiran Ahli:
Memiliki makna membuat informasi atau dokumen elektronik dapat diakses oleh orang lain, baik 
secara langsung maupun tidak langsung. (Keterangan Ahli ITE, Deden Imanudin Soleh, S.H.,M.H.,C.L.A. 
Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2018/PN Rkb)

Aktivitas memberikan peluang atau potensi dibukanya, masuknya atau dilihatnya informasi/dokumen 
elektronik. (Menurut ahli ITE, Teguh Arifiyadi, S.H., M.H., CEH., CHFI. Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2020/
PN.Skt)

Semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui Sistem Elektronik 
yang menyebabkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dapat diketahui pihak lain 
atau publik. Termasuk di dalam pengertian ini adalah dengan memberikan tautan (link) ataupun 
memberikan kode akses (password). (Keterangan Ahli ITE, Muhammad Salahuddien Manggalanny, 
Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2019/PN Tjp)

Semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui sistem elektronik yang 
menyebabkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dapat diketahui pihak lain atau 
publik. (keterangan ahli ITE, Drs. Dianto, M.Si., bin Dasmin, Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2020/PN Pnj)
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Mendistribusikan* Versi UU-ITE:
Adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik 
kepada banyak orang atau berbagai pihak melalui sistem elektronik.*

Penafsiran Ahli:
Mengirim informasi atau dokumen elektronik kepada beberapa pihak atau tempat melalui atau 
dengan sistem elektronik. (Keterangan Ahli ITE, Deden Imanudin Soleh, S.H., M.H., C.L.A. Putusan 
Nomor 110/Pid.Sus/2018/PN Rkb)

Mengirimkan dan/ atau menyebarkan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik kepada 
banyak orang atau berbagai pihak melalui sistem elektronik. Termasuk dalam pengertian ini adalah 
mengirimkan informasi atau dokumen elektronik kepada beberapa pihak atau tempat melalui atau 
dengan sistem elektronik. (Keterangan Ahli ITE, Muhammad Salahuddien Manggalanny, Putusan 
Nomor 109/Pid.Sus/2019/PN Tjp)

Menyalurkan (membagikan, mengirimkan) kepada beberapa orang atau beberapa tempat. Dalam 
konteks tindak pidana penghinaan dengan menggunakan sarana teknologi informasi menurut 
UU-ITE. Kiranya perbuatan mendistribusikan diartikan sebagai perbuatan dalam bentuk dan cara 
apa pun yang sifatnya menyalurkan, membagikan, mengirimkan, memberikan, menyebarkan 
informasi elektronik kepada orang lain atau tempat lain dalam melakukan transaksi elektronik dengan 
menggunakan teknologi informasi. (Keterangan ahli ITE, Drs. Dianto, M.Si., bin Dasmin, Putusan Nomor 
119/Pid.Sus/2020/PN Pnj)

Mentransmisikan* Versi UU-ITE:
Adalah mengirimkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang ditujukan kepada satu 
pihak lain melalui sistem elektronik*

Penafsiran Ahli:
Aktivitas pengiriman informasi/dokumen elektronik dengan memanfaatkan media elektronik dari satu 
point (titik) ke point lainnya secara elektronis. (Menurut ahli ITE, Teguh Arifiyadi,S.H.,M.H.,CEH.,CHFI. 
Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2020/PN.Skt)

Mengirimkan SMS atau foto atau video dengan MMS dari satu telepon genggam/ handphone (HP) ke 
satu telepon genggam/ handphone (HP) lain, atau dari satu ID BBM atau Line atau whatsapp ke satu 
ID BB< atau Line atau Whatsapp lain. (Keterangan Ahli ITE, Muhammad Salahuddien Manggalanny, 
Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2019/PN Tjp)

Perbuatan mengandung arti yang lebih spesifik dan bersifat teknis. Khususnya teknologi informasi 
elektronika jika dibandingkan dengan perbuatan mendistribusikan. (Keterangan ahli ITE, Drs. Dianto, 
M.Si., bin Dasmin, Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2020/PN Pnj)

Menyebarkan 
Informasi*

Versi UU-ITE:
Tidak dijelaskan secara eksplisit namun bisa dikaitkan dengan terminologi mendistribusikan*

Penafsiran Ahli:
Membagi-bagikan informasi elektronik, mengirimkan, menghamburkan informasi, menyiarkan 
informasi elektronik, mengirimkan, menghamburkan informasi, menyiarkan informasi termasuk 
tulisan, data, gambar, foto, video, lambang, simbol, dan peta elektronik. (Keterangan ahli ITE, Drs. 
Dianto, M.Si., bin Dasmin, Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2020/PN Pnj)

Menyebarkan informasi dengan cara mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat 
dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/
atau dokumen sehingga dalam hal ini hanya menyebarkan dalam sistem elektronik. (Keterangan Ahli 
ITE, Deden Imanudin Soleh, S.H., M.H., C.L.A. Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2018/PN Rkb)
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Transkasi Elektronik Versi UU-ITE:
Adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/
atau media elektronik lainnya.

Penafsiran ahli: 
Perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau 
media elektronik lainnya. (Keterangan ahli ITE, Drs. Dianto, M.Si. bin Dasmin, Putusan Nomor 119/Pid.
Sus/2020/PN Pnj)

Jaringan sistem 
elektronik

Versi UU-ITE:
Jaringan sistem elektronik adalah terhubungnya dua sistem elektronik atau lebih, yang bersifat 
tertutup ataupun terbuka.

Penafsiran Ahli:
Terhubungnya dua sistem elektronik yang berdiri sendiri atau dalam jaringan. (Keterangan Ahli ITE, 
Muhammad Salahuddien Manggalanny, Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2019/PN Tjp)

Catatan:
* Terminologi yang terdapat di dalam rumusan norma perbuatan yang dilarang di dalam UU-ITE 
di pasal 1 bagian definisi dan bagian penjelasan pasal terminologi tidak diberikan penjelasan 
oleh pembuat undang-undang. Kemudian penjelasan tentang terminologi mendistribusikan, 
mentransmisikan, dan membuat dapat diaksesnya baru dimasukkan ke dalam penjelasan pasal 
27 ayat (1) UU-ITE pada saat amandemen undang-undang tahun 2016. 

Selain termiologi yang ada di dalam UU-ITE pada putusan yang 
diteliti juga ditemukan beberapa terminologi di luar UU-ITE yang 
ditafsirkan dalam putusan pengadilan. Beberapa terminologi yang 
ditemukan bisa dijelaskan sebagai berikut.

Term. UU-ITE Penjelasan

Media Sosial Versi UU-ITE:
Tidak dijelaskan

Penafsiran Ahli:
Saluran atau sarana pergaulan sosial secara online di dunia maya (internet). Para pengguna (user) 
media sosial berkomunikasi, berinteraksi, saling kirim pesan, dan saling berbagi (sharing), dan 
membangun jaringan (networking). Contohnya Instragram, Facebook, Twitter, Path, Line, BBM, WeChat, 
Beetalk. (Keterangan ahli ITE, Drs. Dianto, M.Si. bin Dasmin, Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2020/PN Pnj)

Hasil Cetak 
Screenshot

Versi UU-ITE:
Tidak dijelaskan dalam UU-ITE, namun bisa dikaitkan dengan putusan MK No. 20/PUU-XIV/2016 
tentang uji materi bukti elektronik. Dengan demikian maka hasil cetak berupa screenshot atau hasil 
tangkapan layar termasuk kategori cetakan dari informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik.

Penafsiran Ahli:
Suatu gambar tampilan layar yang diambil dari gadget tertentu seperti misalnya perangkat komputer 
atau laptop, tablet PC, bahkan ponsel pintar (smartphone) dengan dukungan sistem operasi seperti 
Iphone (dengan iOS nya) smartphone dengan OS Android ataupun OS yang lainnya kemudian di-print 
atau dicetak. (Keterangan ahli ITE, Drs. Dianto, M.Si., bin Dasmin, Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2020/
PN Pnj.

Teknologi Informasi Versi UU-ITE:
Tidak dijelaskan.

Penafsiran Ahli:
Suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, 
menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi. (Keterangan Ahli ITE, Muhammad Salahuddien 
Manggalanny, Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2019/PN Tjp)

Tabel 3. 7. Terminologi di Luar UU-ITE Yang Ditafsirkan Dalam Putusan
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Berdasarkan terminologi yang ditemukan di 
dalam putusan kasus UU-ITE, terlihat belum 
terlalu banyak yang bisa didapatkan. Meski 
demikian secara penggunaan terminologi akan 
terus bertambah seiring dengan berjalannya 
waktu dalam penerapan UU-ITE. Penafsiran 
terminologi yang tidak dijelaskan di dalam 
UU-ITE saat ini diberikan penjelasannya oleh 
ahli yang kemudian tercantum di dalam putusan 
pengadilan. Dengan adanya pendapat ahli 
pada putusan pengadilan maka terlihat bahwa 
pandangan ahli terkait penjelasan terminologi 
telah diakui pendapatnya. Hal ini menunjukkan 
bahwa peran ahli menjadi sangat penting dalam 
kasus UU-ITE untuk menjelaskan terminologi 
terkait teknologi informasi dan komunikasi (TIK) 
yang menjadi objek perkara di dalam UU-ITE
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BAB IV
Refleksi Penerapan 
Norma Hukum, 
Pencemaran Nama Baik, 
dan Berita Bohong

A.	 Struktur Norma pada Pasal 
27 ayat (3) dan Pasal 28 ayat 
(2) UU-ITE

Pada suatu naskah undang-undang, bagian 
kunci yang harus diketahui terlebih dahulu 
adalah pada bagian definisi. Cakupan dari 
definisi menjadi penting untuk diketahui 
agar terlihat secara jelas bagian dan 
ruang lingkup dari objek suatu undang-
undang, sehingga  suatu fakta hukum 
dapat ditempatkan ke dalam struktur 
norma secara tepat. Dalam kaitannya 
UU-ITE, terdapat beberapa objek kunci 

yang harus dipahami, yaitu, data elektronik, 
perangkat elektronik berupa perangkat 
keras (hardware) dan perangkat lunak 
(software), serta tempat dilakukannya suatu 
perbuatan hukum. 

Berdasarkan ragaan di bawah ini, terlihat 
bahwa dalam suatu transaksi elektronik 
terdapat tiga bagian besar objek yang 
harus terpenuhi selain subjeknya, yaitu 

Ragaan 4. 1. Transaksi Elektronik Berdasarkan UU-UTE
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objek, alat dan kondisinya. Khusus pada 
bagian data elektronik, di dalam definisi 
pada pasal 1 UU-ITE tidak dijelaskan 
definisinya secara tegas, sehingga 
memunculkan pertanyaan atas kedudukan 
data elektronik. Dalam hal ini Shidarta 
memetakan definisi data elektronik yang 
ada di dalam UU-ITE dengan menggunakan 
porphirius sebagaimana yang diajarkan di 
dalam filsafat hukum dalam memetakan 
definisi. Berdasarkan pemetaan definisi 
dikatakan bahwa data elektronik adalah 
genus atau bentuk umum dari informasi 
elektronik dan dokumen elektronik.214  
Dengan menyebutkan data elektronik 
maka sudah secara langsung menunjuk 
informasi elektronik dan/atau dokumen 
elektronik sebagai bentuk yang lebih 
spesifiknya. Barulah kemudian isi dari 

informasi elektronik yang harus terpenuhi 
kualifikasinya sehingga dapat diterapkan 
norma larangan di dalam UU-ITE. 
Terkait definisi dari data elektronik 
belakangan baru disebutkan di dalam 
pasal 1 ayat (30) Peraturan Pemerintah No. 
71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan 
Sistem dan Transaksi Elektronik sebagai 
peraturan baru menggantikan Peraturan 
Pemerintah No. 82 Tahun 2012 tentang 
Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi 
Elektronik. Setelah diketahui definisi 
maka selanjutnya adalah dalam membaca 
rumusan norma pada pasal pencemaran 
nama baik dan berita bohong. Dalam 
hal rumusan norma pada pasal  27 ayat 
(3) dan pasal 28 ayat (2) UU-ITE apabila 
dikaitkan dengan perumusan kaidah 
hukum maka struktur norma umumnya 

214 Shidarta, “DATA, INFORMASI, DAN DOKUMEN 
ELEKTRONIK,” 2018, https://business-law.binus.
ac.id/2018/10/24/data-informasi-dan-dokumen-elektronik/.
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Ragaan 4. 2. Diagram Relasi Empat Sifat Norma216 

bisa dibagi menjadi empat bagian, yaitu: perintah, larangan, ijin, 
dan dispensasi.215 Apabila struktur  norma pencemaran nama 
baik dipetakan relasi norma sebagaimana dijelaskan oleh Arief 
Sidharta maka dapat dibuat ragaan sebagai berikut (Ragaan 
4.2).  

Dengan mengacu pada struktur oposisi kaidah di atas, maka 
struktur norma pada pasal 27 ayat (3) dan pasal 28 ayat (2) 
UU-ITE bisa mengikuti struktur norma sebagai berikut:

1.	 Subjek norma (normaddressat), yaitu pihak yang terkena 
sasaran norma;

2.	 Modus dari perilaku (modus van behoren) atau operator 
norma, sifat norma yang diperintahkan (perintah, larangan, 
ijin, dispensasi);

3.	Objek norma (normgedrag), rumusan perilaku yang diminta 
untuk dilaksanakan;

4.	Kondisi norma (normcondities), kondisi yang dipersyaratkan 
(kapan dan di mana perilaku dilaksanakan).
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Mengaitkan empat unsur norma di atas, maka 
terkait rumusan norma larangan pada pasal 27 
ayat (3) dan pasal 28 ayat (2) UU-ITE bisa dijelaskan 
sebagai berikut:

Tabel 4. 1. Empat Unsur Norma Pencemaran Nama Baik dan Ujaran Kebencian

215 Lihat: B. Arief Sidharta, Refleksi Tentang Hukum, 
Pengertian-Pengertian Dasar Dalam Teori Hukum, Ketiga 
(Bandung: Citra Aditya Bakti, n.d.). hlm: 114-115.
216 Shidarta, Penalaran Hukum, Hukum Penalaran (Yogyakarta, 
2004). hlm: 167.

Pasal 27 ayat (3) UU-ITE: Pasal 28 ayat (2) UU-ITE:

Setiap orang dengan sengaja 
dan tanpa hak mendistribusikan 
dan/atau mentransmisikan dan/
atau membuat dapat diaksesnya 
informasi elektronik dan/atau 
dokumen elektronik yang memiliki 
muatan penghinaan dan/atau 
pencemaran nama baik. 

Setiap orang dengan sengaja dan 
tanpa hak menyebarkan informasi 
yang ditujukan untuk menimbulkan 
rasa kebencian atau permusuhan 
individu dan/atau kelompok 
masyarakat tertentu berdasarkan 
atas suku, agama, ras, dan 
antargolongan (SARA). 

Penjelasan norma di atas ke dalam struktur norma 
bisa dijelaskan sebagai berikut:

Unsur Norma Norma Larangan dalam UU-ITE

Pasal 27 ayat (3) Pasal 28 ayat (2)

Subjek norma Subjek hukum (orang perseorangan dan badan hukum)

Modus perilaku Larangan mengirimkan 
data elektronik bermuatan 
penghinaan dan/atau 
pencemaran nama baik

Larangan mengirimkan data 
elektronik bermuatan rasa 
kebencian atau permusuhan 
terkait SARA

Objek norma Data elektronik yang 
bermuatan penghinaan dan/
atau pencemaran nama baik

Data elektronik yang 
bermuatan rasa kebencian 
atau permusuhan terkait SARA

Kondisi norma Dalam sistem elektronik atau jaringan sistem elektronik
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Penjelasan oposisi kaidah dari norma pada pasal 27 ayat (3) dan pasal 
28 ayat (2) UU-ITE bisa dijelaskan secara rinci pada tabel berikut ini.

Tabel 4. 2. Oposisi Kaidah Pencemaran Nama Baik dan Ujaran Kebencian

Pasal 27 ayat (3) UU-ITE

Perintah
Setiap subjek hukum pengguna sistem elek-
tronik (pengguna Internet) wajib menjaga 
informasi yang tidak bermuatan penghinaan 
dan/atau pencemaran nama baik

Larangan
Setiap subjek hukum dilarang mentransmisikan 
data elektronik yang bermuatan penghinaan 
dan/atau pencemaran nama baik, kecuali atas 
persetujuan orang yang bersangkutan, karena 
kewenangan dan/atau jabatannya yang ditetap-
kan oleh undang-undang

Ijin
Setiap subjek hukum berhak mengakses 
informasi tanpa melanggar hak orang lain, 
yaitu mengirimkan informasi yang bermuatan 
penghinaan dan/atau pencemaran nama baik

Dispensasi
Pers, penegak hukum dan/atau pihak lain yang 
ditetapkan oleh undang-undang boleh mengi-
rimkan informasi yang bermuatan penghinaan 
dan/atau pencemaran nama baik karena tugas 
dan/atau kewenangan atas jabatannya.

Pasal 28 ayat (2) UU-ITE

Perintah
Setiap subjek hukum pengguna sistem elek-
tronik (pengguna internet) wajib menjaga 
informasi yang tidak bermuatan rasa keben-
cian atau permusuhan terkait SARA.

Larangan
Setiap subjek hukum dilarang mentransmisikan 
data elektronik yang bermuatan rasa kebencian 
atau permusuhan terkait SARA, kecuali atas 
persetujuan orang yang bersangkutan, karena 
kewenangan dan/atau jabatannya yang ditetap-
kan oleh undang-undang

Ijin 
Setiap subjek hukum berhak mengakses 
informasi tanpa melanggar hak orang lain, 
yaitu mengirimkan informasi yang bermuatan 
rasa kebencian dan/atau permusuhan terkait 
SARA.

Dispensasi
Pers, penegak hukum dan/atau pihak yang 
ditetapkan oleh undang-undang boleh mengi-
rimkan informasi yang bermuatan rasa keben-
cian atau permusuhan terkait SARA karena tugas 
dan/atau kewenangan atas jabatannya.

Berdasarkan pemetaan struktur norma di atas dan dikaitkan dengan 
konsep informasi negatif di bagian sebelumnya, maka terlihat secara 
umum klasifikasi dari informasi negatif yang di atur di dalam pasal  27 
ayat (3) dan pasal 28 ayat (2) UU-ITE memiliki  rumpun norma larangan 
yang sama. Seiring dengan perkembangannya kemudian informasi 
negatif yang berupa kebohongan, fitnah, dan menyerang kehormatan 
orang lain (injuria verbalis) terpecah menjadi dua norma larangan yang 
kemudian diadopsi oleh pembuat undang-undang menjadi rumusan 
norma pada pasal 27 ayat (3) dan pasal 28 ayat (2) UU-ITE. Mengaitkan 
argumentasi di atas dengan putusan kasus yang diteliti maka terdapat 
15 objek informasi negatif dari pencemaran nama baik dan berita 
bohong dengan rincian sebagai berikut.
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Tabel 4. 3. Informasi Negatif dalam Pencemaran Nama Baik dan Berita Bohong

Putusan Kasus Pencemaran Nama Baik dan Berita Bohong

Pasal 27 ayat (3) Jumlah Pasal 28 ayat (2) Jumlah

Menghasut 4 Adat 2

Kekerasan seksual 6 Agama 9

Pemerasan 1 Presiden 2

Keluarga 1 Suku 1

Institusi 2 Propaganda/Teroris 2

Fitnah 11 Gubernur 1

Asusila 2

Menyerang kehormatan 5

Suku 1

Total pencemaran nama baik 33 Total berita bohong 17

Dakwaan Pasal UU-ITE Total

27 ayat (3) 28 ayat (2) 27 & 28

Tunggal 14 4 0 18

Alternatif 14 7 3 24

Subsidair 1 1 0 2

Campuran 2 0 1 3

Temuan penelitian menunjukkan bahwa dalam periode satu dekade, 
perkara tentang pencemaran nama baik adalah perkara yang 
jumlahnya lebih banyak dibandingkan dengan berita bohong terkait 
SARA. Dalam hal objek yang diperkarakan di dalam pencemaran 
nama baik didominasi dengan isu fitnah dan kemudian diikuti dengan 
kekerasan seksual. Sedangkan dalam hal berita bohong pokok perkara 
yang paling sering terjadi adalah terkait isu agama dan diikuti dengan 
isu adat, presiden, suku, serta propaganda teroris. Selanjutnya adalah 
bentuk dakwaan yang didapat dari putusan yang diteliti bisa dijelaskan 
sebagai berikut.

Tabel 4. 4. Pasal Dakwaan
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Secara lebih rinci, dakwaan atas 
pelanggaran pencemaran nama baik 
terlihat banyak digunakan sebagai dakwaan 
tunggal dan juga diikuti dengan dakwaan 
alternatif. Data putusan menunjukkan 
bahwa dalam penerapan UU-ITE pasal yang 
dipasangkan tidak hanya yang terdapat di 
dalam UU-ITE saja, tetapi juga dikaitkan 
dengan pasal lain yang terkait dengan 
UU-ITE, yang mana hal ini juga telah sejalan 
dengan putusan MK No. 50/PUU-VI/2008 
yang diputuskan oleh hakim konstitusi 
bahwa dalam penerapan UU-ITE bisa 
mengacu pada aturan lainnya yang relevan 
sebagai lex generalis-nya.

Bagian selanjutnya yang ditemukan 
di dalam putusan adalah bukti yang 
digunakan sebagai pembuktian adalah 
sebagai berikut:

1.	 Handphone;
2.	 Laptop;
3.	 Pernyataan dan penilaian 

dewan pers;
4.	 Smartphone;
5.	 Berita;
6.	 DVD (Digital Video Disk);
7.	 Flashdisk;
8.	 Print out screenshot;
9.	 Komputer;
10.	 Printer;
11.	 Nano simcard;
12.	 Micro SD; dan
13.	 Kartu memori.
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Dari barang bukti yang disebutkan di 
atas terlihat bahwa bukti elektronik yang 
disajikan dalam perkara pencemaran 
nama baik dan berita bohong termasuk di 
dalamnya perangkat elektronik dokumen 
elektronik dan hasil cetakannya. Ada 
pun hal ini juga telah sesuai dengan 
putusan Mahkamah Konstitusi No. 20/
PUU-XIV/2016. Ketentuan tentang bukti 

elektronik apabila mengacu pada Pasal 5 
ayat (1) dan ayat (2) dan pasal 44 huruf b 
UU-ITE telah diputuskan oleh Mahkamah 
Konstitusi bahwa telah diubah beberapa 
frasa dalam pengertian bukti elektronik. 
Perbandingan alat bukti elektronik sebelum 
dan sesudah putusan MK bisa dijelaskan 
sebagai berikut:

Pasal UU-ITE Pasca Putusan MK217 

Pasal 5 ayat (1) Informasi elektronik dan/atau 
dokumen elektronik dan/atau hasil 
cetaknya merupakan alat bukti 
hukum yang sah.

Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik 
sebagai alat bukti dilakukan dalam rangka penegakan 
hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, dan 
atau institusi penegak hukum lainnya yang ditetapkan 
berdasarkan UU-UTE dan atau hasil cetaknya 
merupakan alat bukti hukum yang sah. 

Pasal 5 ayat (2) Informasi elektronik dan/atau 
dokumen elektronik dan atau hasil 
cetaknya sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) merupakan perluasan 
dari alat bukti yang sah sesuai 
dengan Hukum Acara yang berlaku 
di Indonesia. 

Khususnya informasi elektronik dan atau dokumen 
elektronik sebagai alat bukti dalam rangka penegakan 
hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, 
dan atau institusi penegak hukum lainnya yang 
ditetapkan berdasarkan undang-undang sebagaimana 
ditentukan dalam pasal 31 ayat (3) UU-ITE dan/atau 
hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai 
dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia. 

Pasal 44 Alat bukti penyidikan, penuntutan 
dan pemeriksaan di sidang 
pengadilan menurut ketentuan 
UU-ITE adalah sebagai berikut : 

Alat bukti lain berupa informasi 
elektronik dan atau dokumen 
elektronik sebagaimana dimaksud 
dalam pasal 1 angka 1 dan angka 4 
serta Pasal 5 ayat (1), ayat (2), dan 
ayat (3) UU-ITE.

Alat bukti penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan 
di sidang pengadilan menurut ketentuan UU-ITE 
ini adalah alat bukti lain khususnya informasi dan/
atau dokumen elektronik sebagai alat bukti dalam 
rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, 
kejaksaan dan atau institusi penegak hukum lainnya 
yang ditetapkan berdasarkan undang-undang 
sebagaimana ditentukan dalam pasal 31 ayat (3) 
UU-ITE sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 
1 dan angka 4 serta pasal 5 ayat (1), ayat (2), dan ayat 
(3) UU-ITE

Tabel 4. 5. Kedudukan Bukti Elektronik

Dengan perbandingan yang dijelaskan 
di atas maka bukti elektronik beserta 
cetakannya memiliki kedudukan yang kuat 
dan bisa dijadikan sebagai bukti hukum 
di persidangan. Hanya saja dalam praktik, 
bisa terdapat bukti berupa perangkat 
keras seperti komputer, perangkat lunak, 
dan data elektronik. Pemenuhan bukti 

elektronik ini tentunya sangat bergantung 
pada jenis perkara yang dihadapi sehingga 
tidak menutup kemungkinan hanya dimiliki 
hasil cetakan dari data elektronik.

217 Mahkamah Konstitusi, “Salinan Putusan Mahkamah 
Konstitusi Nomor: 20/PUU-XIV/2016.”
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B.	 Ahli dalam Perkara 
Pencemaran Nama Baik 
dan Berita Bohong 

Salah satu amademen UU-ITE tahun 2016 
yang tidak terlalu banyak dibahas adalah 
bagian tentang bantuan ahli sebagaimana 
diatur di dalam pasal 43 ayat (5) huruf j 
UU-ITE yang mengatur bahwa: “meminta 
bantuan ahli yang diperlukan dalam 
penyidikan terhadap tindak pidana di 
bidang Teknologi Informasi dan Transaksi 
Elektronik.” Ketentuan norma di atas 
sering kali terlupakan karena ketentuan 
tentang bantuan ahli sering kali hanya 
merujuk pada Surat Edaran Kejaksaan 
Agung No. B-1179/E/EJP/O7/2008 yang di 
antaranya berisikan bahwa keterangan ahli 
ITE adalah dari pihak Depkominfo untuk 
menyatakan bukti informasi elektronik dan/
atau dokumen elektronik. Namun demikian 
dengan adanya amandemen UU-ITE 
Tahun 2016 telah ditentukan bahwa 
keterangan ahli bisa dimintakan tidak 
terbatas dari Kementerian Kominfo saja. 
Hal ini sebagaimana dijelaskan di dalam 
penjelasan pasal 45 ayat (5) huruf j, yaitu: 

“yang dimaksud dengan “ahli” adalah 
seseorang yang memiliki keahlian khusus 
di bidang Teknologi Informasi yang 
dapat dipertanggungjawabkan secara 
akademis maupun praktis mengenai 
pengetahuannya tersebut”

Dengan adanya ketentuan di atas, maka 
permintaan bantuan ahli bisa dimintakan 
kepada seseorang dengan kompetensinya 
atau keahliannya di bidang teknologi 

informasi dan komunikasi. Adapun pada 
umumnya ahli yang harus dihadirkan di 
dalam perkara informasi dan transaksi 
elektronik antara lain:

1.	 Ahli Pidana, untuk menjelaskan 
perbuatan pidana yang dilakukan atas 
transaksi elektronik yang dilakukan, 
khususnya di bagian kesengajaan;

2.	 Ahli Informasi dan Transaksi 
Elektronik (ITE), untuk menjelaskan 
dan mengaitkan konsep yang diatur di 
dalam UU-ITE;

3.	 Ahli Teknologi Informasi (TI), 
khususnya untuk melakukan forensik 
pada perangkat lunak dan/atau 
perangkat keras yang diperkarakan;

4.	Ahli Bahasa, untuk menjelaskan terkait 
isi dari informasi elektronik dan/atau 
dokumen elektronik yang berbentuk 
bahasa;

5.	Ahli lainnya yang untuk menjelaskan 
isi dari informasi elektronik dan/atau 
dokumen elektronik yang sifatnya 
khas. Misalnya ahli agama ketika isi 
informasi elektronik terdapat muatan 
keagamaan, ahli sosial budaya, ketika 
isi informasi elektronik bermuatan 
sosial dan keagamaan.

Pandangan ahli yang dimintakan di dalam 
perkara UU-ITE dapat digunakan sebagai 
salah satu rujukan karena kompetensi 
dan/atau keahliannya baik secara praktis 
maupun secara akademis. Terkait ahli di 
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dalam perkara pencemaran nama baik 
dan berita bohong berdasarkan putusan 
yang diteliti terlihat latar belakang ahli 
yang dihadirkan. Ada pun rinciannya latar 
belakang ahli dijelaskan pada grafik 4.1.

Berdasarkan putusan yang diteliti terlihat 
bahwa ahli yang dihadirkan terbagi 
menjadi empat, yaitu ahli ITE, ahli bahasa, 
ahli forensik (IT), ahli hukum pidana, dan 
ahli lainnya yang sifatnya kontekstual 
bergantung pada objek informasi yang 
diperkarakan. Hal yang menarik yang 
ditemukan dari putusan adalah latar 
belakang ahli lebih didominasi dari 
kalangan pemerintahan, baik ahli di bidang 
hukum informasi dan transaksi elektronik, 

Grafik 4. 1. Latar Belakang Ahli dalam Putusan

ahli forensik dan ahli kekhususan lainnya. 
Sedangkan ahli yang diwakili dari akademisi 
didominasi pada bidang keahlian tentang 
bahasa dan ahli pidana. Dengan banyaknya 
ahli dari kalangan pemerintahan, maka 
terlihat bahwa penguasaan di bidang 
UU-ITE lebih didominasi dari pihak 
pemerintah dibandingkan di masyarakat. 
Dengan didapatkan latar belakang ahli 
dari kalangan pemerintahan maka terlihat 
adanya asimetrik pengetahuan, sehingga 
hal ini seharusnya menjadi bagian yang 
harus diperhatikan bagi masyarakat dan 
akademisi untuk melakukan pendalaman 
dalam bidang UU-ITE, khususnya dalam 
ketentuan norma tentang pencemaran 
nama baik dan berita bohong.
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Sedangkan dalam bagian ahli lainnya, 
yang menjadi temuan dalam beberapa 
putusan khususnya di pasal 28 ayat (2) 
UU-ITE adalah ahli khusus di bidang 
agama yang berasal dari Majelis Ulama 
Indonesia (MUI). Ahli di bidang agama 
menjadi penting untuk dihadirkan dalam 
memberikan keterangannya terkait perkara 
yang berhubungan dengan agama. Dengan 
banyaknya kasus terkait agama Islam, 
maka tidak mengherankan jika ahli yang 
dihadirkan adalah dari kalangan Majelis 
Ulama Indonesia (MUI).  Selain ahli agama, 
terdapat juga ahli pers yang ditemui 
dalam putusan yang di dalamnya terdapat 
pelanggaran yang dilakukan oleh pihak 
pers. 

Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah 
Agung (SEMA) Nomor 13 Tahun 2008 
tanggal 30 Desember 2008 tentang 
meminta Keterangan Saksi Ahli. Surat 
edaran ini hadir menjadi bentuk 
pengawalan kemerdekaan pers sebagai 
hak konstitusional bagi pers maupun 

masyarakat. SEMA ini merupakan 
bentuk permintaan kepada hakim jika 
memutuskan kasus yang menyangkut delik 
pers, diminta mengundang saksi ahli dari 
dewan pers, karena dewan pers memiliki 
peran penting dan paham mengenai 
kerja-kerja jurnalistik oleh wartawan. 
Selain itu, SEMA terkait penunjukkan 
ahli pers memberikan petunjuk untuk 
pembuktian materil dalam mengadili suatu 
delik pers, sehingga wartawan dalam 
menjalankan profesinya mendapatkan 
jaminan perlindungan hukum. Seseorang 
yang dapat menjadi ahli pers berasal 
dari, anggota dewan pers, atau mantan 
anggota dewan pers, atau ketua atau 
anggota dewan kehormatan organisasi 
pers serta orang yang dipilih atau ditunjuk 
secara resmi oleh dewan pers yang telah 
memiliki sertifikat ahli yang dikeluarkan 
oleh dewan pers. Dengan adanya SEMA No. 
13 Tahun 2008 maka untuk perkara terkait 
pers seharusnya bisa ditangani tanpa 
mencederai hak yang dimiliki oleh pers. 
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C.	 Pola Dakwaan dalam Perkara 
Pencemaran Nama Baik dan 
Berita Bohong

Berdasarkan putusan pengadilan yang 
diteliti, maka dibuatlah beberapa grafik 
untuk dapat memberikan gambaran umum 
terhadap penerapan pasal 27 ayat (3) dan 
pasal 28 ayat (2) UU-ITE sebagai berikut 
(Grafik 4.2).

Berdasarkan data yang didapat, terlihat 
pada bagian dakwaan yang dilakukan 
dalam penerapan pasal 27 ayat (3) 
dan pasal 28 ayat (2) UU-ITE tidak 
menggunakan dakwaan tunggal yang 
tercantum di dalam UU-ITE, tetapi 
mayoritas lebih banyak menggunakan 
dakwaan alternatif. Hal ini boleh jadi 
didasarkan alasan bagi penegak hukum 
secara konsisten menjalankan tafsir dari 
putusan Mahkamah Konstitusi yang 
berpandangan bahwa dalam penerapan 
UU-ITE bisa dikaitkan dengan ketentuan di 
dalam hukum positif lainnya. Jika merujuk 

Grafik 4. 2. Pola Dakwaan

pada Surat Edaran Jaksa Agung Nomor 
SE-004/J.A/11/1993 tentang Pembuatan 
Surat Dakwaan, salah satu penggunaan 
dakwaan yaitu, dakwaan alternatif pada 
dasarnya merupakan dakwaan yang 
disusun secara berlapis dengan lapisan 
yang satu merupakan alternatif dan bersifat 
mengecualikan dakwaan pada lapisan 
lainnya. Bentuk dakwaan ini umumnya 
digunakan apabila belum didapat kepastian 
tentang tindak pidana mana yang lebih 
tepat untuk dibuktikan. Namun dalam 
putusan, hanya satu dakwaan saja yang 
dapat terbukti tanpa harus memperhatikan 
urutannya dan jika salah stau telah terbukti, 
maka dakwaan pada lapisan lainnya tidak 
perlu dibuktikan lagi karena umumnya 
pada dakwaan alternatif menggunakan kata 
‘atau’ dalam susunan surat dakwaannya. 

Dalam perkara yang berkaitan dengan 
kebebasan berekspresi di ranah 
internet, jaksa penuntut umum kerap kali 
menggunakan dakwaan alternatif. Hal ini 
terlihat dari putusan yang diteliti. Dalam 
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temuan penelitian juga terlihat jaksa kerap 
kali menggunakan pasal 27 ayat (3) atau 
28 ayat (2) UU-ITE secara bersamaan. 
Dengan adanya lapisan penggunaan pasal 
pencemaran nama baik dan berita bohong 
menunjukkan secara tidak langsung alasan 
penggunaan dakwaan alternatif menjadi 
tren tersendiri semenjak diubahnya UU-ITE 
pada tahun 2016. Pasca amandemen 
UU-ITE  ancaman hukuman pada pasal 
27 ayat (3) UU-ITE adalah empat tahun 
dari yang semula enam tahun. Dengan 
penggunaan dakwaan alternatif, boleh 
jadi digunakan sebagai alasan untuk dapat 
mengajukan penangguhan penahanan 
untuk memberikan efek jera bagi pelaku 
pelanggaran UU-ITE. Namun demikian 
terlihat juga di beberapa kasus kerap kali 
jaksa penuntut umum tetap konsisten 
menggunakan dakwaan tunggal.

D.	 Vonis Hakim dalam Perkara 
Pencemaran Nama Baik dan 
Berita Bohong

Berdasarkan putusan yang diteliti, 
terlihat bahwa mayoritas hakim dalam 
memutuskan kasus pencemaran nama 
baik dan berita bohong terhadap SARA 
cenderung memberikan putusan yang 
lebih ringan. Hal ini dapat terlihat dengan 
adanya mayoritas putusan di bawah enam 
bulan kurungan. Padahal apabila melihat 
ancaman hukum yang tercantum pada 
pasal 27 ayat (3) UU-ITE adalah empat 
tahun kurungan dan pada pasal 28 ayat 
(2) UU-ITE adalah enam tahun kurungan. 
Sedangkan untuk putusan dengan vonis 
tiga tahun ke atas hanya terdapat pada 
tiga kasus sebagaimana terlihat dari grafik 
temuan penelitian berikut ini (Grafik 4.3).

Grafik 4. 3. Vonis Hakim
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Data putusan juga menunjukkan bahwa 
mayoritas hakim dalam memutuskan 
kasus pencemaran nama baik dan berita 
bohong terhadap SARA cenderung 
memberikan hukuman yang ringan. 
Apabila data putusan dilihat secara 
lebih seksama maka terdapat temuan 
tiga putusan yang mendapatkan vonis 
tiga tahun atau lebih, sehingga menarik 
perhatian untuk dicermati secara lebih 
mendalam.  Pada tiga kasus dengan vonis 
yang tergolong berat, terlihat bahwa sanksi 
yang dijatuhkan adalah pada perkara yang 
menyangkut keagamaan atau penodaan 
agama, khususnya dengan bentuk 
menghina atau menodai agama Islam. 

Alasan penjatuhan vonis yang lebih berat 
oleh hakim boleh jadi karena didasarkan 
pada alasan mayoritas penduduk Indonesia 
adalah beragama Islam, sehingga untuk 
menjaga ketertiban di masyarakat maka 
hakim menjatuhkan vonis yang lebih berat. 
Untuk dapat memberikan penjelasan 
secara lebih rinci dan mengetahui legis ratio 
terhadap putusan dengan vonis hukuman 
lebih dari tiga tahun maka ketiga putusan 
terkait penodaan agama Islam bisa 
dijelaskan sebagai berikut.

Putusan 197/Pid.Sus/2017/PN.Bls

Pokok Perkara:
Terdakwa membagikan postingan foto/gambar dengan menggunakan medsos Facebook yang terkoneksi pada 
handphone melalui internet/ wifi, foto dan tulisan yang menghina Nabi Muhammad SAW, penganut agama Islam, 
kunjungan Raja Arab Saudi ke Indonesia, dan menyebut nama Megawati dalam status Facebooknya. Status 
Facebook dibuat adalah dengan menggunakan gambar yang dapat peroleh dari account anonym yang kemudian 
lalu dilakukan copy-paste pada akun Facebook terdakwa.

Dakwaan:
Atas tindakan yang dilakukan maka terdakwa didakwa dengan dakwaan altenatif, yaitu pasal 45A ayat (2) jo pasal 28 
ayat (2) UU-ITE, 207 KUHP, dan 208 KUHP.

Pemenuhan Unsur Dakwaan
Unsur dakwaan pertama yang terbukti dan menurut pandangan majelis, terdakwa dengan sengaja dan tanpa hak, 
larangan bagi pihak (subjek hukum) yang tidak memiliki kewenangan untuk terlibat dalam kegiatan yang secara 
rinci, terdakwa juga tidak mendapat izin yang artinya seseorang dalam melakukan suatu perbuatan tanpa didasari 
suatu hak berupa izin dari pihak yang berwenang. Majelis menimbang unsur ini tidak dapat berdiri sendiri karena 
harus dihubungkan dengan suatu perbuatan konkret. Unsur dengan menyebarkan informasi yang ditujukan untuk 
menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan 
atas SARA. Selain itu menghina suatu penguasa atau badan umum yang ada di Indonesia di media sosial elektronik 
serta agar pelaku yang pertama kali mem-posting dapat ditangkap, sehingga dakwaan alternatif kesatu telah 
terpenuhi.

Pertimbangan Hakim dan Vonis:
Hakim memberikan pertimbangan mengenai hal-hal yang memberatkan salah satunya adalah perbuatan terdakwa 
dianggap meresahkan masyarakat, sehingga ia divonis pidana penjara selama tiga tahun.
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Putusan 391/Pid.Sus/2016/PN Kla

Pokok Perkara:
Perbuatan yang terdakwa lakukan adalah menginjak Al-Quran dan meminta saksi Sdr. Rio untuk memfoto terdakwa dalam 
keadaan menginjak Al-Quran dan jika ada apa-apa, terdakwa akan bertanggung jawab. Dalam melakukan penginjakkan Al-Quran 
dengan kaki dengan kedua tangan di depan dada menghadap ke atas seperti orang berdoa karena terdakwa ingin meminta 
maaf dan bersumpah kepada pacarnya tersebut dengan cara menginjak Al-Quran. Terdakwa meminta saksi Sdr. Raka untuk 
mengunggah foto terdakwa dalam keadaan menginjak Al-Quran ke dalam akun Facebook milik terdakwa. Foto tersebut telah 
tersebar luas di masyarakat karena diunggah melalui account Facebook milik terdakwa 

Dakwaan:
Terdakwa didakwa menggunakan dakwaan alternatif, unsur dakwaan kesatu yaitu pasal-pasal 45A ayat (2) jo Pasal 28 ayat (2) 
UU-ITE, dakwaan kedua 156a KUHP. 

Pemenuhan Unsur Dakwaan
Unsur sengaja, menyebarkan, dan menimbulkan rasa kebencian atau ketersinggungan terpenuhi.

Pertimbangan Hakim dan Vonis:
1.	 Terdakwa telah mengetahui bahwa yang ia kirimkan adalah suatu informasi, karena dia bermaksud untuk menyampaikan 

suatu pesan, yang dapat diterima oleh pihak lain, termasuk namun tidak terbatas pada pacar terdakwa. 
2.	 Perbuatan terdakwa menginjak Al-Quran merupakan perbuatan tercela, dan tindakan menyebarluaskan foto diri sedang 

menginjak Al-Quran tentunya menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat 
tertentu berdasarkan agama, karena di dalamnya dapat memunculkan ketersinggungan bagi umat Islam. 

3.	 Majelis berpendapat, terdakwa telah mengetahui bahwa yang disebarkannya rasa kebencian atau permusuhan individu dan/
atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan. 

4.	 Majelis berpendapat, bahwa sebagai umat beragama, seharusnya terdakwa dapat memahami tentang adanya potensi 
ketersinggungan umat Islam atas perbuatannya yang telah mengunggah foto tersebut. 

5.	 Majelis hakim berpendapat bahwa terdakwa telah mengetahui bahwa menginjak kitab suci Al-Quran merupakan perbuatan 
penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia. Selain itu terdakwa juga mengetahui bahwa penyebaran foto 
melalui akun Facebook, merupakan tindakan yang dilakukan di muka umum. Namun demikian, terdakwa tetap melakukan 
perbuatan tersebut. Dengan demikian terdakwa memang menghendaki untuk melakukan tindakan di muka umum 
melakukan penodaan terhadap agama Islam sebagai suatu agama yang dianut di Indonesia. 

6.	 Menurut majelis, tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk memberikan penderitaan bagi terdakwa, tetapi lebih 
sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya 
serta sejalan dengan kehendak peraturan perundang-undangan dan ketertiban masyarakat pada umumnya. Pemidanaan 
harus memperhatikan perasaan keadilan masyarakat, bahwa pemidanaan harus memperlihatkan derajat kesalahan terdakwa 
didasarkan pada perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa. Oleh sebab itu hakim memberikan alasan pemberat untuk 
terdakwa karena telah menimbulkan keresahan di masyarakat sehingga terdakwa di vonis tiga tahun penjara.

282/ Pid.Sus/2020/PN Sbw

Pokok Perkara:
Terdakwa memposting kalimat di Facebook, “Aku Al-Quran dianggap sesat, atau MUI yang bodoh & zalim, Al-Quran dan 
hadis syirik, kekal di neraka” dsb. Menurut MUI, terdakwa masuk ke dalam golongan “ingkar sunah” yaitu suatu paham yang 
meresahkan masyarakat, menganggu keamanan dan ketertiban umum, merusak kerukunan umat beragama khususnya kaum 
muslimin dan menggoyahkan persatuan.

Dakwaan:
Kebencian terhadap agama Islam, dengan dakwaan alternatif yaitu, dakwaan kesatu pasal 45A ayat (2) jo Pasal 28 ayat (2) UU-ITE, 
dakwaan kedua pasal 45 ayat (3) jo. Pasal 27 ayat (3) UU-ITE dan dakwaan ketiga pasal 156a KUHP.  

Pemenuhan Unsur Dakwaan
Terpenuhi

Pertimbangan Hakim dan Vonis:
1.	 Majelis hakim berpendapat bahwa terdakwa telah menodai agama Islam dan meresahkan pemeluk agama Islam; 
2.	 Terdakwa pernah dihukum dalam perkara penistaan agama dan terdakwa tidak menyesali perbuatannya. 
3.	 Hal yang meringankan, terdakwa adalah seorang perempuan, sehingga hakim menjatuhkan putusan tiga tahun enam bulan 

penjara. 
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Berdasarkan temuan dari tiga putusan 
yang dijatuhi vonis kurungan tiga tahun 
ke atas, terlihat bahwa hakim menarik 
beberapa pertimbangan hukum antara 
lain: (1) adanya unsur yang meresahkan 
masyarakat yang dibuat, (2) latar belakang 
terdakwa yang sebelumnya telah 
melakukan pelanggaran hukum yang 
sama, (3) terdakwa yang tidak kooperatif, 
dan (4) memberikan efek jera.  Dengan 
pertimbangan hakim yang tertulis di dalam 
putusan maka terlihat bahwa hakim dalam 
memutus perkara penodaan agama dalam 
putusannya tetap menjaga ketertiban 
umum, sehingga tidak menimbulkan 
gejolak di masyarakat. 

E.	 Pencemaran Nama 
Baik Terhadap Institusi 
(Non-Orang Perseorangan)

Bagian selanjutnya yang menarik untuk 
dijelaskan dari temuan penelitian adalah 
tentang subjek hukum dari norma pada 
pasal 27 ayat (3) UU-ITE. Meski norma 
hukum pencemaran nama baik di 
UU-ITE telah beberapa kali diuji materi 
ke Mahkamah Konstitusi, namun secara 
tertulis hanya ada dua putusan MK yang 
dijadikan rujukan sehingga dimasukkan ke 
dalam bagian penjelasan umum UU-ITE, 
yaitu Putusan MK No. 50/PUU-VI/2008 
dan Putusan MK No. 2/PUU-VII/2009. Dari 
kedua putusan MK tersebut di atas pada 
prinsipnya menyatakan bahwa pasal 
27 ayat (3) UU-ITE tetap berlaku namun 
dengan rujukan kepada pasal 310-311 KUH 
Pidana. Hal yang menarik dari putusan MK 
adalah tidak dimohonkannya tafsir atas 
subjek hukum dari pencemaran nama 
baik, tetapi pokok permohonannya adalah 

memohon agar 
pasal 27 ayat (3) 
UU-ITE tidak berlaku 
atau inkonstitusi. Dengan 
tidak adanya permohonan 
tafsir atas subjek hukum dari pasal 
27 ayat (3) UU-ITE, maka definisi tentang 
subjek hukum yang tercantum pada pasal 1 
angka 21 UU-ITE yang menjelaskan bahwa 
subjek hukum adalah orang perseorangan 
dan/atau badan hukum tetap berlaku. Hal 
ini menunjukkan bahwa secara leterlijke 
subjek hukum dari norma pada pasal 
27 ayat (3) UU-ITE bukan hanya orang 
perseorangan tetapi juga termasuk badan 
hukum. Dengan demikian maka pasal 27 
ayat (3) UU-ITE memperluas subjek hukum 
dari norma pada pasal 310-311 KUH 
Pidana. 

Dalam hal subjek hukum badan hukum 
dari norma pencemaran nama baik 
kerap kali terjadi silang pendapat antara 
pandangan yang memandang subjek 
hukum badan hukum dan subjek hukum 
orang perseorangan untuk norma 
pencemaran nama baik. Pandangan yang 
memandang badan hukum dikecualikan 
oleh norma pencemaran nama baik karena 
berpegangan pada pasal 310-311 KUH 
Pidana karena badan hukum tidak memiliki 
kehormatan seperti orang perseorangan. 
Sedangkan pandangan yang memandang 
badan hukum bisa menjadi subjek hukum 
adalah berpegangan pada ketentuan 
subjek hukum dari UU-ITE. 
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Namun demikian, apabila mengacu 
pada konsep pencemaran nama 
baik (defamation) dan berita bohong 
sebagaimana dijelaskan di bagian 
sebelumnya badan hukum bisa dilindungi 
oleh norma pencemaran nama baik. Ada 
pun alasannya adalah secara konseptual 
dan historis dan yang dilindungi oleh badan 
hukum adalah reputasinya. Terlepas dari 

adanya silang pendapat atas badan hukum 
sebagai subjek hukum yang dilindungi oleh 
norma pencemaran nama baik, apabila 
mengacu pada putusan yang diteliti, maka 
terdapat dua putusan yang di dalamnya 
subjek hukum yang terlindungi oleh norma 
pencemaran nama baik adalah badan 
hukum. Adapun ringkasan perkaranya bisa 
dijelaskan sebagai berikut.

68/Pid.Sus/2017/PN Bjw

Pokok Perkara:
Terdakwa telah menulis kata-kata cacian dan makian terhadap Kapolres Ngada.

Dakwaan:
Pasal 27 ayat (2) UU-ITE unsur setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak, mendistribusikan 
dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau 
dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran terpenuhi.

Pemenuhan Unsur Dakwaan
Telah terpenuhinya unsur dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentrans-
misikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik 
yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

Pertimbangan Hakim dan Vonis:
1.	 Terdakwa secara sengaja adalah dengan disadari dan dikehendaki terjadinya suatu 

perbuatan;
2.	 Tindakan haruslah orang yang mempunyai izin untuk melakukan perbuatan pendistribusian 

dan/atau pentransmisian dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/
atau dokumen elektronik;

3.	 Tujuan posting yang dilakukan oleh terdakwa karena kecewa dengan kinerja Kapolres 
Ngada karena membaca berita media online, yang tidak diketahui oleh terdakwa bagaimana 
kebenaran berita tersebut;

4.	 Dengan posting yang dilakukan terdakwa maka nama baik Kapolres Ngada menjadi 
tercemar dan nama baik institusi kepolisian menjadi tercemar;

5.	 Terdakwa adalah mahasiswa;
6.	 Sub unsur dari pasal 27 ayat (3) UU-ITE bukan kumulatif tetapi alternatif sehingga dapat 

mencakup semua unsur atau cukup memenuhi salah satu elemen dalam sub unsur yang 
dimaksud;

7.	 Mengacu pada pasal 310 KUH Pidana adalah adanya tuduhan kepada seseorang, 
menyerang kehormatan, agar diketahui oleh banyak orang, yaitu Kepala Kepolisian Republik 
Indonesia yang juga dalam lingkup Institusi Kepolisian Republik Indonesia;

8.	 Tujuan pemidanaan adalah untuk mendidik agar terdakwa dapat memperbaiki diri dan 
merubah perilakunya ke jalan yang lebih baik;

9.	 Menjatuhkan pidana penjara selama enam (6) bulan dan denda sejumlah Rp. 50.000.000,- 
(lima puluh juta rupiah).
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145/Pid.Sus/2018/PN Psr

Pokok Perkara:
Terdakwa tidak terima saat ditilang karena pelanggaran lalu lintas sehingga terdakwa tersebut marah-
marah kepada petugas dan mem-posting di media sosial Facebook. 

Dakwaan:
Dakwaan Pasal 27 ayat (3) UU-ITE unsur setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mentransmisikan 
dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik telah 
terpenuhi.

Pemenuhan Unsur Dakwaan
Telah terpenuhinya unsur dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmis-
ikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang 
memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

Pertimbangan Hakim dan Vonis:
1.	 Terdakwa meluapkan emosinya dengan mem-posting kata-kata umpatan di media sosial Facebook 

secara sadar dan atas inisiatifnya sendiri;
2.	 Terdakwa menyadari kesalahannya dan telah menghapus postingan yang telah dibuat. Namun 

sudah beredar sekitar 1,5 jam dan sudah dilihat sekitar 300 orang;
3.	 Posting yang dilakukan terdapat kata-kata penghinaan kepada profesi polisi; 
4.	 Atas posting yang dilakukan terdakwa menunjuk polisi secara institusi bukan orang perseorangan;
5.	 Majelis Hakim memperhatikan asas manfaat dari pidana yang akan dijatuhkan secara khusus bagi 

terdakwa serta masyarakat pada umumnya, 
6.	 Sikap aktif terdakwa yang segera menghapus lalu mendatangi kantor polisi untuk menyampaikan 

permintaan maaf sehingga polisi tidak melakukan penangkapan maupun penahanan terhadap 
diri terdakwa yang telah menunjukkan rasa penyesalannya, sehingga menjatuhkan pidana penjara 
dengan percobaan;

7.	 Menjatuhkan pidana penjara selama dua bulan;
8.	 Menjatuhkan pidana denda sebanyak satu juta rupiah.

Berdasarkan ringkasan kasus di atas terli-
hat bahwa institusi telah dijadikan sebagai 
subjek hukum yang dilindungi oleh norma 
pencemaran nama baik. Terlepas adanya 
silang pendapat tentang subjek hukum 
atas pencemaran nama baik, dalam 
kenyataannya terdapat putusan penga-
dilan yang memasukkan institusi sebagai 
subjek hukum yang juga dapat dilindungi 
atas pencemaran nama baik. Dengan 
adanya putusan pengadilan maka terli-
hatnya adanya rujukan bahwa institusi 
atau badan hukum bisa dijadikan sebagai 

subjek yang norma pencemaran nama baik 
sebagaimana tercantum di dalam putusan 
No. 68/Pid.Sus/2017/PN Bjw dan putusan 
145/Pid.Sus/2018/PN Psr. Dengan demikian 
maka ketentuan norma pada pasal 27 ayat 
(3) UU-ITE adalah perluasan makna subjek 
hukum dari subjek hukum orang perseo-
rangan pada pasal 310-311 KUH Pidana.
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BAB V
Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah 
disampaikan di bagian sebelumnya, maka 
dapat disimpulkan beberapa hal penting 
dalam penelitian terhadap konsep, 
terminologi dan putusan pengadilan 
periode 2010-2020 perkara pencemaran 
nama baik dan berita bohong, yaitu:

1.	 Terdapat lebih dari 150 terminologi yang 
bisa digunakan di dalam penerapan 
UU-ITE dengan pembagian umum 
sebagai berikut: (1) terminologi yang 
ada di dalam UU-ITE, (2) terminologi 
komputer forensik, (3) terminologi media 
sosial, (4) terminologi terkait perangkat 
keras (hardware), (5) terminologi terkait 
perangkat lunak (software). Dengan 
diketahuinya terminologi terkait 
teknologi informasi dan komunikasi, 
maka penerapan UU-ITE dapat dikuasai 
secara lebih baik dan tidak menimbulkan 
kesulitan mengikuti proses dan prosedur 
hukumnya;

2.	 Berdasarkan data putusan yang diteliti, 
terlihat bahwa produk putusan hakim 
yang tercermin di dalam putusan 
menunjukkan suatu pola, yaitu:

a.	 Dari pelanggaran atas norma 
pencemaran nama baik dan berita 
bohong berdasarkan putusan yang 
diteliti memperlihatkan bahwa pasal 
27 ayat (3) UU-ITE adalah pasal 
yang paling banyak diperkarakan 
dibandingkan dengan berita bohong 
sebagaimana diatur di dalam pasal 
28 ayat (2) UU-ITE. Adapun objek 
perkara pencemaran nama baik 
yang terbanyak adalah berbentuk 
fitnah, kekerasan seksual, menyerang 
kehormatan, dan hasutan. 

b.	Objek perkara pada berita bohong 
sebagaimana diatur di dalam pasal 
28 ayat (2) UU-ITE lebih didominasi 
oleh isu agama yang kemudian 
diikuti dengan isu suku dan adat 
serta propaganda terorisme. Data 
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putusan menunjukkan bahwa media 
elektronik sering kali digunakan 
untuk menyebarkan informasi negatif 
atas isu-isu sensitif yang dapat 
mengancam perpecahan di kalangan 
masyarakat, termasuk isu agama;

c.	 Dalam hal vonis hakim cenderung 
vonis yang diberikan relatif ringan 
dibandingkan dengan sanksi yang 
tercantum pada pasal 27 ayat (3) 
UU-ITE, yaitu empat tahun kurungan, 
dan pasal 28 ayat (2) UU-ITE, yaitu 
enam tahun kurungan. Dikatakan 
vonis cenderung ringan karena dari 
lima puluh putusan, sebanyak 28 
putusan adalah vonis kurungan di 
bawah enam bulan, dan sepuluh 
putusan di vonis dengan kurungan 
di bawah dua belas bulan. Meski 
demikian terdapat tiga putusan yang 
divonis kurungan tiga tahun atau 
lebih. Ada pun alasan penjatuhan 
hukum yang lebih berat karena 
hakim mempertimbangkan dampak 

dari pelanggaran UU-ITE adalah 
mengganggu ketertiban umum;

d.	Dalam hal ahli yang dimintakan 
pendapatnya dalam perkara 
pencemaran nama baik dan berita 
bohong, data putusan menunjukkan 
bahwa sebagian besar ahli yang 
dihadirkan adalah ahli yang memiliki 
latar belakang pemerintahan 
dibandingkan dengan ahli berlatar 
belakang akademisi atau praktisi. 
Secara implisit menunjukkan bahwa 
ahli di bidang hukum informasi dan 
transaksi elektronik dari kalangan 
akademisi maupun praktisi tergolong 
masih rendah karena tidak banyak 
yang masuk di dalam putusan 
pengadilan. Hal ini secara tidak 
langsung menunjukkan penguasaan 
UU-ITE masih didominasi oleh pihak 
pemerintah dibandingkan dengan 
akademisi dan masyarakat. 
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